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Kata Penganter

Kesshatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun
sosial dan bukan sekadar terbebas dan penyakit untuk memungkinkannya
hidup produktif.

Upaya Kesshatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

MNegara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan
vang baik, sehat, serta segjahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan
nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pembangunan kesshatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber
daya kesehatan, dan pengelolaan kesshatan untuk meningkatkan derajat
kesshatan masyarakat vang setinggi-tingginya  berdasarkan  prinsip
kessjahteraan, pemerataan, nondiskriminatit, partisipatif, dan berkelanjutan
dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan
produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan
bermutu, meningkatkan ketahanan kesshatan, menjamin kehidupan yang
sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya
saing bangsa baai pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunikan
produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sshingga diperlukan
transformasi kesehatan untuk tercapainys peningkatan derajat kesshatan
masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesshatan diperlukan
penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara
integratit dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Undang-Undang
tentang Kesehatan.



Guna memberikan informasi yang terkandung dalam peraturan di atas,
maka kami menerbitkan peraturan tersebut dalam bentuk buku dengan
judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan, semoga buku ini dapat membantu dan digunakan
sebagal pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadan bahwa dalam buku ini tentunya masih terdapat kekurangan
baik bersifat maten maupun penyajiannya, karenanya dengan rendah hati kami
menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktf sehingga dalam penerbitan
selanjutnya akan lebih baik lagi.

Terimakasih.
Semarang, Agustus 2023

Penghimpun/Penerbit
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Menimbang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa negarg menjamin hak setiap warga negara untuk
mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera
lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam
melindungl segeniap - bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah . darah - Indonesia  untuk  memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 1945, .

bahwa  pembengunan  keschatan — masyarakat
memerlukan upaya keschatan, sumber daya kesehatan,
dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat
keschatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya
berdasarkan  prinsip  kesejahteraan, pemerataan,
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam
rangka pembangunan sumber daya manusia yang
berkualitas dan produktil, mengurangi kesenjangan,
memperkuat pelayanan kesehatan bermutu,
meningkatkan  ketahanan  kesehatan, menjamin
kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan
seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi
pencapaian tujuan pembangunan nasional;

bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada
masyarakat akan menurunkan produktivitas dan
menimbulkan kerugian bagi negara schingga diperiukan
transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat;

d. bahwa...



Mengingat

Menetapkan

d. bahwa pembangunan kesehatan masvarakal semakin
baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan
mendorong perkembangan industri kesehatan nasional
pada tingkat regional dan global serta mendorong
peningkatan pelayanan kesehatan vang aman, bermuty,
dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat;

e. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan
kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan
untuk penguatan sistem keschatan secara integratif dan
holistik dalam 1 (satu] undang-undang secara
komprehensif,

[ bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf 4, dan
huruf ¢, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Kesehatan;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal' 28H ayat (1), dan Pasal 34

ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Dengan Persetujuan Bersams

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

l.  Keschatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara
fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas
dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

2. Upaya...



Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat Kesehatan masyarakar dalam
bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan fatau
paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan
secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat
untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan
masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu vang
diperiukan untuk. ‘menyelenggarakan Upaya Kesehatan

yang dilakukan  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau masjaara'km

Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang vang
bekerja secara aktil di bidang Kesehatan, baik yang
memiliki pendidikan formal Keschatan maupun tidak,
yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan
dalam melakukan U paya Kesehatan.

Tenaga Medis adalah sehap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang Keschatan serta memiliki sikap profesional,
pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan
profesi  kedokteran atau kedokteran gigi yang
memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya
Keschatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang vang mengabdikan
diri dalam bidang Keschatan serta memiliki sikap
profesional, pengetahuan, dan ketcrampilan melalui
pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau
alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan
Keschatan kepada perseorangan ataupun masyarakat
dengan  pendekatan  promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, danj/atau paliatif yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pusat Keschatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan
Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan
promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Rumah 8akit adalah Fasilitas Pelayanan Keschatan yang
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan
secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif,
preventil, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatil dengan
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
Gawat Darurat.

Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan
peralatan  yang d]pcrlukan untuk menyelenggarakan
Upaya Kesehatan.

Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan
Alam, termasuk bahan ﬂb&l Bahan Alam, kosmetik,
suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Alat Kesehatan .addlah instrimen, aparatus, mesin,
peralatan, implan fe,ageﬁ ‘dan kalibrator in vitro,
perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang
digunakan_pada manusia untuk tujuan medis dan tidak
mencapai kerja utama melalui proses farmakologi,
imunologi, atau metabolisme.

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yvang selanjutnya
disingkat PKRT adalah alat, bahan, dan/atau campuran
bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang
berdampak pada Kesehatan manusia vang ditujukan
pada penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum.

Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk
biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau
menyelidiki sistem fsiologi atau keadaan patologi dalam
rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi
untuk manusia.

Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak
berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat
dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi.

17. Obat. ..
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22,

23.

24,

Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau
produk yang berasal dari sumber daya alam berupa
tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain
dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan
tersebut yang telah digunakan secara turun temurun,
atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu,
digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan
Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau
pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara
empiris dan/atau ilmiah.

Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat, produk,
dan/atau metede yang ditujukan untuk membantu
mencgakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan
permasalahan Kesehatan manusia.

Sistem [nformasi Kesehatan  adalah sistem yang
mengintegrasikan herbaga-j tahapan  pemrosesan,
pelaporan, dan penggunaan informasi vang diperlukan
untuk  meningkatkan  efeklivitas dan  efisiensi
penyelenggaraan Kesehatan serta mengarahkan tindakan
atau keputusan yang berguna dalam mendukung
pembangunan hﬂﬂﬂhﬁmﬂ ,

Sistem Informasi Kesehalan Nasional adalah Sistem
Informasi Kesehatan y"ang dﬂacinﬂa 6lel kementerian yang
menyclenggarakan  urusan pemerintahan di bidang
keschatan yang mengintegrasikan dan menstandardisasi
seluruh Sistem Informasi Keschatan dalam mendukung
pembangunan Keschatan,

Telekesehatan adalah pembernian dan fasilitasi layanan
Kesehatan, termasuk Keschatan masyarakat, layanan
informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui
telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan
klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi
digital.

Pasien adalah sctiap orang yang memperoleh Pelayanan

Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Keschatan.

Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien vyang
membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis
segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan
kedisabilitasan.



25.

26.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara
independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik
dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan serta memberikan pelindungan dan
kepastian hukum kepada masyarakat.

Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu
Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut
vang menjalankan tugas dan fungsi secara independen
dan merupakan alat kelengkapan Konsil.

Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan yang telah memilild sertifikat
kompetensi dan/atau sertifikat profesi.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR
adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga
Medis dan Tendga Kesehatan yang telah diregistrasi.

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah
bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sebagai pmbcnan kewenangan untuk
menjalankan praktik; ;

Wabah Penyakit  Menular  yang sdélanjutnya disebut
Wabah adalah meningkatnya Kejadian Luar Biasa
penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus
dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara
cepat dalam skala luas,

Kewaspadaan Wabah adalah serangkaian kegiatan
sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan
terjadinva Wabah.

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB
adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian,
dan/atau kedisabilitasan akibat penvakit dan masalah
Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu
daerah pada kurun waktu tertentu.

Pintu Masuk Negara yang selanjutnya disebut Pintu
Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut,
orang, dan/atau barang dari dan ke luar negeri, baik
berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas
batas negara.



34.

33.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Petugas Karantina Kesechatan adalah Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan dalam urusan karantina Kesechatan untuk
melakukan pengawasan dan tindakan penanggulangan
penyakit dan/atau faktor risiko penyebab penvakit atas
alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.

Daerah Terjangkit adalah daerah vyang secara
epidemiologis terdapat penyebaran penyakit dan/atau
faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan
Wabah.

Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat keterangan
Keschatan yang dimiliki setiap alat angkut, orang, dan
barang yang memenuhi persvaratan, baik nasional
maupun internasional.

Setiap Orang adalah orang persecrangan, termasuk
korporasi. '

Pemerintah Pusat adiﬂah' Presiden Republik Indonesia
yvang memegang kekuasagn pemerintahan Negara
Republik Indonesia. sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang D&Em' Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. : :

Menteri ah menteri yang menyelénggarakan urusan
perncnmahan di bldang kesehatan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otonom.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.

b
C.
d

4,

perikemanusiaan;
keseimbangan;
manfaat;

ilmiah;

pemerataan,
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etika dan profesionalitas;

pelindungan dan keselamatan;
penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
keadilan;

nondiskriminatif;

pertimbangan moral dan nilai-nilai agama,;
partisipatif;

kepentingan umum;

keterpaduan;

kesadaran hukum;

kedaulatan negara;

kelestarian lingkungan hidup;

kearifan budaya; dﬂn i |

ketertiban dan kepastian hkum.

Pasal3

Penyelenggaraan Keschatan bertujuan;

a.

b.

meningkatkan perilakn hidup sehat;
meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan;

meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang
efektif dan efisien;

memenuhi  kebutuhan masyarakat akan Pelayanan
Kesehatan:

meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi
KLB atau Wabah;

menjamin ketersediaan pendanaan Keschatan vang
berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara
transparan, efektif, dan efisien;

mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi
Kesehatan yang berkelanjutan; dan

memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi
Pasien, BSumber Daya Manusia Kesehatan, dan
masyarakat.



(1)

(2)

BAB [I
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Setiap Orang berhak:

a.
b.

k.

hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;

mendapatkan informasi dan edukasi tentang
Kesehatan vang seimbang dan bertanggung jawab;

mendapatkan Pelayanan Keschatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan
derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya,

mendapatkan .p:l“awﬂ‘tan Kesehatan sesuai dengan
standar Pelayanan Kesehatan;

mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;

menentukan sendiri Feldyanan Kesehatan vyang

diperlukan - bagi | dirinya . ;secgara mandiri dan
bertanggung jawab;

mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian
derajat Kesehatan;

menerima atau menolak sebagian atau seluruh
tindakan pertolongan yvang akan diberikan kepadanya
setelah  menerima dan  memahami  informasi
mengenal tindakan tersebut secara lengkap;
memperoleh  kerahasiaan data dan informasi
Kesehatan pribadinya;

memperoleh  informasi  tentang data Kesehatan
dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang
telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga
Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan

mendapatkan pelindungan dari risiko Kesehatan.

Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang
diperlukan dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau
penanggulangan KLB atau Wabah.
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(3)

(4)

(5)

Hak sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf h tidak
berlaku pada:

a.

seseorang vang penyakitnya dapat secara cepal
menular kepada masyarakat secara lebih luas;

penanggulangan KLB atau Wabah;

seseorang vang tidak sadarkan diri atau dalam
keadaan Gawat Darurat; dan

seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang
dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan
tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan
kedaruratan.

Kerahasiaan data dan informasi Keschatan pribadi
sebagaimana dimalksud p&da ayat (1) huruf i tidak
berlaku dalam hai:

a.

pemenuhan pﬂrmmtﬁan ‘aparat penegak hukum
dalam rangka penegakan hukum;

penangguianga.ﬁ KLB, -‘.ﬁahah, atau bencana;
kepentingan - pendidikan dan - penelitian  secara
terbatas;

upaya pelindungan terhadap bahaya ancaman
keselamatan orang lain secara individual atau
masyarakat;

kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan,
penvembuhan, dan perawatan Pasien;

permintaan Pasien sendiri;

kepentingan administratif, pembayaran asuransi,
atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/atau
kepentingan lain wvang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Hak sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5
Setiap Orang berkewajiban:

a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan
derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-
lngeinya;

b. menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi
orang lain vang menjadi tanggung jawabnya;

c. menghormati hak orang lain dalam upaya
memperoleh lingkungan yang sehat;

d. menerapkan penlaku hidup sehat dan menghormati
hak Kesehatan orang lain;

e. mematuhi keg'iatan penanggulangan KLB atau
Wabah; dan .

f.  mengikuti program Ia;mnah kesehatan dalam sistem
jaminan sosigl rrasmn&l

Pelaksanaan kewajiban aeﬁagaimm‘m dimaksud pada
ayat (1) huruf a-meliputi;

a. Upaya Kesehatan perscorangan;
b. Upaya Kesehatan masyarakat; dan
¢. pembangunan berwawasan Kesehatan,

Kewajiban mengikuti program jaminan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB 1

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

(1)

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,
membina, dan imengawasi penyelenggaraan Upaya
Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan
terjangkau oleh masyarakat.

11
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(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab meningkatkan dan mengembangkan Upayva
Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu
Pelayanan Kesehatan,

(2] Peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
berdasarkan penelitian dan pengkajian.

(3) Penclitian dan pengkajian scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) d.l];akﬂ:anakan sSefual dﬂ'l@n ketentuan peraturan
pemndang—undamgan

P,asais'

Pemerintah Pusat dan ﬁm&ﬁﬂtﬂh ‘Daerah bertanggung jawab
menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah,
penanggulangan: I-ELB atau Wabah, dan pasca-KLB atau
Wabah.

Pasal 9

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
atas ketersediaan lingkungan yvang sehat bagi masyarakat.

Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang
adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

(2) Untuk menjamin ketersediaan Sumber Dava Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat memberikan insentif fiskal
dan/atau insentif nonfiskal berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan
Kesehatan serta informasi dan edukasi Keschatan.

Pasal 12

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
terhadap:

a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan
mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan;

b. perencanaan, pengadaan, serta pl:ntiayagunaan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan wilayahnya ‘berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
c. kesejahteraan TEE.B.EE Medis dan Tenaga Kesehatan; dan

pelindungan kepada Pamnﬂ dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan,
pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahleraan tenaga
pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan wilayahnya.

Pasal 14

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat
dalam penvelenggaraan Upava Kesehatan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya
dapat menetapkan kebijakan daerah dan wajib mengacu pada
norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan
Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 16...
13
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Pasal 16

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan,
pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, Pemerintah Pusat dibantu oleh Konsil
dan/atau Kolegium.

(1)

(2

(3)

(4}

(1)

(2}

BAB IV
PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 17
Penyelenggaraan Kesehatan terdiri atas:
a. Upava Keschatan;

b. Sumber Daya Efsehat&m, dan
c. pengelolaan Kesehatan,

Upaya Kesehatan mbaguﬂnana dimaksud pada avat (1)
huruf a ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan
yang sctinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk
Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan
masyarakat:

Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk mendukung
penyelengparaan Upava Kesehatan.

Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dilakukan terhadap Upaya Kesehatan
dan Sumber Daya Keschatan,

Pasal 18

Upaya Kesehatan perscorangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan Upava Kesehatan
vang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
dan/atau paliatif yang berdampak hanya kepada
individu.

Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan Upaya Kesehatan
yang bersifat promofif, preventif, luratif, rehabilitatif,
dan/atau paliatif yang berdampak pada masyarakat.



(1)

(2)

(3)

Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan
perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan:

a. perencanaan strategis nasional;

b. penetapan kebijakan nasional;

koordinasi program nasional;

pengelolaan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan;
penetapan standar Pelayanan Kesehatan;

moeopop

penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

penelitian dan pengﬁmhangan Kesehatan;

h. pengelolaan clan i!l:m:iistri:husian Sumber Dava
Kesehatan; dan

i.  penerbitan panmnan beruaaha Fasilitas Pelayanan
Kesehatan scsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

a. penctapan kebijakan daerah dengan berpedoman
pada kebijakan nasional;

o

b. perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi,
dan evaluasi program;

c. pengelolaan sistem rtujukan Pelayanan Keschatan
tingkat daerah;

d. penelitian dan pengembangan Kesehatan;

e. pengelolaan dan  pendistribusian  Sumber Daya
Kesehatan; dan

f. penerbitan perizinan berusaha Fasilitas Pelayanan
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20 ...
15
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Pasal 20

Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 avat (3) meliputi:

a.

TR T - PR T

(1)

(2)

(3)

(1)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Perbekalan Kesehatan;

Sistem Informasi Kesehatan:
Teknologi Kesehatan,

pendanaan Kesehatan; dan
sumber daya lain yang diperlukan,

Pasal 21

Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4) dlﬁdﬁrlmakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, ~dan Pemerintah Desa vang
dilakukan secara terprdu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat Kesehatan yang selinggi-
Lingginya.

Pengelolaan  Keschatan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan Secara berjenjang di pusat dan daerah
dalam suartu sistem keschatan nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.

BABV
UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi:

a, Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan
lanjut usia;



(2)

oo

v o zxm oD

i

g 8 8

" oa o

w.

X.

Kesehatan penyandang disabilitas;
Keschatan reproduksi;

keluarga berencana;

gizi;

Kesehatan gigi dan mulut;

Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
Kesehatan jiwa,;

penanggulangan penyakit menular
penanggulangan penyakit tidak menular;

Kesehatan keluarga;
Kesehatan sekolah;
Keschatan kerja;
Kesehatan ﬂ[éﬁrﬁgai_;' .
Kesehatan lingkungan;
Keschatan matra;

Kesehatan bencana,
pelayanan darahi

dan

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi
berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik

rekonstruksi dan estetika;

pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat

Keschatan, dan PKRT:
pengamanan makanan dan minuman;
pengamanan zat adiktif;

pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;

Pelayanan Keschatan tradisional; dan
Upaya Kesehatan lainnya.

Upaya Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf x ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan pembangunan bidang
Kesehatan.

17
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(2)

(1)

(2)

(1

(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal 23

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara
bertanggung  jawab, aman, bermutu, merata,
nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Penyelenggaraan Upava Kesehatan harus memperhatikan
fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika.

Pasal 24

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai
dengan standar Pelayanan Kesehatan.

Ketentuan  mengenal  standar  Pelayanan  Keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 -
Penyelenggaraan  Upaya. Kesehatan dalam bentuk
Pelayanan Kesehatan dapat memanfaatkan teknologi
informasi dan Komunikasi.

Pemanfaatan teknolegi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
melalui Telekesehatan dan Telemedisin yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Telekesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas pemberian pelayanan klinis dan pelayanan
nonklinis.

Pemberian pelayanan klinis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui Telemedisin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Upaya

Kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Upava Kesehatan dalam bentuk pelavanan diselenggarakan
melalui:

a.

b.

Pelayvanan Kesehatan primer; dan

Pelayanan Kesehatan lanjutan.

Pasal 27 . ..



Pasal 27

Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Keschatan
lanjutan diselenggarakan berdasarkan kebijakan vyang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan
masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(1

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 28

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan akses Pelayanan Kesehatan primer dan
Pelayanan  Kesehatan lanjutan di seluruh  wilayah
Indonesia.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan dengan mengoptimalkan peran Pemerintah
Daerah. .

Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan
Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.

Penyediaan akses Pelayanan ‘Keschatan primer dan
Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup masvarakat rentan dan bersifat
inklusif nondiskriminatif.

Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan
Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut;

b. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia,
Sediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan; dan

c¢. peningkatan kemampuan dan cakupan layanan
Fasilitas Pelayanan Keschatan.

Pasal 29

Masyarakat dapat berpartisipasi untuk pembangunan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.

(2) Pembangunan. ..
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(2)

(31

(4)

Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana,
dan Alat Kesehatan.

Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan kebutuhan Pelayanan Keschatan di
daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, termasuk
untuk kebutuhan wahana pendidikan.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
membantu pemenuhan sumber daya manusia untuk
pembangunan Fasilitas Pclayanan Kesehatan tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut
di daerah scbagaimana dimaksud pada avat (3).

Bagian Kedua

Pasal 30

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan
Pelayanan Kesehatan primer.

(1)

(2)

(3)

Pasal 31

Pelayanan Keschatan primer menyelenggarakan Upaya
Kesehatan  perseorangan dan Upaya  Kesehatan
masyarakat.

Pelayanan Keschatan primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan yang
terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama
Pelayanan Kesechatan.

Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan

tujuan:

a. pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase
kehidupan;



(%)

(5)

(6)

(7)

(8)

=)

(1)

b, perbaikan determinan Kesehatan atau faktor yang
mempengaruhi  Kesehatan yang  terdiri  atas
determinan sosial, ekonomi, komersial, dan
lingkungan; dan

c. penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan
masyarakat.

Pelayanan  Kesehatan primer secara terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan
promaotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif
untuk setiap fase kehidupan.

Pelayanan preventifl sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dilakukan untuk pencegahan penyakit termasuk skrining
dan surveilans.

Pelayanan Kesehatan primer #$ebagaimana dimaksud
pada ayat (3) secara strategis:memprioritaskan Pelayanan
Kesehatan utama/esensial  yang ditujukan  bagi
perseorangan, krlqarga, dan masyarakat berdasarkan
faktor risiko. '

Perbaikan dclﬂm;mgn -Kg;gc}iﬁtan atau faktor yang
mempengaruhi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b melibatkan pithak terkait melalui
penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor.

Penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
bertujuan untuk mengoptimalkan status Kesehatan dan
menguatkan peran mereka sebagai mitra pembangunan
Kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan
untuk orang lain.

Penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
memberikan layanan yvang berpusat pada perseorangan,
berfokus pada keluarga, dan Dberorientasi pada
masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial
budaya.

Pasal 32

Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui
sustu sistemn jejaring Pelayanan Kesehatan yvang saling
berkoordinasi dan bekerja sama.

{2} Puskesmas...
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(2)

(3)

(4)

(5)

(©)

(7)

Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan
Kesehatan primer di wilayah kerjanva.

Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau
seluruh masyarakat melalui:

struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
struktur jejaring berbasis tempat kerja;
struktur jejaring sistem rujukan; dan

o B0 g P

struktur jejaring lintas sektor.

Struktur  jecjaring berbasis wilayah  administratif
sebagaimana dimaksud pada: avat (3) hurul a
memastikan lérsedianya Pelayanan Kesehatan untuk
seluruh  masyarakat dtngﬂn menjamin  lersedianya
Pelayanan Kesehatan hmma tingkat desa/kelurahan
vang meliputi:

a. Fasilitas Pelayanan chehah!n tingkat pertama dan
Fasilitas Pelayanan Keschatan penunjang, baik milik
Pemerintah Pusat, Pemerinlah Daerah, maupun

mass«mkaﬂ

b. unit Pcla yanan Kesehatan di tingkat
desafkelurahan; dan

¢. Upaya Keschatan bersumber daya masyarakat,
di dalam wilayah kerja Puskesmas.

Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud pada avat (4 huruf b
mengoordinasikan urusan Kesehatan di desa/kelurahan,
termasuk pemberian Pelayanan Kesehatan dan
partisipasi masyarakat.

Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal
dilaksanakan oleh kader Kesehatan yang ditugasi oleh
desa/kelurahan dan Tenaga Kesehatan.

Struktur  jejaring  berbasis  satuan  pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufl b mencakup
semua satuan pendidikan di dalam wilayah kerja suatu
Puskesmas,



(8)

19)

(10)

(11)

(1)

(2]

(3)

(%)

(5)

(1)

(2)

Struktur jejaring berbasis tempat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ mencakup semua tempat
kerja di dalam wilayah kerja suatu Puskesmas.

Struktur jejaring sistem rujukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rujukan secara
vertikal, horizontal, dan rujuk balik.

Struktur jejaring lintas sektor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ mencakup jejaring pemerintah di
tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun
warga, rukun tetangga, dan jejaring mitra Kesehatan
untuk mengatasi determinan Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan primer  didukung  oleh
keterhubungan data pada sistem jejaringnya yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 33

Penyelenggaraan Peinylmm'l Kesehatan primer didukung
oleh laboratorium Kesehatan.

Laboratorium Kesehatan. sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) meliputi- labfiratorium medis, laboratorium
Keschatan masyarakat, dan labaratorium lainnva vang
ditetapkan oleh Menteri,

Laboratorium  Keschatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada avat (2) ditata secara berjenjang.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab menyediakan dan menyelenggarakan laboratorium
Kesehatan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laboratorium Kesehatan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
Desa bertanggung jawab terhadap kemandirian dalam
Upaya Kesehatan.

Dalam rangka kemandirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa mendorong terbentuknya Upaya
Keschatan bersumber daya masyarakat.

23



24

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(&)

(7)

Pasal 35

Upaya  Kesehatan  bersumber daya  masyarakat
merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang
Keschatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan
masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama
masyarakat, serta dapat difasilitasi oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa
dengan melibatkan sektor lain yang terkait.

Upava Kesehatan bersumber daya masyarakat dapat
berupa pos pelayanan terpadu.

Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapal menyelenggarakan pelayanan sosial dasar,
termasuk di bidang Keschatan,

Pos pelayanan. terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh kader dan/atau masyarakat.

Dalam rangka pelayanan sosial dasar bidang Kesehatan
di pos pelayanan lerpadil, dilakukan pembinaan teknis
dan peningkatan kemampuan kader oleh unit Kesehatan
di desa/kelurahan dan Puskesmas.

Dalam penyelenggardan-pelayanan sosial dasar bidang
Kesehalan di pos pelayanan terpadu, Pemerintah Pusat,
Pemerintah. Daerah, atau Pemerinlah Desa memberikan
insentif kepada kader

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah

Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pos
pelayanan terpadu.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan primer
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Pasal 37

Pelayanan Kesehatan lanjutan merupakan pelayanan
spesialis dan/atau subspesialis yang mengedepankan
pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa
mengabaikan promotifl dan preventif.



(2)

(3)

(1)

(2

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan
kewenangan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
lanjut.

Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didanai oleh penerima Pelayanan Keschatan
atau melalui penjaminan Kesehatan dalam sistem
jaminan sosial nasional dan/atau asuransi komersial.

Pasal 38

Dalam pengembangan Pelayanan Kesehatan lanjutan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
dapat mengembangkan pusat. pelayanan unggulan
nasional yang berstandar internasional.

Pengembangan. pusat _pclayanan unggulan nasional
sebagaimana d1mak$ud ‘pada ayat (1) bertujuan untuk
memenuhi  kebutuhan Pulayﬂnan Keschatan dan
menghadapi pt!l'hﬂll!ﬂ&ﬂ reg:c:-nal dan global.

Paﬂa_l 36

Pelayanan Keschatan primer dan Pelayanan Kesehatan
lanjutan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 26
diselenggarakan secara Dberkesinambungan mclalui
sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan.

Sistem rujukan Pelavanan Keschatan perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan
pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan
mencakup rujukan secara vertikal, horizontal, dan rujuk
balik.

Sistem rtujukan Pelavanan Keschatan perseorangan
didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi
vang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan
Nasional.

Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana
dimaksud pada avat (4) memual data dan informasi
mutakhir mengenai kemampuan pelavanan setiap
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung dalam
sistem rujukan secara terintegrasi.
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26

(6)

(7)

Selain memuat data dan informasi mutakhir mengenai
kemampuan pelayanan setiap Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap
proses transfer data dan informasi medis Pasien yang
diperlukan untuk proses rujukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem  rujukan
Pelayanan Kesehatan perseorangan diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Paragraf 1 -
Kesehatan H:nu

Pasal 40

Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak
yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan
angka kematian ibu,

Upaya Kesehatan ibu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada masa sebelum hamil, masa
kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

Setiap 1bu berhak memperoleh akses ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan vang
sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab menyediakan Pelayanan Kesehatan ibu yang sesuai
dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Upaya Kesehatan ibu menjadi tanggung jawab dan
kewajiban bersama bagi keluarga, masyarakat,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan ibu
diatur dengan Peraturan Pemerintah.



(1)

(2)

(3)

(4]

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Paragraf 2
Kesehatan Bayi dan Anak

Pasal 41

Upaya Kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk
menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan
sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka
kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bayi dan anak.

Upaya Kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak masih
dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai
sebelum berusia 18 {delapan belas) tahun.

Upaya Kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk skr:mng bayi baru lahir dan
skrining kesehatan lainnya.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daecrah, keluarga, dan
masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Upaya Kesehatan bayi dan anak yang sesuai dengan
standar, aman, bermutu, dan tﬁl;pmgkau

Pasal 42

Setiap bayi berhak memperoleh ‘air susu ibu eksklusif
sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas
indikasi medis.

Pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia
2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping.

Selama pemberian air susu ibu, pthak keluarga,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyvarakat
wajib mendukung ibu bayli secara penuh dengan
penyediaan wakiu dan fasilitas khusus.

Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada

avat (3) diadakan di tempat kerja dan tempat/fasilitas
UImum.

Pasal 43

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab  menetapkan kebijakan dan  melakukan
pengawasan dalam rangka menjamin hak bayi untuk
mendapatkan air susu ibu eksklusif.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4]

Ketentuan lebih lanjut mengenai air susu ibu eksklusif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab untuk memberikan imunisasi lengkap kepada
setiap bayi dan anak.

Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi
untuk memberikan pelindungan dari penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi,

Pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

dan masyarakat harus mendukung imunisasi kepada
bayi dan anak. .

Ketentuan lebih lxmj“ut mersgendJ pemberian imunisasi
dan jenis imunisasi dta.tur dengan Peraturan Menteri,

Pasal 45

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menjamin
sctiap anak |yang = dilahirkan | mi¢ndapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan standar agar dapat hidup, tumbuh,
dan berkembang secara optimal.

(1)

(2

(1)

Pasal 46

Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar
dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan
yvang dapat mengganggu Kesehatan bayi dan anak.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban
menjamin terselenggaranya pelindungan bayi dan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan,

Pasal 47

Pemerintah Pusat menctapkan standar dan/atau kriteria
Kesehatan bayi dan anak.

{2) Standar...



(2)

(1)

(2)

Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai sosial budaya, dan didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab menyediakan tempat dan sarana lain vang
diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan
anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta
mampu bersosialisasi secara sehat.

Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana
pelindungan terhadap  risiko Kesehatan agar tidak
membahayakan Kfuﬂhaf*an ﬁnail:

Pasal 4'_5:

Ketentuan lebih ]anjut mengenai’ U‘paya Kesehatan bayi dan
anak diatur dengan PET&TI.‘II"E!’I Pémerintah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 3

Keschatan Remaja

Pasal 50

Upaya Kesehatan remaja ditujukan untuk
mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang
sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif.

Upaya Kesehatan remaja dilakukan pada masa usia
remaja.

Setiap remaja berhak memperoleh akses ke Fasilitas
Pelayanan Keschatan dan Pelayvanan Kesehatan vang
sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Upaya Kesehatan remaja scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), termasuk skrining Kesehatan, Kesehatan
reproduksi remaja, dan Kesehatan jiwa remaja.
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(51

(e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan
masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Upaya Kesehatan remaja yang sesuai dengan standar,
aman, bermutu, dan terjangkau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan
remaja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Kesehatan Dewasa

Pasal 51

Upaya Kesehatan dewasa ditujukan untuk menjaga agar
seseorang tetap hidup schat dan produktif.

Setiap orang dewasa befhak memperoleh akses ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan
yvang scsuai ﬂeﬁmn 31.andar ‘aman, bermutu, dan
terjangkau,

Pelayanan Kcsehatan aﬁbaﬁgidiana dimaksud pada
ayat {2) termasuk Pelayanan Kesehatan reproduksi dan
skrining berkala untuk deteksi dini penyakit.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan
masyvarakal bertanggung jawab atas penvclenggaraan
Upaya Kesehatan dewasa yang scsuai dengan standar,
aman, bermutu, dan terjangkau.

Ketentuan lebih lanjul mengenai Upayva Kesehatan
dewasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Kesehatan Lanjul Usia

Pasal 52

Upaya Kesehatan lanjut usia ditujukan untuk menjaga
agar tetap hidup sehat, berkualitas, dan produktif sesuai
dengan martabat kemanusiaan.

Upaya Keschatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang
berusia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang
ditetapkan  sesuai  dengan  kelentuan  peraturan
perundang-undangan.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

()

Setiap orang lanjut usia berhak memperoleh akses ke
Fasilitas Pelayanan Keschatan dan Pelayanan Kesehatan
yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan
terjangkau.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan
masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Upaya Kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan
standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan lanjut
usia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Kesehatan Penvandang Disabilitas

Upaya Kesehatan penvandang disabilitas ditujukan
untuk menjaga agar penyandang disabilitas tetap hidup
sehat, produktif, dan bermartabat.

Upaya Kesehatan penyandang -disabilitas dilakukan
sepanjang usia penyandang disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses
atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan

Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermurtu,
dan terjangkau.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan
masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin
penvandang disabilitas mempunyai hak yang sama
sebagal warga negara.

Upaya Keschatan penyandang disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan
penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian . . .
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(1)

(2)

Bagian Kecnam
Kesechatan Reproduksi

Pasal 54

Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga
dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi
pada laki-laki dan perempuan.

Upaya Keschatan reproduksi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan,
dan pascapersalinan;

b.  pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan
Keschatan seksual; dan:

c. Ke ach&tﬂ_nsiﬂtemmpfeduksr.

Pasal 55

Setiap Orang berhak:

a.

menjalani kehidupan reproduksi' dan seksual yang sehat,
aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau
kekerasan dengan menghormati nilai luhur yvang tidak
merendahkan martabal manusia sesual dengan norma
agama;

memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai
Kesehatan reproduksi yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

menerima pelayanan dan pemulihan Kesehatan akibat
tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 56

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan
reproduksi yang sesuail dengan standar, aman, bermutu, dan

terjangkau.

Pasal 57 ...



(1)

(2)

Pasal 57

Setiap Pelayanan Kesehatan reproduksi, termasuk
reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan
bermutu dengan memperhatikan aspek vang khas,
khususnya reproduks: perempuarn.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tidak bertentangan dengan nilai agpama dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh
pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

.

hasil pembuahan sperma-dan pvum dari suami-istri yang
bersangkutan dntanamkan dalam rahim istri dari mana
ovum berasal;

dilakukan oleh Tcnn.ga Medis yang mempunyai keahlian
dan kewenangan; dan '

dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan reproduksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan
Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2

Pasal 60

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan
kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan
dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan:

a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan
vang memiliki kompetensi dan kewenangan;

b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan

c. dengan...
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c. dengan persetujuan perempuan hamil yang
bersangkutan dan dengan persetujuan suami,
kecuali korban perkosaan,

Pasal 61

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari
tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih Jlanjut mengenai, aborsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

Bagian Ketujuh
Keschatan Keluarga Bereneana

Pasal 63
(1) Upaya Keschatan keluarga bercncana ditujukan untuk
mengatur kehamilan, membentuk gencrasi vang sehat,

cerdas, dan berkualitas, serta menurunkan angka
kematian ibu dan bayi.

(2) Upaya Kesehatan keluarga berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia subur.

(3) Setiap Orang berhak memperoleh akses ke pelayanan
keluarga berencana.

(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masvarakat
bertanggung jawab atas penvelenggaraan keluarga
berencana yang sesual dengan standar, aman, bermutu,
dan terjangkau.

(5) Pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



(1)

(2)

(3)

4

(3

(1)

(2)

Bagian Kedelapan
Gizi

Pasal 64
Upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan
mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan melalui:
a. perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam,
bergizi seimbang, dan aman;

b. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang
sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan

c. pcnmgkalﬁn sistern kewaspadaan dan peringatan
dini terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Pemerintah Pusal dan Pempérintah Daerah bertanggung
jawab terhadap | k¢texsediga;n bahan makanan secara
merata dan terjangkay sesuai dengan ketentuan

peraturun pcnmdmg—undangan

Jawab menjaga bahan makanan agar memenuhi standar
mutu gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penvediaan bahan makanan yang memenuhi standar
mutu  gizi  dilakukan secara lintas sektor dan
antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota.

Pasal 65

Upaya pemenuhan gizi dilakukan pada seluruh siklus
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut
usia.

Upaya pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memberikan perhatian khusus
kepada:

a. ibu hamil dan menyusui;
b. bayi dan balita; dan

€. remaja perempuan,
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam rangka upaya pemenuhan gizi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menetapkan
standar angka kecukupan pgizi dan standar pelayanan
gizi.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab atas pemenuhan gizi keluarga miskin
dan dalam situasi darurat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar
tentang gizi kepada masyarakat.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan
masyarakat melakukan upaya bersama untuk mencapai
status gizi yang baik.

Pasal 66
Upaya perbaikan gizi dilakukan melalui surveilans gizi,
pendidikan gizi, tata laksana gizi, dan suplementasi gizi.

Surveilans gizi s:bagamana dimaksud pada ayat (1)
m-:rupakafn kacgmmn analisis secara E.I.Btf.‘mﬂtiﬂ. dan terus-
menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan
gizi agar dapat dilakukan respons dan penanggulangan
sccara cfektif dan efisien terhadap masalah gizi.

Pendidikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi
dalam rangka menerapkan perilaku gizi seimbang.

Tata laksana gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rangkaian tlindakan yang bertujuan untuk
perbaikan alau pemulihan pada gagal tumbuh, berat
badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, stunting, gizi
berlebih, dan defisiensi mikronutrien serta masalah gizi
akibat penyakit,

Suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat
dengan prioritas kepada bayi dan balita, anak sekolah,
remaja perempuan, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui,
dan pekerja wanita.



Pasal 67

(1) Dalam rangka keterpaduan dan akselerasi percepatan
pemenuhan gizi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah bertanggung jawab melakukan intervensi dalam
rangka pemenuhan dan perbaikan gizi.

(2) Intervensi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi
antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.

Pasal 68

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya gizi dan penganﬂmya terhadap peningkatan
status gizi.

Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai gizi diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 70

(1) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat Keschatan
masyarakat.

(2) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dilakukan dalam bentuk
peningkatan Keschatan gigi, pencegahan penvakit gigi,
pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan Kesehatan gigi.

{3) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
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(4)

(1]

(2)

(3)

(1)

(2)

Pclayanan Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui unit
Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dan/atau usaha
Kesehatan sekoiah.

Bagian Kesepuluh

Keschatan Penglihatan dan Pendengaran

Pasal 71

Upaya Keschatan penglihatan dan pendengaran
ditujukan untuk meningkatkan derajat Kesehatan
penglihatan dan  pendengaran masyarakat serta
menurunkan angka disabilitas,,

Pemerintah Pusat, Ptliicriﬁtﬂh ‘Daerah, dan masyarakat
bertanggung Ja’h'-lb s penyelenggaraan Upﬂya
Kesehatan penglihatan dan pendengaran yang sesuai
dengan standar, aman, bermutu, dan terjiangkau.

Upava Kesehatan -penglihatan dan pendengaran
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui pemberdayaan masyarakat,

Pasal 72

Upaya Kesehatan penglihatan dan  pendengaran
diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, efektif,
efisien, dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan penglihatan
dan pendengaran sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
menetapkan gangguan penglihatan dan  gangguan
pendengaran tertentu sebagai prioritas nasional atau
daerah.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan
penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan
Pemerintah.



(1]

(2)

(1)

(2)

(1)

Bagian Kesebelas
Kesehatan Jiwa

Pasal 74

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang
individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual,
dan sosial sehingga individu tersebut menyadari
kemampuan sendiri, dapal mengatasi tekanan, dapat
bekerja secara produktif, dan mampu memberikan
kontribusi untuk komunitasnya.

Upaya Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk:

a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas
hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan
yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan

gangguan lain jraﬁg tih.pat mengganggu Kesehatan
jiwa; dan

b, menjamin atﬂap orang dapat mengembangkan
berbagai potensi kauerdnm dan potensi psikologis
lainnya.

Pasal 75

Upaya Kesehatan Jjiwa diberikan secara proaktif,
terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan
sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang
berisikn, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat.

Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk upayva pencegahan bunuh diri melalui
pencegahan faktor risike bunuh diri, pencegahan
timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan
pencegahan percobaan bunuh diri,

Pasal 76
Setiap Orang berhak mendapatkan:

a. akscs Pelayanan Keschatan jiwa yang aman,
bermutu, dan terjangkau; dan

b. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa.
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(2)

(3)

(1)

Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan,
penelantaran, kekérasan, dan/atau menyuruh orang lain
untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau
kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang
dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang
melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang
dengan gangguan jiwa,

Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa
mempunyal hak yang sama scbagai warga negara.

Pasal 77

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab:

a. menciptakan kondisi Kesehatan jiwa yang setinggi-
tingginya dan mmjamm ketersediaan, aksesibilitas,
mutu, dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa;

b. memberi p&imd:l.mgm dan menjamin Pelayanan
Kesehatan jiwa Uﬂgr orang yang berisiko dan orang

dengan gangguan _Im'a l&crHasarkan pada hak asasi
manusia;

c. memberikan. kmnw;tan kepada wocrang vang
berisiko .dan’ erang .dengan gangguan jiwa untuk
dapat memperoleh haknya sebagai warga negara
Indonesia;

d. melakukan penanganan terhadap orang dengan
gangguan jiwa vang telantar, menggelandang, dan
mengancam keselamatan dirinva dan/atau orang
lain;

e. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan
Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama
maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk layanan wuntuk Pasien narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. mengembangkan Upaya Keschatan jiwa berbasis
masyarakat scbagai bagian dari Upaya Keschatan
jiwa keseluruhan;

g. melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan
di luar sektor Keschatan dan Upaya Kesehatan jiwa
berbasis masyarakat; dan



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

h. mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya
manusia di bidang Kesehatan jiwa untuk
pemerataan penyelenggaraan Upaya Keschatan jiwa.

Upaya  Keschatan  jiwa  dilaksanakan  dengan
mengedepankan peran keluarga dan masyarakat.

Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang

dengan gangguan jiwa.

Pasal 78

Upaya Kesehatan jiwa dalam bentuk Pelayanan
Kesehatan dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di
bidang Kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan
tenaga lain yang terlatih di bmng Kesehatan jiwa dengan
tetap menghormati hak asasi Pasien,

Upaya Kesehatan jﬁﬁ'-d:ilaksanakan di keluarga,

masyarakat, dan fasilitas pclny:amn di bidang Kesehatan
jiwa.,

. Pasal TEi
Fasilitas pela}.ranan di bidang F{csehatan jiwa meliputi:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

b. fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan
fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.

Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa
sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus memenuhi
standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 80

Penatalaksanaan orang dengan gangguan jiwa vang
dilakukan secara rawat inap harus mendapatkan
persetujuan tindakan secara tertulis dari orang dengan
gangguan jiwa vang bersangkutan,

Dalam hal orang dengan gangguan jiwa yang dianggap
tidak cakap dalam membuat Keputusan, persetujuan
tindakan dapat diberikan oleh:
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(3)

(4

(5)

(1)

(2)

a. suami atau istri;
b. orang tua;

c. anak atau saudara kandung yang paling sedikit
berusia 18 (delapan belas) tahun;

d. wali atau pengampu; atau

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal orang dengan gangguan jiwa dianggap tidak
cakap dan pihak yang memberikan persetujuan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, tindakan
medis  yang ditujukan untuk mengatasi kondisi
kedaruratan dapat diberikan tanpa persetujuan.

Penentuan keegakapan orang dengan gangguan jiwa
sebagaimana dimakstud pada ayat (2) dilakukan oleh
dokter spesialis, h:.uﬂ-::—ktc’ra.ﬁ Jiwa atau dokter yang
memberikan layanan medis saat itu,

Orang dengan gangguan jiwa yang telah dilakukan
penyembuhan berhak menentukan tindakan medis yang
akan dilakukannya,.

Pasidl 81"
Untuk kepentingan penegaken hukum, seseorang yang
diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan
tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan
Kesehatan jiwa,

Pemeriksaan Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. menentukan  kemampuan seseorang  dalam
mempertanggungjawabkan tindak pidana yvang telah
dilakukannya; dan/atau

b. menentukan kecakapan hukum seseorang untuk
menjalani proses peradilan.

Pasal 82

Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga
kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa.
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Pasal 83

Pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal B2
dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan Keschatan
jiwa,

Pasal 84

Untuk melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki
jabatan tertentu, wajib dilakukan pemeriksaan Keschatan
jiwa.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan jiwa diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas _

Penanggulangan Penyakit Menular dan
Penanggulangan Penvakit Tidak Menular

Paragrafl 1

Umum

Pasal 86

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit
menular dan penanggulangan penyakit tidak menular.

(2) Penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan
penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui Upaya Kesehatan
perseorangan dan Upayva Kesehatan masyarakat yvang
dilaksanakan secara terkcordinasi, terpadu, dan
berkesinambungan.

Pasal 87 . . .
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Pasal 87

(1) Dalam hal kejadian penyakit menular dan penyakit tidak
menular tertentu menjadi permasalahan Kesehatan
masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menetapkan program penanggulangan penyakit menular
dan penanggulangan penyakil tidak menular tertentu
sebagai prioritas nasional atau daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan program
penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan
penyakit tidak menular tertentu sebagai prioritas daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman
pada kriteria vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Program penanggulangan penyakit menular dan
penanggulangan  penyakit _ tidak menular tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung
dengan pengelolaan yang meliputi penetapan target dan
stralegl penanggulangan den penvediaan sumber daya
yang diperlukan, p

Pasal B8
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama
masyarakatl serta pemangku kepentingan terkait bertanggung
jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi
tentang faktor risiko penvakit menular dan penyakit tidak
menular kepada masyarakat berisiko.

Paragraf 2
Penanggulangan Penyakit Menular

Paszl B9

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit
menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan penyakit menular serta bertanggung
jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.



(2) Penanggulangan  penyakit menular sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi
masyarakat dari tertularnya penyakit untuk menurunkan
jumlah yang sakit, disabilitas, dan/atau meninggal dunia
serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat
penyakit menular,

{3) Dalam pelaksanaan kegiatan penccgahan, pengendalian,
dan pemberantasan penyakit menular scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Kesehatan yang berwenang dapat memeriksa:

a. orang atau sekelompok orang yang diduga tertular
penyakit atau memiliki faktor risiko penyakit
menular; dan/atau

b. tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan
sumber penyakit lain.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat
dan Pemeriniah Daerah dapat melakukan kerja sama
dengan negara lain sesual dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 90

Masyarakat, lermasuk penderita penyakit menular, wajib
melakukan pencegahan penyebaran penyakit menular melalui
perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian faktor risiko
Kesehatan, dan upayva pencegahan lainnya.

Pasal 9]

Penanggulangan penyvakit menular dilaksanakan secara
terkoordinasi dan terpadu dengan sektor kesehatan hewan.
pertanian, lingkungan hidup, dan sektor lainnya.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan penyakit
menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai
dengan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 3

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 93

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
melakukan penanggulangan penyakit tidak menular
melalui  kegiatan pencegahan, pengendalian, dan
penanganan penvakit tidak menular beserta akibat vang
ditimbulkannya.

Penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana
dimaksud pada avat (1] dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku hidup
sehat, dan meneggah terjadinya penyakit tidak menular
beserta akibat yang “ditimbulkan untuk menurunkan
jumlah vyang sakit, «disabilitas, dan/atau meninggal
dunia, serta untuk mﬂngurangi dampak sosial dan
ekonomi akibal penyakit tidak menular,

Pasal 94

Penanggulangan = penyakit™ tidak menular didukung
dengan kegiatan surveilans faktor risiko, registri
penyakit, dan surveilans kematian.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memperoleh informasi yang esensial serta dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upava
penanggulangan penyakit tidak menular.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kerja sama lintas sektor, pemangku kepentingan
terkait, dan masyarakat, serta dengan membentuk
jejaring, baik nasional maupun internasional.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan penvakit
tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan
Pasal 94 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



(1)

(2)

(3)

(4

(S)

(6)

Bagian Ketiga Belas
Kesehatan Keluarga

Pasal 96

Upaya Kesechatan keluarga ditujukan agar tercipta
interaksi dinamis yang positif antaranggota keluarga yang
memungkinkan setiap anggota keluarga mengalami
kescjahteraan fisik, jiwa, dan sosial yang optimal.

Keluarga sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
atas:

a. suami dan istri;

b.  suami, istri, dan anaknya;

¢. ayah dan g,nﬂkn,j_!g;ia;ﬂ_.l

d. ibu dan anaknya.

Upaya Kesehatan keluarga meliputi aspek:

a. proses sosial dan emosional dalam keluarga;
b. kebiasaan hidup sehal dalam keluarga;

c. surnber daya keluarga untuk hidup schat; dan
d. dukungan sosial eksternal untuk hidup schat.

Upaya Kesehatan keluarga menggunakan pendekatan
siklus hidup yang paling sedikit dilakukan melalui
kegiatan:

a. pengasuhan positif;

b. pembiasaan hidup schat dalam keluarga termasuk
menjaga Kesehatan lingkungan rumah;

c. pemberian Pelayanan Kesehatan dan kedokteran
keluarga;

d. pemanfaatan data dan informasi Kesehatan berbasis
keluarga; dan

e. kunjungan keluarga.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,
dan  masyarakat  bertanggung jawab  terhadap
penyelenggaraan Upayva Kesehatan keluarga.

Ketentuan Ilebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan
keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Bagian Keempat Belas
Kesehatan Sekolah

Pasal 97

Keschatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan
kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidil,
dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas serta
mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.

Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disclenggarakan pada satuan pendidikan formal dan
nonformal sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Keschatan sekolah dilaksanakan melalui:
a, pendidikan Kesehatan;

b. Pelayanan Kesehatan; dan

¢, pembinaan lingklingan sekolah sehar.

Dalam  rangka  pelaksanaan Kesehatan  sekolah
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung
dengan sarana dan prasarana Kesehatan sekolah.

Kesehatan m:kn!ah.aébagaiman‘a dimaksud pada avat (3)
dilakukan oleh satuan pendidikan berkolaborasi dengan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
avat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas
Kesehatan Kerja

Pasal 98

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemberi kerja,
dan pengurus atau pengelola tempat kerja bertanggung
jawab melaksanakan Upaya Keschatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem keselamatan dan Kesehatan
kerja.

(2) Upaya...



(2)

(88

12)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Upaya Keschatan kerja scbagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, dan kemampuan perilaku hidup sehat serta
mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan
kecelakaan kerja.

Pasal 99

Upaya Kesehatan kerja dituyjukan untuk melindungi
pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja agar
hidup sehat dan terbebas dari gangguan Keschatan serta
pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.

Upaya Kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di tempat kerja pada sektor formal dan
informal serta pada Fasilitas Pélayanan Kesehatan,

Upaya Kesehatan R&I‘_]ﬂ. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) hcrlalm juga untuk pekerjaan di
lingkungan matra.

Upaya Kesehatan Kkerja..sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2} diselenggarakan sesuai dengan
standar Keschatank<gia,

Pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja
wajib menaati standar Kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan menjamin lingkungan kerja
vang schat.,

Pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja
wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja vang
terjadi di lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja
sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 100

Pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui
upayva promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan
paliatif serta wajib menanggung -seluruh biaya
pemeliharaan Kesehatan pekerjanya.

(2) Pekerja . ..
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(2)

(3)

(4]

Pekerja dan Setiap Orang vang berada di lingkungan
tempat Kerja wajib menciptakan dan menjaga lingkungan
tempal kerja yang sehat dan menaat peraturan
Keschatan dan keselamatan kerja yvang berlaku di tempat
kerja.

Pemberi kerja wajib menanggung biava atas penyakit
akibal kerja, gangguan Kesehatan, dan cedera akibat

kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
dorongan dan bantuan untuk pelindungan pekeria.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai  Upaya Kesehatan kerja
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan
Pasal 100 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

Bagian Keenam Belas
Kesehatan Olahraga

Pasal 102

Upaya Kesehatan olahraga ditujukan untuk
meningkatkan derajat Kesehatan dan kebugaran jasmani
masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau
olahraga.

Peningkatan derajat Kesehatan dan kebugaran jasmani
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi
belajar, kerja, dan olahraga.

Pasal 103

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyelenggarakan Upaya Kesehatan olahraga vang didukung
dengan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.



Bagian Ketujuh Belas
Kesehatan Lingkungan

Pasal 104

Upaya Kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan
kualitas lingkungan vang sehat secara fisik, kimia, biologi,
dan sosial yang memungkinkan Setiap Orang mencapai
derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.

(1)

(2)

(3)

(4]

(1)

(2

Pasal 105

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
menjamin ketersedigan lingkungan yang sehat melalui
penyelenggaraan Kesehatan lingkungan.

Penyclenggaraan  Kesehatan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya
penyehatan, pengamanan, dan pengendalian.

Upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
sebagaimana dimaksud -pada ayat (2) dilaksanakan
untuk memenuhi ‘standar baku mulu Kesehatan
lingkungan . dan . persyaratan  Keschatan pada media
lingkungan.

Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} disclenggarakan pada lingkungan permukiman,
tempat keria, tempat rekreasi, scrta tempat dan [asilitas
urmLm.

Pasal 106

Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan lingkungan,
proses pengelolaan limbah medis yang berasal dari
Fasilitas Pelayanan Keschatan wajib memenuhi
persyaratan teknis vang ditetapkan oleh Menteri.

Proses pengelolaan limbah medis yang berasal dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang memenuhi persvaratan teknis atau
bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Basal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan
Pasal 106 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kedelapan Belas
Kesehatan Martra

Pasal 108

Kesehatan matra sebagai  bentuk  khusus Upaya
Kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat
Kesehatan yang sctinggi-tingginya dalam lingkungan
matra yang serba berubah di lingkungan darat, laut, dan
udara.

Kesehatan malra sebégaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: '

a. HKesehatan matra.dafat;
b. Kesehatan matra laur; dan
¢. Kesehatan matra udara.

Pcnyaltnggarﬁan Kesehatan matra ﬂﬂaksanakan sesuai
dengan standar dan persyaratan,

Ketentuan lebih lanjul mengenai Kesehatan matra diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Belas
Kesehatan Bencana

Pasal 100

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas ketersediaan sumber dava, fasilitas, dan
pelaksanaan Pelayanan Keschatan pada bencana secara
menyeluruh dan berkesinambungan.

Pelayanan Kesehatan pada bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan Kesehatan prabencana;



(3)

(4)

(1)

(2)

(3}

(1)

(2)

b. Pelayanan Kesehatan saat bencana; dan
¢. Pelayanan Kesehatan pascabencana.

Pelayanan Kesehatan saat bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk
menyelamatkan nyawa, mencegah kedisabilitasan, dan
memastikan Pelayanan Kesehalan esensial tetap berjalan
sesual dengan standar pelayanan minimal Pelayanan
Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan pada bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh sumber daya
manusia yang terlatith, balk dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 110

Dalam menyeclenggarakan  Pelayanan Keschatan pada
tanggap darurat bencana, Pemerintah Pusal dan
Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan Sumber
Dayu Kesehatan dari luar negeri.

Bantuan Sumber  Daya  Kesehalan sebagaimana
dimaksud pada " ayat {1} dapat berupa pendanaan
Kesehatan, tint Gawat Darurat medis, bantuan Obat, Alat
Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan lainnya.

Penerimaan bantuan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan secara terkoordinasi melaluai
Pemerintah Pusat.

Pasal 111

Dalam keadaan darurat, setiap Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
maupun masyarakat wajib memberikan Pelayanan
Kesehatan pada bencana untuk penyelamatan nyawa,
pencegahan kedisabilitasan lebih lanjut, dan kepentingan
terbaik bagi Pasien.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan
Pelayanan Kesechatan pada bencana sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilarang menolak Pasien
dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
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Pasal 112

Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah Daersh  menjamin
pelindungan hukum bag Setiap Orang dan Fasilitas
Pclayanan Keschatan yang memberikan Pelayanan Keschatan
pada bencana.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua Puluh
Pelayanan Darah.

Pasal 114

(1) Pelayanan darah merupakan Upaya Kesehatan yang
memanfaatkan darab manusia scbagai bahan dasar
dengan tujuan kemanusiaarn, penyembuhan penyakit dan
pemulihan Kesehalan, serta  tidak untuk tujuan
komersial. | = ¢ ¢

(2) Darah sebagmimana dimaksud pada ayat (1) dipercleh
dari donor darah sukarcla yang schat, memenuhi kriteria
seleksi sebagai donor, dan atas persetujuan donor.

(3) Darah yang diperoleh dari donor darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan
laboratorium untuk menjaga mutu dan keamanan darah.

Pasal 115

{1} Pelayanan <darah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (1) terdiri atas pengelolaan darah dan
pelayanan transfusi darah.

(2) Pengelolaan darah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. perencanaan,
b. pengerahan dan pelestarian donor darah;

c¢. penveleksian donor darah;,



(3)

(4)

()

(1)

(2)

d pengambilan darah;

e. pengujian darah;

f. pengolahan darah;

g. penyvimpanan darah; dan
h. pendistribusian darah.

Proses pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf [ dapat dilakukan pemisahan menjadi sel
darah dan plasma.

Pclayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. perencanaan,

b. penyimpanan;

c. pengujian pratransfusi,

d. pendistribusian darah; dan

¢. tindakan medis pemberian darah kepada Pasien.
Pelayanan darah sebegaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung _dengan. kebijakan  dan. koordinasi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin
ketersediaan, keamsanan, dan mutu darah.

Pelayanan darah dilakuksn dengan menjaga keselamatan
dan Kesehatan donor darah, penerima darah, Tenaga

Medis, dan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan darah.

Pasal 116

Pengelolaan darah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 avat (2) dilakukan oleh unit pengelola darah.

Unit pengelola darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
dan/atau organisasi kemanusiaan vang tugas pokok dan
fungsinya di bidang kepalangmerahan Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 117

Pemerintah Pusat menetapkan biaya pengganti pengolahan
darah,

Pasal 118

(1) Pemerintah Pusst dan Pemerintah Daerah menjamin
pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Daerah bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pelayanan darah vang aman,
mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.
Pasil 119
Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa
pumn. fimay
Pasal 120

(1) Plasma dapat digundkan untuk tujuan penyembuhan
penyakit dan pemulihan Keschatan melalui pengolahan
dan produksi,

(2) Plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikumpulkan dari  donor untuk  kepentingan
memproduksi produk Obat derivat plasma.

(3) Donor sebagaimanz dimaksud pada avat (2) dapat
diberikan kompensasi.

(4) Pengumpulan plasma sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atas persetujuan donor.

(5) Plasma yang diperoleh dari denor sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) sebelum dilakukan pengolahan dan
produksi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium
untuk menjaga mutu dan keamanan.

(&) Pelaksanaan pengumpulan plasma scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menjaga
keselamatan dan Kesehatan donor, Tenaga Medis, dan
Tenaga Kesehatan.

(7) Pengumpulan plasma sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh bank plasma.



(8) Bank plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, lembaga
penelitian, dan/atau organisasi kemanusiaan tertentu
vang mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 121

Pemerintah Pusat mengendalikan biaya pengolahan plasma
dan produk Obat derivat plasma.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengc.n&i ptlayanan darah diatur
dengan Peraturan Penmrh‘ltah

Bagian Kedua Puluh Satu
Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh, Terapi Berbasis Sel
dan/atau Sel Punca, serta Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika

Paragraf 1

Urmum

Pasal 123

Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan
Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau
jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta
bedah plastik rekonstruksi dan estetika.

Paragraf 2
Transplantasi Organ dan/atau Jarmgan Tubuh

Pasal 124

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan
untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan
Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.

57



(2)

(3

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Transplantasi organ dan/atau  jaringan  tubuh
secbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tindakan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh
dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan
medis.

Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau
diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

Pasal 125

Donor pada transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
terdiri atas:

a. donor hidup; dan
b. donor mati.

Donor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan' donor yang organ dan/atau
jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan masih
hidup atas persetujuan yang bersangkutan.

Donor mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan donor yang organ dan/atau jaringannya
diambil pada saat yang bersangkutan telah dinvatakan
mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan harus atas persetujuan keluarganya
secara tertulis,

Dalam hal donor mati semasa hidupnya telah
menyatakan dirinya bersedia sebagai donor,
transplantasi organ danj/atau jaringan tubuh dapat
dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa
persetujuan keluarganya.

Pasal 126

Seseorang dinyatakan mati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 125 ayat (3) apabila memenuhi:

a. kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau
berhentinva fungsi sistem jantung sirkulasi secara
permanen; atau

b. kriteria diagnosis kematian mati batang otak/mati
otak.



(2)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria diagnosis
kematian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya
dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh
Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan
kewenangan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan vang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 128

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan:

a.
b.

C.

prinsip keadilan;

prinsip utilitas medis;

kecocokan organ dan/atau jaringan tubuh dengan
resipien yang membutuhkan,

urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien
dan/atau hubungan keluarga;

ketepatan waktu transpiantasi organ dan/atau jaringan
tubuh;

karakteristik organ dan/atau jaringan tubuh; dan
Keschatan donor bagi donor hidup.

Pasal 129

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan
melalui kegiatan:

a.
b,

pendaftaran calon donor dan calon resipien;

pemeriksaan kelayakan calon donor dilihat dari segi
tindakan, psikologis, dan sosioyuridis;

pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien organ
dan/atau jaringan tubuh; dan/atau

operasi transplantasi dan penatalaksanaan pascaoperasi
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.
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(1)

(2)

(3)

(1

(2)

(3)

Pasal 130

Setiap orang berhak menjadi resipien transplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh.

Resipien transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pada kedaruratan medis dan/atau
keberlangsungan hidup.

Penetapan kedaruratan medis dan/atau
keberlangsungan hidup scbagaimana dimaksud pada
ayal (2) dilakukan secara adil, transparan, dan
bertanggung jawab.

Pasal 131

Menteri berwenang mengelola pelayanan transplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh.

Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan dengan: =

a, pembentukan sistem informasi transplantasi organ
dan/atau jaringamn fubuh yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional;

b. sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat
sebagai donor organ dan/atau jaringan tubuh demi
kepentingan kemanusiaan dan pemulihan
Kesehatan;

¢.  pengelolaan data donor dan resipien organ dan/atau
Jjaringan tubuh; dan

d. pendidikan dan penelitian yang menunjang kegiatan
pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan
tubuh.

Dalam melaksanakan pengelolaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Menteri bekerja sama dengan
kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Pasal 132

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
melaksanakan peningkatan upaya transplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh.



Pasal 133

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau resipien
dapat memberikan  penghargaan kepada donor
transplantasi orgarn.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada donor dan/atau ahli waris donor.

Pasal 134

Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  penyelenggaraan
transplantasi organ dan/fatau jaringan tubuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 133 diatur
dengan Peraturan Pemerintah,

Paragraf 3
Terapi Berbasis Sel dan/atau Sel Punca

Pasal 135

(1) Terapi berbasis sel dan/atau sel punca dapat dilakukan
apabila terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

{2) Terapi berbasis sel dan/atau sel punca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyembuhan
penyakit dan pemulihan Kesehatan.

(3) Terapi berbasis sel dan/atau sel punca sebagaimana
dimaksud pada avat (1] dilarang untuk reproduksi.

(4) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh berasal dari sel punca embrionik.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai terapi berbasis sel dan/atau
sel punca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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(1)

(2)

()

Paragrafl 4

Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika

Pasal 137

Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat
dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian
dan kewenangan.

Bedah plastik rekonstruksi dan esletika tidak boleh
bertentangan dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat dan tidak ditujukan wuntuk mengubah
identitas.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik
rekonstruksi dan estetika sebagajma_na dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dltct&pknn dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua Puluh Dua

Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan

(1)

(2)

(=)

(4)

Perbekalan Keseéhatan Rumah Tangga

Pasal 138

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta
memenuhi  ketentuan jaminan produk halal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi,
menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan

Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau
persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan,

mempromosikan, mengedarkan, dan/atau
mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi
standar dan/atau persyaratan keamanan,

khasiat/kemanfaatan, dan murtu.

Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran,
dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesechatan

harus memenuhi standar dan persyvaratan sesuai dengan
ketentitan neraturan nerindane-imdanoan



(5)

(6l

(1)

(2)

(3)

Produksi, promosi, dan peredaran PKRT harus memenuhi
standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban
membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi
produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan
peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT
sesual dengan kewenangannya.

Pasal 139

Setiap Orang vang memproduksi, mengadakan,
menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat yang
mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi
standar dan/atau persyaratan tertentu.

Penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan
psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep
Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.

Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta
penggunaan Obat yang. mengandung narkotika dan
psikotropika sebagaamana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai, dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.' 11

Pasal 140

Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT
diselenggarakan untuk melindungl masyarakat dari bahava
vang disebabkan oleh penggunaan Sedisan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan
keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

(1)
(2)

(3)

Pasal 141

Penggunaan Obat dan Obat Bahan Alam harus dilakukan
secara rasional.

Penggunaan Alat Kesehatan harus dilakukan secara tepat
gumna.

Penggunaan Obat, Obat Bahan Alam, dan Alat Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
memperhatikan keselamatan Pasien.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6

(7)

()

(1)

Pasal 142

Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus
memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia
dan/atau standar lainnya vang diakui.

Sediaan Farmasi yvang berupa Obat Bahan Alam harus
memenuhi standar danfatau persyaratan, berupa
farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya
vang diakui.

Sediaan Farmasi yang berupa suplemen keschatan dan
obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau
persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope
herbal Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.

Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi
standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik
Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.

Bahan baku yang digunakan dalam Sediaan Farmasi
berupa Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, obat
kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian
risiko harus memenubisstandar dan/atau persyaratan
mutu sebagai bahan baku farmasi.

Alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi standar
dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan
Sediaan Farmasi dan Alal Kesehatan diletapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Standar dan/atau persyaratan untuk PKRT dilaksanakan
sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 143

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus
memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.



(2)

(3)

(4)

Setiap Orang vang memproduksi dan/atau mengedarkan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang telah
memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak
memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan,
dan mutu dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perizinan berusaha.

Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi usaha jamu gendong, usaha jamu
racikan, dan fasilitas produksi Obat penggunaan khusus.

Perizinan berusaha terkait BSediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan PKRT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat (2} dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Ketentuan lebih lamjut  mengenai  pengamanan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 145

Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga
kefarmasian sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi  produksi, termasuk pengendalian mutu,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian
dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan
dan pelayanan kefarmasian.

Dalam  kondisi  tertentu,  praktik kefarmasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga
kefarmasian.

Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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b6

Bagian Kedua Puluh Tiga

Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 146

(1) Setiap Orang vyang memproduksi, mengolah, serta
mendistribusikan  makanan dan minuman wajib
memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,
mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Selain  kewajiban  memenuhi  standar  dan/atau
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
makanan dan, minuman yang diproduksi, diolah,
didistribusikan, “dan dikonsumsi harus memenuhi
ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang unds:a,gan

Pasal 147

(1) Setiap Orang yang memproduksi makanan dan minuman
dilarang memberika hﬂ“arma.;ﬁ.: ‘atau pernyataan yang
tidak benar dan;‘atau mtnyf:sal:kan pada informasi
produl.

(2) Setiap Orang dilarang mempromosikan produk makanan
dan minuman yang tidak sesuai dengan informasi
produk.

(3) Setiap Orang vang melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan
pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kedua Puluh Empat
Pengamanan Zat Adiktil

Pasal 149

Produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif
diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan
Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan
lingkungan,

Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
termasuk semua produk tembakau vang penggunaannya
dapat menimbulkan kerugian bagl dirinya dan/atau
masvarakat.

Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi: ’

rokolk;

cerutu;

rokok daun;

tembakau iris;

tembakau padat daﬁ cair; dan

™ e o N g op

hasil pengolahan tembakau lainnya.

Produksi, peredaran, dan penggunaan produk tembakau
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi
standar dan/atau persyaratan vang ditetapkan dengan
mempertimbangkan profil risike Kesehatan.

Pasal 150

Setiap Orang vang memproduksi, memasukkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau
mengedarkan =zat adiktif, berupa produk tembakau
dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (3} wajib mencantumkan peringatan
Kesehatan.

Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk tulisan disertai gambar.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 151
Kawasan tanpa rokok terdiri atas:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pemerintah Daerah waljib menetapkan dan
mengimplementasikan - kawasan tanpa rokok di
wilayahnva,

Pengelola, penyelenggara, atau pepanggung jawab tempat
kerja, tempat umum, dantmnpat lainnya vang ditetapkan
sebagaimana dimakﬁud".pmia'ayat (1) huruf f dan huruf g
wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif,
berupa produk tembakau, diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif,
berupa rokok elektronik, diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua Puluh Lima

Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

(1)

Pasal 153

Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk
kepentingan hukum ditujukan untuk memperoleh fakta
dan temuan vang dapat digunakan sebagai dasar dalam
memberikan keterangan ahli.



(2) Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk
kepentingan hukum  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yvang memenuhi persyaratan.

(3) Permintaan dan tata cara pemberian pelayanan
kedokteran untuk kepentingan hukum dilaksanakan
sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 154

Setiap Orang berhak mendapatkan pelavanan kedokteran
untuk kepentingan hukum.

Pasal 155

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
dalam penycienggaraan pﬁlﬁ;’man kedokteran untuk
kepentingan hukum. L=

Pasal 156
(1} Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri
atas: ' ; L -
a. pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan
b. pelayanan kedokteran terhadap orang mati.

(2) Dalam rangka melakukan pelayanan kedokteran untuk
kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pemeriksaan laboratorium, dan/atau autopsi virtual
pascakematian.

(3) Pelayanan kedokteran wuntuk kepentingan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya.

Pasal 157

{1) Untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif
kependudukan, setiap orang yang mati harus diupayakan
untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya.
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(2) Dalam rangka upaya penentuan sebab kematian
seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan audit kematian, termasuk autopsi verbal,
bedah mayat klinis, bedah mayvat forensik, dan/atau
pemeriksaan  laboratorium  dan  autopsi  virtual
pascakematian.

(3) Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik,
dan/atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual
pascakematian scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan dengan persetujuan keluarga.

(4) Dalam rangka upaya penentuan identitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan upaya
identifikasi mayat sesuai dengan standar.

(5) Pelaksanaan wupaya penentuan sebab  kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan
dengan penelitian, pﬁnd.ldﬂtan dan pelatihan, termasuk
bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis.

Pasal 158 |
Tindakan bedah mayat olel Tenaga Medis harus dilakukan

sesuai dengan norma. agama, noona sosial budaya, norma
kesusilaan, dan etika profesi.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kedokteran untuk
kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Puluh Enam
Pelavanan Kesehatan Tradisional

Pasal 160

(1} Pelayanan Keschatan tradisional berdasarkan pada cara
pengobatannya terdiri atas:

a. Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan
keterampilan; dan/atau

b. Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan
ramuan.



(2)

(3)

(1)

(2)

Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan,
keahlian, dan/atau nilai vang bersumber dari kearifan
lokal.

Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah agar dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta
tidak bertentangan dengan norma sosial budaya.

Pasal 161

Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif. _

Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan di
tempat praktik mandiri, Piaskesmas, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tradisiopal,  Rumah Sakit, dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 162

Pemerintah Pusat dan Pemetintah Dacrah bertanggung jawab
atas ketersediaan Pelayanan Kesehatan tradisional.

(1)

(2

Pasal 163

Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk
mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan
Pelayanan Kesehatan tradisional yang  dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan
mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada
keamanan, manfaat, dan pelindungan masyarakat.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan
tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB VI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Urmum

Pasal 165

Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan Pelayanan
Kesehatan berupa Pelayanan Kesehatan perseorangan
dan/atau Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi;

a. Fasilitas Pﬁlaﬁngﬂ-ml.&ﬁtan tingkat pertama;

b. Fasilitas Pﬂaynn&n. iﬁl:‘}éehatan tingkat lanjut; dan

¢, Fasilitas Pﬂaj;atpan'. Keschatan penunjang,

Fasilitas Pelayanan Kesechatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memberikan Pelayanan Kesehatan

kepada masyarakai sesuai-dengan standar Pelayanan
Keschatan. :

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi
perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah scsuai dengan kewenangannva
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 166

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan bentuknya terdiri
atas:

a.
b.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan statis; dan
Fasilitas Pelayanan Keschatan bergerak.



Pasal 167

(1) Fasilitas Pelayanan Keschatan tingkat pertama
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer.

(2) Fasilitas Pelayanan  Kesehatan tingkat pertama
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Puskesmas;
b. klinik pratama; dan

c¢. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan.

(3) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
integrasi pelayanan antar-Fasilitas Pelayanan Keschatan.

(4) Integrasi Pclayana,n Keschatan primer ditujukan untuk
mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama
Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif dan
preventif.

Pasal'l&38

(1) Fasilitas Pelayanan Keschatan tingkat lanjut
menyelenggarakan Pelayanan KeseHatan lanjutan yang
meliputi pelayanan spesialistik dan/atau pelayanan
subspesialistik.

{2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Rumah Sakit;

b. klinik utama;

¢. balai Keschatan; dan
d

prakiik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan.

Pasal 169

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dalam
melaksanakan Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan
Kesehatan lanjutan didukung oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan penunjang.
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(1)

(2)

Pasal 170

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang menunjang
Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Keschatan
lanjutan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau dapat
bergabung dengan Fasilitas Pelayanan Keschatan tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
lanjut,

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penyelenggaraan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(1)

(2

(3)

(4)

Pasal 172 _
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 165 “dapat memberikan pelayanan
Telekesehatan dan Telemedisin,

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat secara mandiri
menyelenggarakan pelayanan Telemedisin atau bekerja
sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang
terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelayanan Telemedisin yang diselenggarakan oleh
Fasilitas Pelayanan Kesehatan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi layanan:

a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
masyarakat,

Pelayanan Telemedisin yvang diberikan oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang memiliki izin praktik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pelayanan  Telemedisin  diatur dengan Peraturan
Pemerintah.



(1)

(2)

(3]

(1)

Pasal 173
Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:

a. memberikan akses vang luas bagi kebutuhan
pelayanan, pendidikan, penelitian, dan
pengembangan pelayanan di bidang Kesehatan;

b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan vyang
bermutu dan mengutamakan keselamatan Pasien;

c. menyelenggarakan rekam medis;

mengirimkan laporan hasil pelayanan, pendidikan,
penelitian, dan pengembangan kepada Pemerintah
Pusat dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah
melalui Sistem Informasi Kesehatan;

e. melakukan upaya pemarfaatan hasil pelayanan,
pendidikan, pcne‘ritjan dan pengembangan di bidang
Kesehatan; :

[ mengintegrasikan pﬂayanann pendidikan, penelitian,
dan pengembangan dalam suatu sistem sebagai
upaya mengatasi permasalahan Kesehatan di
daerah; dan :

g  membuat. standar prosedur. operasional dengan
mengacu pada standar Pelavanan Kesehatan.

Dalam kondisi KLB arau Wabah, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan
sebagai upava penanggulangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang
mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
vang tidak memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Fasilitas Pelayanan Kesehalan milik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib
memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang vang
berada dalam  kondisi yawat Darurat untuk
mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan
kedisabilitasan.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2

(3)

(1)

(2)

(3)

Dalam kondisi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta
uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan
administratif  sehingga menyebabkan tertundanya
Pelayanan Kesehatan.

Pasal 175

Setiap pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
memiliki kompetensi manajemen Kesehatan yang
dibutuhkan.

Ketentuan mengenai kompetensi manajemen Kesehatan
vang dibutuhkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemterintah.

Pasal 176 =
Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan standar
keselamatan Pasien.

Standar keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalyi identifikasi dan
pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, serta
pemecahan masalah dalam menceégah dan menangani
kejadian yang membahayakan keselamatan Pasien.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan
Pasien secbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 177

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan
rahasia Kesehatan pribadi Pasien.

Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  dapat menolak
mengungkapkan segala informasi kepada publik vang
berkaitan dengan rahasia Keschatan pribadi Pasien,
kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4).

Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Kesehatan
pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 178

Setiap Fasilitas Pelayanan Keschatan wajib melakukan
peningkatan mutu Pelayvanan Kesehatan secara internal
dan eksternal secara terus-menerus dan
berkesinambungan.

Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengukuran dan pelaporan indikator mutu;
b. pelaporan insiden keselamatan Pasien; dan
¢. manajemen risiko.

Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a, registrasi;

b. lisensi; dan

¢. akreditasi. , .

Pelaksanaan rcglatra!n,' lisensi, dan  akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dengan berorientasi ‘pada pemenuhan standar mutu,

pembinaan dan p-emngka.tan kualitas layanan, serta
proses yang cepat, terbuka, dan akuntabel,

Akreditasi 'Fasilitas Pelayvanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ diselengegarakan oleh
Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang
ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan mutu
Pelayanan Kesehatan secara internal dan eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 179

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu Pelayanan
Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Keschatan dapat
mengembangkan:

a. jejaring pengampuan Pelayanan Kesehatan;

b. kerja sama 2 (dua) atau lebih Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;

pusat unggulan; dan

& 0

Pelavanan Keschatan terpadu.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pengembangan
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Puskesmas

Pagal 180

Puskesmas mempunyal tugas menyelenggarakan dan
mengoordinasikan  Pelayanan  Kesehatan  promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan
mengutamakan ‘promotif dan preventif di wilayah
kerjanya., ' 1

Dalam melaksanakan m_gés“sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penvelenggaraan

Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Sclain menyelenggarakan fungsi scbagaimana dimaksud

pada ayat {2}, Puskesmas berperari mewujudkan wilayah

kerja yang sehat dengan masyarakat yvang:

a. berperilaku hidup sehat:

b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;

¢. hidup dalam lingkungan sehat; dan

d. memiliki derajal Keschatan yang setinggi-tingginya,
baik individu, keluarga, kelompok, maupun
masyarakat,

Pasal 181

Penyelenggaraan Pelavanan Keschatan primer oleh
Puskesmas dilakukan melalui pengoordinasian Sumber
Daya Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Puskesmas melakukan pembinaan lerhadap jejaring
Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 182

Penyelenggaraan Puskesmas didukung oleh sumber daya
manusia vang kompeten dan profesional berupa Tenaga
Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau
penunjang keschatan.

Tenaga Medis dan Tenage Kesechatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk Tenaga Medis yang
memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga dan
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang
Kesehatan komunitas,

Pimpinan Puskesmas harus memiliki kompetensi dalam
mengoordinasikan Sumber Daya Kesehatan dan jejaring
Pelavanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
pemenuhan jumlahk; jemis, ‘dan mutu sumber daya
manusia di Puskesmas. '

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengénai penyelenggaraan Puskesmas
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Rumah Sakit

Pasal 184

Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi Pelayanan
Kesehatan persecrangan dalam bentuk spesialistik
dan/atau subspesialistik.

Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk
spesialistik dan/atau subspesialistik, Rumah Sakit dapat
memberikan Pelayanan Kesehatan dasar.

Selain  menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
perseorangan sebapaimana dimaksud pada ayat (1),
Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan
dan penelitian di bidang Kesehatan,

Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola
Rumah Sakit dan tata kelola klinis yvang baik.

79



80

(1)

(2)

{3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 185

Rumah Sakit dapat disclenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Rumah Sakit vang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan
layanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan lavanan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit vang didirikan oleh masyarakat harus
berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya
bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikecualikan bagi Rumah Sakit vang diselenggarakan
oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. '

Pasal 186 -
Struktur organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri
atas unsur pimpinan,-unsur pelayanan medis, unsur
keperawatan, unsur péntinjang medis dan nonmedis,
unsur pclaksanaadministratif, danunsur operasional.
Unsur pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijabat oleh:
a. Tenaga Medis;
b. Tenaga Kesehatan; atau
c. tenaga profesional,

yvang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.

Pasal 187

Rumah BSakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit
pendidikan.

Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang mempunyai fungsi
sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan Pelayanan
Keschatan secara terpadu dalam bidang pendidikan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pendidikan
berkelanjutan secara multiprofesi.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam
menyelenggarakan pendidikan program  akademik,
program vokasl, dan program prolesi, lermasuk program
spesialis/subspesialis,

Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan
program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara
utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan
perguruan tinggi.

Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Rumah Sakit
pendidikan harus memenuhi persyaratan, standar, dan
akreditasi sesuai dengan perannya.

Penyusunan persyaratan dan standar Rumah Sakit
pendidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan  oleh = Menteri dan  menteri  yang
menyelenggarakan urugsan pemerintahan di  bidang
pendidikan dengan melibatkan Kolegium.

Penetapan Rumal  Sakit -pendidikan dilakukan oleh
Menteri setelah memenuhi persyaratan.

Penyelenggaraan  pendidikan oleh Rumah  Sakit
pendidikan  sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dilakukan berdasarkan izin dari menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar
Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).

Penyelenggaraan akreditasi Rumah Sakit pendidikan
dilaksanakan oleh Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
pendidikan dengan melibatkan lembaga akreditasi
terkait.

Dalam penyelenggeraan Rumah Sakit pendidikan dapat
dibentuk jejaring Rumah Sakit pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit
pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 188

Rumah Sakit dalam menyelenggarakan fungsi penelitian
dapat membentuk pusat penelitian guna pengembangan
layanan Kesehatan.

Pusat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menyelenggarakan penelitan wunggulan dan
translasional.

Dalam  menyelenggarakan penelitan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], Rumah Sakit dapat
melaksanakan pelayanan berbasis penelitian.

Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan berbasis
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui
inovasi penelitian yang dikembangkan cleh Tenaga Medis
dan/atau Tenaga Keschatan harus diberi dukungan dan
kebebasan secara bertanggung jawab,

Rumah Sakit yang melaksanakan fungsi penelitian dapat
bekerja sama dengan institusi atau pihak lain.

Pasal 189
Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

a. memberikan < informasi yang benar tentang
pelavanan Rumah Sakit kepada masyarakat;

b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman,
bermutu, antidiskriminatif, dan efekuf dengan
mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit;

c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada
Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

d. berperan aktf dalam memberikan Pelayanan
Kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan
pelayanannya;

e. menvediakan sarana dan pelayanan bagi
masyarakat tidak mampu atau miskin;

. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak
mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat
tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi
korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi
kemanusiaan;



(2)

i

membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai
acuan dalam melayani Pasien;

menyelenggarakan rekam medis;

menyediakan sarana dan prasarana umum yang
layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir,
ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas,
wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
melaksanakan sistem rujukan;

meneolak keinginan Pasien yang bertentangan
dengan standar profesi dan etika serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajlbant Pasien;

menghormati diln mﬁiﬁidungr hak-hak Pasien,
melaksanakan ﬂﬂkﬂ El-lmah Sakit,

memiliki mstqm pt'nncgahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana;

melaksanakan pnagrarﬁ pemerintah di bidang
Kesehatan, baik sccara regional maupun nasional;

membuat” daftar Tenaga Medis yang melakukan
praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga
Kesechatan lainnya;

menyusun dan melaksanakan peraturan internal
Rumah Sakit;

melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan
tugas; dan

memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit
sebagai kawasan tanpa rokok.

Pelangparan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Rumah Sakit wajib menerapkan Sistem Informasi Kesehatan
Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Kesehatan Nasional.
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Pasal 191

Rumah Sakit mempunyai hak:

a.

b.

(1)

(2)

menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya
manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;

menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan
remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam
mengembangkan pelavanan;

menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian,
mendapatkan pelindungan hukim dalam melaksanakan
Pelayanan Kesehatan; dan

mempromosikan !ﬂ}.ran&n Kesehatan vang ada di Rumah
Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. “

Pagsl 1572

Rumah Sakit tidak berlanggung jawab secara hukum
apabila Pasien dan/atau keluarganya menoclak atau
menghentikan pengobatan wyang dapat berakibat
kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang
komprehensif.

Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan
tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia.

Pasal 193

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap
semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang
dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah
Sakit.

(1)

Pasal 194

Penetapan besaran tarif Rumah Sakit harus berdasarkan
pada pola tanf nasional dan pagu tarif maksimal.



(<)

(3)

Menteri menetapkan pola tarif nasional berdasarkan
komponen biaya  satuan pembiayaan  dengan
memperhatikan kondisi regional.

Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan
pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada avat (2)
yvang berlaku untuk Rumah Sakit di provinsi yang
bersangkutan.

Pasal 195

Pendapatan Rumah Sakit vang dikelola Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung
untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat
dijadikan sebagai p-::ndapatan negara atau pendapatan
Pemerintah Daerah.

Pasal 196

Ketentuan lebih lan;ul. mengcnm penyelenggaraan  Rumah
Sakit diatur dengan Pcraturan Pemmmah

BAR im

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 197

Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

a.
b.

c.

(1)

Tenaga Medis;
Tenaga Kesehatan; dan
tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 198

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197
huruf a dikelompokkan ke dalam:
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. dokter; dan
b, dokter gigi.

Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan
dokter subspesialis.

Jenis Tenaga Medis dokter gigi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi
spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 199

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 197 huruf b dikelompokkan ke dalam:

a. tenaga psilt'ﬂlhg_i klinis;
tenaga keperawatan; .

tenaga kebidanan;

tenaga kefaPmasian;:

tenaga keschatan masyarakat;
tenaga kesehatan lingkungan;
.. gm. k=
tenaga keterapian fisik;

=l S R T - VN R -

——a

tenaga keteknisian medis;

j- tenaga teknik biomedika;

k. tenaga keschatan tradisional; dan

l.  Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners
spesialis.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.



(5)

(6)

(7)

(8]

L))

(10)

(11)

(12)

Jenis Tenaga Kesehatan vang termasuk dalam kelompok
tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan
apoteker spesialis.

Jenis Tenaga Kesehalan yang termasuk dalam kelompok
tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada avat (1} huruf e terdiri atas tenaga kesehatan
masyarakat, epidemiclog kesehatan, tenaga promosi
keschatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan
kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan
kesehatan.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keschatan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f{ terdiri atas tenaga sanitasi
lingkungan dan entornolog kesehatan,

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga gizi sebagaimans ﬁmnksuﬂ pada ayat (1) huruf g
terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

Jenis Tenaga Kesehatati yang termasuk dalam kelompok
tenaga keterapian fisik sebapaimana dimaksud pada
ayat (1) hurdf h fterdiri atas fisioterapis, terapis
okupasional, terapis wicara, dan akupunktur,

Jenis Tenaga Kesehatan vang termasuk dalam kelompok
tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi
kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan
darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis
gigi dan mulut, serta audiologis.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis,
tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik,
dan ortotik prostetik,

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga keschatan tradisional scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan
tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan
tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan
tradisional interkontinental.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 200

Tenaga  pendukung atau penunjang kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf ¢ bekerja
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di
bidang Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pendukung atau
penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 201

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi  di  bidang -~ Keschatan serta kebutuhan

Pelayanan Kesehatan, Mentéri dapat menetapkan:

a. jenis Tenaga Medis alau jenis Tenaga Kesehatan
baru dalam setiap kelompok scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 198 dan Pasal 199; dan

b, kelompok Tenaga Medis atau kelompok Tenaga
Kesehatan bary.

Penctapan schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terlebih dahulu dilakukan kajian bersama denpgan Konsil
dan Kolegium dengan mempertimbangkan kebutuhan
Pelavanan Kesehatan di masyarakat dan pemenuhan
kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 202

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban
memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara
merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan
Kesehatan.



Pasal 203

(1) Menteri menetapkan  kebijakan dan  menyusun
perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam
memenuhi  kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan secara nasional.

(2) Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi,
dan pihak terkait dengan berdasarkan ketersediaan
Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan serta kebutuhan
penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan.

(3) Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
Tenaga Medis dan T'cna,gn Kesehatan vang melaksanakan
pekerjaan keprofesian sesuai dengan kompetensi dan
kewenangannya vang bckerja pada Fasilitas Pelayanan
Kecschatan atau unity kéria. milik Pemerintah Pusat,
Pemerinlah Daerah, atau masyarakar.

(4) Perencanaan Tenaga. Medis dan Tenaga Keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kerja | sama dan sinergisme
antarpemangku  kepentingan dengan memanlfaatkan
teknologi informasi dan komumikasi yang terintegrasi
dengan Sistemn Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 204

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun
perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus
memperhatikan;

a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. keuangan negara atau daerah;

e. kondisi demografis, geografis, dan sosial budaya; dan

f. tipologi/jenis penyvakit di daerah atau kebutuhan

masyarakat.
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Pasal 205

Kebijakan perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
yang ditetapkan oleh Menteri secara nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) menjadi pedoman bagi
setiap institusi pengguna Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
maupun masyarakat dalam pemenuhan dan pengelolaan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BagianKetiga
Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 207
(1) Pengadaan Tenaga Mcﬁi‘n_._.'dﬂn Tenaga Keschatan
dilaksanakan sesual  dengan  perencanaan  dan
pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan.
(2) Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
dilakukan melalui pendidikan tinggi dengan
memperhatikan:

a. ketersediaan dan persebaran institusi pendidikan
dan/atau program studi pendidikan Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan pada setiap wilayah;

b. keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan
Upaya Kesehatan dan/atau dinamika kesempatan
kerja di dalam dan di luar negeri;

c. keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan dan sumber daya yvang
tersedia;

d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolegi; dan
e. prioritas pembangunan dan Pelayanan Kesehatan.

(3) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(4

(1)

(2)

Pasal 208

Pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaan Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 207 ayat (2] dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan berkoordinasi dengan Menteri.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencakup:

a. penyusunan standar nasional pendidikan terkait
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

b. pemenuhan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan; dan

c. sumber daya manusia pendidik Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan.

Penyusunan standar nasional pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} buruf a melibatkan Kolegium
setiap disiplin ilmu Kesehatan,

Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan ~urusan - pemerintahan di bidang
pendidikan.

Pasal 204

Pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari
pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi
dan bekerja sama dengan Fasilitas Pelayvanan Kesehatan,
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain  diselenggarakan  eleh  perguruan  tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi
bidang Kesehatan wuntuk program spesialis dan
subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah
Sakit pendidikan sebagal penyelenggara utama dan
bekerja sama dengan perguruan tinggl, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan
melibatkan peran Kolegium.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 210

Tenaga Medis harus memiliki kualifikas: pendidikan
paling rendah pendidikan profesi.

Tenaga Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah diploma tiga.

Pasal 211

Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program
sarjana Tenaga Medis mendapatkan ijazah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada sayat (1) hanya dapat
melakukan praktik setelah lulus pendidikan profesi dan
diberi sertifikat profesi. |

Pasal 212

Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan Tenaga
Keschatan _program diploma, _program sarjana, dan
program safjana terapan mendapatkan ijazah scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mahasiswa vang telah menvelesaikan pendidikan Tenaga
Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah
menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat
profesi.

Pasal 213

Dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, mahasiswa pada
program vokasi dan program profesi, baik Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan harus mengikuti uji kompetensi
secara nasional.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja
sama dengan Kolegium.



(3] Mahasiswa vang menyelesaikan pendidikan program
vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang lulus
uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh
sertifikat kompetensi,

(4) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program
profesi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) vang lulus
uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh
sertiikat profesi dan sertifikat kompetensi.

Pasal 214

Lulusan program vokasi atau profesi diberi gelar oleh
perguruan tinggi setelah menvelesaikan pendidikan.

Pasal'2)5.

Lulusan wji kcrmperénai'_ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 213 ayat (3) dan ayat (4) wajib diangkat sumpah
profesinya oleh penyeleénggara pendidikan sesuai dengan etika
profesi.

Pasal 216

(1) Tenaga Medis vang telah mengangkat sumpah profesi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 wajib mengikuti
program internsip vang merupakan penempatan wajib
sementara pada Fasilitas Pelayanan Keschatan tingkat
pertama dan tingkat lanjut.

(2) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk pemantapan, pemahiran, dan
pemandirian.

(3) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan  secara  nasional oleh  Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pihak
terkait,

Pasal 217

(1) Tenaga Medis wvang telah menyelesaikan program
internsip dapat melanjutkan pendidikan ke program
spesialis.
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(2)

(3)

(1)

(2]

(1)

(2)

Tenaga Medis yang telah menyelesaikan program
spesialis sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
melanjutkan pendidikan ke program subspesialis.

Peserta didik pada program spesialis/subspesialis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didayagunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam
pemberian Pelayanan Kesehatan sebagai bagian proses
pendidikan.

Pasal 218

Tenaga Kesehatan dapat melanjutkan pendidikan ke
program spesialis.

Peserta didik pada program spesialis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didayagunakan oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dalam pemberian Pelayanan

Kesehatan sebagai bagian proses pendidikan.

Pasal 219

Peserta didik vang. memhe.ﬁ]can Pelayanan Kesehatan

scbagaimana dlm.aJ-mutl dalam Pasal 217 avat (3) dan

Pasal 218 ayal fﬁi bﬁl‘l‘l,ﬁkﬂ

a. memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya
sengketa  medik selama  mengikuti | proses
pendidikan;

b. memperoleh waktu istirahat;

¢. mendapatkan jaminan Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mendapat pelindungan dari kekerasan fisik, mental,
dan perundungan; dan

e. mendapat imbalan jasa pelayanan dari Fasilitas
Pelayvanan Kesehatan sesuai dengan Pelayanan
Kesehatan yang dilakukan.

Peserta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) dan

Pasal 218 ayat (2) berkewajiban:

a. menjaga keselamatan Pasien;

b. menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
Pasien;



c. menjaga etika profesi dan disiplin praktik Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
d, menjaga etika Fasilitas Pelayanan Keschatan dan

mengikuti tata tertib yang berlaku di penyelenggara
pendidikan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 220
(1) Dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan

spesialis/subspesialis, peserta didik pada program
spesialis/subspesialis, baik Tenaga Medis maupun
Tenaga Kesehatan, harus mengkuti uji kompetensi
berstandar nasional.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Kolegium dan‘ditetapkan oleh Menteri.

(3) Uji kompetensi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan olch penyelenggara pendidikan bekerja
sama dengan Kolegium.

(4] Peserta didik yang meryelesaikan pendidikan program
spesialis/subspesialis — scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang lulus uji) kempetensi pada akhir masa
pendidikan ~ memperolehl ‘sertifikat  kompetensi dan
sertifikat profesi.

(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat [4) diterbitkan oleh Kolegium.

(&) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 221

Lulusan  program  spesialis/subspesialis  diberi gelar
spesialis /subspesialis oleh penyelenggara pendidikan setelah
menyelesaikan pendidikan.

Pasal 222

(1} Sumber daya manusia dalam pendidikan Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan terdiri atas:

a. pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan
merupakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
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(2)

3

(4)

(5]

(1)

(2)

(1)

b. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan,;
c. peneliti dan/atau perckavasa; dan
d. tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga
pendidik atau bukan merupakan tenaga pendidik yvang
dapat melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan/artau Pelayanan Kesehatan.

Sumber dava manusia scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) mendapatkan Kkesetarsan pengakuan atas
pekerjaannya dalam proses pendidikan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehalan dalam pengembangan kariernya.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat, ditugaskan uniuk melaksanakan
pekerjaannya | secard - fleksibel antarpenyclenggara
pendidikan linggi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sumber daya manusia yang mendapatkan penugasan
scbagaimana dlmaksud p&dﬁ avat (4) mendapatkan
pengakuan atas pekerjmannya dalam pengembangan
karicrnya. A | ~

Pasal 223

Penyclenggara pendidikan tinggi dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang melaksanakan pendidikan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan menyediakan sarana dan
prasarana sesual dengan standar nasional pendidikan
dan standar Pelavanan Keschatan.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan secara bersama dan/atau bergantian.

Pasal 224

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan yang meliputi sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, bantuan pendanaan
pendidikan, penelitian, dan dukungan lainnya.



(2) Bantuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebijakan
perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205.

(3) Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan vang menerima
bantuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melaksanakan masa pengabdian pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk setelah
menyelesaikan pendidikan.

(4] Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang meneérima
bantuan pendanaan pendidikan tidak melaksanakan
masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STR.

Pasal 225

Tenaga Medis dan Tcmga Kesehatan meningkatkan
kompetensi secara btrkﬁlanjutﬁn untuk mengembangkan
keprofesiannya.

Pasal 226

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 sampai dengan Pasal 225 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesechatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 227

(1) Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam rangka
pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesechatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan aspek  pemerataan, pemanfaatan,
dan/atau pengembangan.

Pasal 228

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memenuhi
kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk
Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, tingkat pertama lainnya milik
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pemerintah Pusat da.ﬁht memberikan insentif atau
disinsentif kepada 'Pt:rm:nutdh Daerah kabupaten/kota
dalam pemenuhan kebuiuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 229

Pemerintah Dacrah bertanggung jawab melakukan
pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk
Pelayanan Kesehatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif atau
disinsentif kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan
kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 230

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif atau disinsentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.



Paragraf 2

Pendayagunaan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan di Dalam Negeri

Pasal 23]

(1) Dalam rangka pemerataan Pelayvanan Kesehatan dan
pemenuhan kebutuhan Pelayvanan Kesehatan kepada
masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab melakukan penempatan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses
seleksi,

(2) Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. pengangkatan sebagal aparatur sipil negara;
b. penugasan khusus; atau

c. pengangkatan pcgawm dengan cara lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
dengan cara sebagaimana  dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Pusat dapat menempatkan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(4) Pengangkatan sebagai aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a serta penempatan
melalui pengangkatan sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dilaksanakan
sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

(5) Penempatan Tenaga Medis dan Tenage Keschatan melalui
penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan sesuai dengan perencanaan nasional
dan dilakukan oleh Menteri atau gubernur/bupati/wali
kota dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan
Kesehatan, ketersediaan Tenaga Medis dan Tenaga
Keschatan, serta memperhatikan daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan.
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 232

Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 diikuti
dengan upaya retensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pasal 233

(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan medik spesialis,
Pemerintah Pusat, Rumah Sakit pendidikan, dan
penyelenggara pendidikan dapat mendayagunakan
peseria didik program pendidikan dokter
spesmhs,'subspemhs . atau dokter gigi
spesialis/subspesialis, . '

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan peserta
didik program pmdldﬂcaﬂ dokter spesialis/subspesialis
atau dokter gigl ‘spesialis/subspesialis sebagaimana
dimaksud pada .ayat {11 diatur dengan Peraturan
Pemerintah. :

Pasal 234

(1) Dalam rangka pemerataan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan sesual dengan kebutuhan Pelayanan
Kesehatan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat memanfaatkan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan lulusan dari penyelenggara pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau masyarakat
untuk mengikuti seleksi penempatan.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan yang telah lulus
seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu
tertentu.

(3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] atau kepala daerah yang
membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut
harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan insentif,
jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3] diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 235

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat
dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau
antarkota karena alasan kebutuhan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan/atau promosi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di
daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta
daerah bermasalah Kmh&tqn Iﬂn‘_u daerah tidak diminati
memperoleh tunjangan. atau insentif khusus, jaminan
keamanan, dukungm‘; ‘Sarana prasarana dan Alat
Kesehatan, kenaikan — pangkat luar biasa, dan
pelindungan dalam pﬁlaksﬂﬂam tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan p@rund:ang—undangan

Dalam hal terjadi kelimsangan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
harus mcn)mmakan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
pengganti untuk menjamin  keberlanjutan Pelayanan
Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan vyang bertugas di daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah
Kesehatan atau daerah tidak diminati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, dan penyediaan Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 236

Dalam kondisi tertentu Pemerintah Pusat berwenang
mengatur penempatan Tenaga Medis dan  Tenaga
Kesehatan lulusan penyelenggara pendidikan.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan penempatan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 237

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Medis
dan Tenapga Kesehatan untuk memenuhi kepentingan
pembangunan Kesehatan,

Selain pola ikatan dinas vyang diselenggarakan
Pemerintah  Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau
masyarakat dapat menetapkan pola ikatan dinas dalam
rangka memenuhi képentingan Pelayanan Kesehatan,

Pelaksanaan pola ikatan dinas oleh badan usaha atau
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti
dengan penempatan calon Tenaga Medis dan Tenaga
Keschatan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan,
dan kepulatian serta daerah bermasdlah Kesehatan atau
daerah tidak diminati dalam mendukung pemerataan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi
calon Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) sampai dengan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan untuk Penanggulangan Kejadian
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(1)

Luar Biasa, Wabah, dan Darurat Bencana

Pasal 238

Pemerintah Pusat membentuk tenaga cadangan
Keschatan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan dan mendukung ketahanan
Kesehatan.



(2)

(3)

(%)

Tenaga cadangan Kesechatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Medis, Tenaga
Kesehatan, dan non-Tenaga Kesehatan yang dipersiapkan
untuk dimobilisasi pada penanggulangan KLB, Wabah,
dan darurat bencana.

Tenaga cadangan Kesehatan berupa non-Tenaga
Keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal
dari non-Tenaga Keschatan yang (lelah mendapatkan
pelatihan terkait dengan penanggulangan KLB, Wabah,
dan darurat bencana.

Tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan pengelolaan melalui:

a. pendaftaran dan kredensial dengan memanfaatkan
teknologi informasi yang terintegrasi dengan Sistem
Informasi Kesehatan Nasiopal,

b. pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga
cadangan Keschatan; dan

c. pelaksanaan mabilisasi.

Pasal 239

Ketentuan lebih, lanjut meéngenai pendayagunaan tenaga
cadangan Kesehatan untok penangpulangan KLB, Wabah, dan
darurat bencana secbagaimana dimaksud dalam Pasal 238

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Pendavagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

(1)

(2

Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri

Pasal 240

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
warga negara Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan
dengan mempertimbangkan keseimbangan antara
kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di
Indonesia serta peluang kerja bagi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehalan warga negara Indonesia di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan warga negara Indonesia ke
luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Paragrafl 5

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

104

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 241

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan
praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi
kompetensi.

Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, Konsil, dan Kolegium.

Evaluasi kompetensi .aébggni:rrmna dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. penilaian k¢lengkapa.n administratif; dan
b. penilaian kemampuan praktik.

Penilaian kemampuan prakfik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah penilaian
kelengkapan: admimsu'atﬂ' sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huraf a.

Dalam rangka  penilaian  kemampuan praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf b dilakukan
uji kompetensi.

Hasil wuji kompetensi scbagaimana dimaksud pada
ayat (S) berupa;

a. kompeten; atau
b. belum kompeten.

Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten
sebagaimana dimaksud pada avat [6) huruf a, Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia
lulusan luar negeri mengikuti adaptasi pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan belum
kompeten scbagaimana dimaksud pada avat (6) huruf b,
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia lulusan Iluar negeri harus mengikuti
penambahan kompetensi. '



Pasal 242

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia
lulusan luar negeri yang akan mengikuti adaptasi pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki STR dan SIP.

Pasal 243

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241
dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga
negara Indonesia lulusan luar negeri yang:

a. merupakan lulusan dari penyelenggara pendidikan di
luar negeri yang sudah direkognisi dan telah praktik
paling sedikit 2 (dua) tahun di luar negeri; atau

b. merupakan ahli dalam bidang unggulan tertentu dalam

Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikasi
kompetensi, ' ;

Pasal 244

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia
lulusan Jluar negeri vang telah menyelesaikan evaluasi
kompetensi dan akan ‘melaksanakan praktik di Indonesia
harus memiliki” STR dan SIP sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 245

Ketentuan lebih lanjut mengenali pendayagunaan Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan warga negara Indonesia lulusan
luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Paragraf 6

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri

Pasal 246

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
asing lulusan dalam negeri vang melaksanakan praktik
di Indonesia harus:
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(2]

a. memiliki STR; dan
b. memiliki SIP,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
asing lulusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat melakukan praktik atas
permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
pengguna dengan batasan waktu tertentu,

Pasal 247

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan warga negara asing lulusan
dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7

Pendayagunaan Tenaga Medis d:mIermga Kesehatan
Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 248
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing
lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di
Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis
dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat
kompetensi  tertentu setelah mengikuti | evaluasi
kompetensi.

Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, Konsil, dan Kolegium.

Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan praktik.

Penilaian kemampuan praktik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah penilaian

kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a.



(5) Penilaian kemampuan praktik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b meliputi penyetaraan kompetensi
dan uji kompetensi.

(6) Penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan
standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
di Indonesia.

(7) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat |[5) berupa:

a. kompeten; atau
b. belum kompeten.

(8) Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten
sebagaimana dimaksud pada ayat {7) huruf a, Tenaga
Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan
tingkat kompetensi terléntu warga negara asing lulusan
luar negeri harus mengilcuti adaptasi pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan. . -

(9) Dalam hal hasil udji. kompetensi dinyatakan belum
kompeten sebagaimana dimaksud pada avat (7) huruf b,
Tenaga Medis spesialis dan' subspesialis serta Tenaga
Keschatan tingkat kompetensi tertentu warga negara
asing lulusan luar negeri harus kembali ke negara
asalnya sesuai dengan keténtuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 249

Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing
lulusan luar negeri yang mengikuti adaptlasi pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan harus memiliki STR dan SIP.

Pasal 250

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248
dikecualikan bagi Tenaga Medis spesialis dan subspesialis
serta Tenaga Kesechatan tingkat kompetensi tertentu warga
negara asing lulusan luar negeri yang merupakan:
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(1)

(2)

(3}

lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri
vang sudah direkognisi dan telah praktik sebagai Tenaga
Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan
tingkat kompetensi tertentu paling singkat 5 (lima) tahun
di luar negeri yang harus dibuktikan dengan surat
keterangan atau dokumen lain yang diterbitkan oleh
lembaga yang berwenang di negara yang bersangkutan;
atau

ahli dalam suatu bidang unggulan tertentu dalam
Pelayanan Kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikasi
kompetensi dan telah praktik paling singkat 5 (lima)
tahun di luar negeri.

Pasal 251

Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara
asing lulusan luar negerl dapat melakukan praktik pada
Fasilitas Pelayanan Keke’hatan 'di Indonesia dengan
ketentuan:

a. terdapat permmfaan dari Fasilitas Pelayanan
Keschatan pengguna Tenaga Medis spesialis dan
subspesialis serta ‘Tenaga Kesehatan tingkat
kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar
negen sesuai dengan kebutuhan;

b. untuk alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan

¢. untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk
2 (dua) tahun berikutnya.

Permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
mengutamakan penggunaan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan warga negara Indonesia dan memenuhi
standar kompetensi.

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dikecualikan untuk pendayagunaan
Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara
asing lulusan luar negeri di kawasan ekonomi khusus.



(1)

(2)

Pasal 252

Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara
asing lulusan luar negeri vang telah menyelesaikan
proses evaluasi kompetensi dan akan melakukan praktik
di Indonesia wajib memiliki STR dan SIP.

STR dan SIP bagi Tenaga Medis spesialis dan subspesialis
serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu
warga negara asing lulusan luar negeri sebagaimana
dimaksud pada avat (1] berlaku untuk jangka waktu
2 {dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan
hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 253

Fasilitas Pclayanan Kesehatan pengguna Tenaga Medis
spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan ungkat
kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri
wajib memfasilitasi pendidikan  dan pelatihan bahasa
Indonesia bagi Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan warga
negara asing lulusan laar negeri. .

(1

(2]

(1)

(2)

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing
lulusan luar negeri vang akan menjadi peserta program
pendidikan spesialis/subspesialis di Indonesia wajib
memiliki STR.

STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
masa pendidikan.

Pasal 255

Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Keschatan tingkat kompetensi tertentu warga negara
asing lulusan luar negeri yang akan memberikan
pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu
pengetahuan dan teknologi atau kegiatan lain untuk
waktu tertentu tidak memerlukan STR,

Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara
asing lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Menteri.
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(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
diberikan untuk waktu tertentu melalui penyelenggara
pendidikan dan pelatihan atau kegiatan lain.

Pasal 256

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248
sampai dengan Pasal 255, Tenaga Medis spesialis dan
subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi
tertentu warga negara asing lulusan luar negeri harus
memenuhi persyaratan lain sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga
Medis spesialis dan subspemﬂlm serta Tenaga Kesehatan
tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar
negeri sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 248 sampai
dengan Pasal 255 diatur ﬂen@n Peraturan Pemerintah.

Pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penjagaan dan
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Peningkatan Mutu

Pasal 258

(1) Dalam rangka menjaga dan meningkatan mutu Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan
dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi vyang
mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik.

(2) Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang
terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.

(3) Penjagaan dan peningkatan mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan,
serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



(4) Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
untuk proses sertifikasi melalui konversi ke dalam
satuan kredit profesi.

(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi
dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 259

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 258, kepala daerah dan- puﬂpman Fasilitas Pelayanan
Kesehatan harus tm:mhm_knn ssempatan yang sama kepada
Tenaga Medis  dan Tﬂnam Kesehatan dengan
mempertimbangkan pemlm&n kinetja dan perilaku.

Bagian Keenam
Registrasi dan Perizinan

Faragraf 1
Registrasi

Pasal 260

(1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan
menjalankan praktik wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada avat (1) diterbitkan
oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi
persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit:
a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan
dan/atau sertifikat profesi; dan
b. memiliki sertifikat kompetensi.

(4) STR sebagaimana dimaksud pada avat (1) berlaku
seumur hidup.
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Pasal 261

STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 tidak berlaku

apabila:

a. yang bersangkutan meninggal dunia;

b. dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil atas nama
Menteri; atau

c. dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Pasal 262

Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2]

(3)

(4
(5)

Paragraf 2
Perizinan

Pasal -2$,33
Jenis Tenaga Medis dan Tf:na__gg Kesehatan tertentu
dalam menjalankan | praktik . keprofesiannya wajib
memiliki izin.
Izin sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
dalam bentuk SIP.

SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknyva.

Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP,

Dalam rangka penerbitan SIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan kuota untuk
setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan
memperhatikan kriteria paling sedikit:

a. ketersediaan dan persebaran Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan pada daerah tersebut;

b. rasio jumiah penduduk dengan Tenaga Medis dan
Tenaga Keschatan aktif yang ditetapkan oleh
Menteri; dan

c. beban kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.



Pasal 264

(1) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
tertentu harus memiliki:

a. STR; dan
b. tempat praktik.

(2) SIP masih berlaku sepanjang tempat praktik masih
sesual dengan vang tercantum dalam SIP.

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sclama
S (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan.

(4] Persyaratan perpanjanpan SIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi

a. STR; .
b. tempat prakiik; dan =
c. pemenuhan kecukuparn saruan kredit profesi.

(5) Pengelolaan-pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan
ocleh Menteri.

(6) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3)
tidak berlaku apabila;

habis masa berlakunya;

vang bersangkutan meninggal dunia;
STR dicabut atau dinonaktifkan;

SIP dicabut; aran

¢. tempat praktik berubah,

& n o om

Pasal 265

Dalam kondisi tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
vang memberikan Pelayanan Kesehatan tidak memerlukan SIP
di tempat tersebut.
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Pasal 266

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

(%)

(1)

Pasal 267

Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan
kedokteran, Menteri dapat memberikan surat tugas
kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu
vang telah memiliki SIP untuk bekerja pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tertentu tanpa memerlukan SIP di
lempat tersebut.,

Pemberian surat, tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. terdapat permintaan  dard dinas kesehatan
kabupaten fkota berdasarkan kebutuhan;

b. ketiadaan dekter spesialis atau dokter gigi spesialis
dengan keahlian dan lgtjﬁfij:etensi yang sama pada
kabupaten/kota tersebut; dan

c. dokter spesialis atau dokter gigi spesialis vang
mendapat surat tugas harus telah memiliki SIP.

Dalam hal selama jangka waktu keberlakuan surat tugas

telah ada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis lain

dengan keahlian dan kompetensi yang sama pada daerah
tersebut, surat tugas menjadi tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tugas diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kertujuh
Konsil

Pasal 268

Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis
keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta
memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat, dibentuk Konsil,



(2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri dan dalam menjalankan
perannya bersifat independen.

Pasal 269
Konsil memiliki peran:

a. merumuskan kebijakan internal dan standardisasi
pelaksanaan tugas Konsil;

b. melakukan Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan; dan

c. melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan, ~ '

Pasal 270 .
Keanggotaan Konsil berasal dari unsugs
a. Pemerintah Pusat; . g
b. profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
c. Kolegium; dan.: : | .
d

masyarakat.

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsil, termasuk tugas,
fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Kolegium

Pasal 272

(1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar
pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap
kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat
membentuk Kolegium.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam
menjalankan perannya bersifat independen.

Kolegium memiliki peran:

a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan; dan

b.  menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan.

Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan
ahli bidang ilmu Kesehatan.,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk
tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban

Paragral 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 273

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik berhak:

a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan profesi, standar prosedur
operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan
Kesehatan Pasien;

b.  mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari
Pasien atau keluarganya;

c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan
tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mendapatkan pelindungan atas keselamatan,
Kesehatan kerja, dan keamanan;



(2)

e¢. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

f.  mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang
tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia,
moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;

g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan,
dan karier di bidang keprofesiannya;

i.  menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang
bertentangan dengan standar profesi, standar
pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik,

atau ketentuan pernt‘uran perundang-undangan;
dan

j-  mendapatkan hakm;in ‘sesbai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tenaga Medis dan  Temaga Kesehatan dapat

menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh

perlakuan yang tidak sesuai'déngan harkat dan martabat

manusia, moral, kesusilaaf, serta nilai sosial budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk
tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik wajib:

a.

memberikan Pelayanan Keschatan sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur
operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan
Pasien;

memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya
atas tindakan yang akan diberikan;

menjaga rahasia Kesehatan Pasien;

membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen
tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan vyang
dilakukan; dan
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(1)

(2)

merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang
sesuai.

Pasal 275

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan
praktik pada Fasilitas Pelayanan Keschatan wajib
memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam
keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan vang memberikan
Pelayanan  Kesehatan  dalam  rangka  tindakan
penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan
seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada
bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

F'amgrai 2
Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal g?ﬁ;

Pasien mempunyai hak:

a.
b.

mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;

mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai
Pelayanan Kesehatan vang diterimanya;

mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan
kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang
bermutu;

menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk
tindakan medis vyang diperlukan dalam rangka
pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB
atau Wabah;

mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di
dalam rekam medis;

meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
lain; dan

mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.



Pasal 277
Pasien mempunyai kewajiban:

a. memberikan informasi vang lengkap dan jujur tentang
masalah kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 278

Ketentuan lebih lanjut ‘mengenai hak dan kewajiban Tenaga
Medis, Tenaga Keschatan, dan Pasien diatur dengan
Peraturan Pemerintah. :

Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan Praktik

Paragraf 1
Umum

Pasal 279

Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan bertanggung jawab
secara moral untuk:

a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang
dimiliki,
b. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;

mengutamakan kepentingan Pasien dan masvarakat di
atas kepentingan pribadi atau kelompok; dan

d. menambah  ilmu  pengetahuan dan  mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 280

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan
kepada Pasien harus melaksanakan upaya terbaik.

Upaya terbaik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan
standar profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Upaya terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjamin  keberhasilan Pelayanan Kesehatan yang
diberikan.

Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan dan Pasien berdasarkan
prinsip kesetaraan dan transparansi.

Pasal 281

Dalam kecadaan tertentu, pelaksanaan praktik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 dapat memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi yang ferintegrasi dengan Sistem
Informasi Kesehatan Nasmnﬂl

(1)

(2)

13)

(1)

Pasal 282

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang berhalangan
menyelenggarakan praktik dapat digantikan oleh Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan pengganti.

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan yang mempunyai SIP.

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan penggant
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}  Tharus
menginformasikannya kepada Pasien dan/atau
keluarganya.

Pasal 283

Tenaga Medis dan  Tenaga Kesehatan  yang
menyelenggarakan praktik perseorangan wajib
menginformasikan identitas yang jelas termasuk nomor
SIP dan STR pada tempat praktik perseorangannya.



(2) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
berpraktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menginformasikan
daftar nama, nomor SIP dan STR, serta jadwal praktik
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

(3) Setiap Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan
Fasilitas Pelayanan Keschatan vang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(4} Sanksi administratii sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. denda administratif; dan fatau
d. pencabutan izin. -

{5) Sanksi adminihtnaﬁlf sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikenakan oleh Pemerintah Pusat, Pernerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sesual dengan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut .-men.gl:na:-i iata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 284

Pimpinan Fasilitas  Pelayanan  Keschatan  dilarang
mendayagunakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang
tidak memiliki SIP untuk melakukan praktik pada Fasilitas
Pelayanan Keschatan tersebut.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 285

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan dalam menjalankan
praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang
didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.

121



122

(2]

(3)

(1

(2)

(3)

(1)

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki lebih
dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai
dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi
tertinggi.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 286

Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar
kewenangannya.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi: :
a. ketiadaan Tenaga Mt:dls dan/atau Tenaga Kesehatan

di suatu wilayah tempat Tenaga Medis atau Tenaga
Keschatan bertugas;

b. kebutuhan program Pﬂmﬂl‘iﬂﬁm

c. penanganan kegawatdaruratan medis; dan/atau

d. KLB, Wabah; dan /atau darurat hencana.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan
kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas
tertentu;

b. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan
kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas
tertentu; atau

c. tenaga vokasi farmasi yang memberikan pelayanan
kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker
dalam batas tertentu,

Pasal 287

Kondisi ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286
avat (2] huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
setempat.



(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 avat (3) telah mengikuti
pelatihan dengan memperhatikan kompetensi Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah,

(4) Dalam  menyelenggarakan pelatihan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 288

(1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan untuk kebutuhan
program pemeﬁni:ah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 286 ayat (2) hurul b dilakukan melalui penugasan
Tenaga Medis danjata. Tenaga Kesehatan oleh
Pemerintah Pusat atau Pémerintah Daerah.

(2) Program pemerintah  scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pelatihan dengan
memperhatikan kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan.

(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.

(5] Dalam  menyelenggarakan pelatihan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait,

Pasal 289

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan di luar
kewenangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Paragraf 3
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 290

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima
pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan
Keschatan.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas pelimpahan secara mandat dan
pelimpahan secara delegatif.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dari Tenaga Medis kepada Tenaga
Keschatan, antar-Tenaga  Medis, dan antar-Tenaga
Kesehatan. -

(4) Ketentuan lebihh lé:ﬂﬁr mengenai pelimpahan
kewenangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf ¢

Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan
Standar Prosedur Operasional

Pasal 291

(1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan dalam
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban
untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional.

(2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
disusun oleh Kensil serta Kolegium dan ditetapkan oleh
Menteri.

(3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.



Pasal 292

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pembangunan
Keschatan di bidang ilmu pengetahuan, keahlian,
kebijakan, dan teknologi melalui Upaya Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan.

(3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 :
Persetujuan Tindakan Pelayanan Keschatan

Pasal 203
(1) Setiap tindakan ﬁclk}f_ﬁnﬂn Kesehatan perseorangan yang
dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
harus mendapat persctijuan:
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang

memadai,
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit mencakup:
a. diagnosis:
b. indikasi;
c. tindakan Pelayanan Keschatan yang dilakukan dan
tujuannya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
e. alternatf tindakan lain dan risikonya;
[ risiko apabila tindakan tidak dilakukan: dan

g  prognosis setelah memperoleh tindakan.

(4) Persetujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan secara tertulis ataupun lisan.
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(5)

()

(7)

(£)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang
invasif dan fatau mengandung risiko tinggi.

Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang
bersangkutan.

Dalam hal Pasien vyang bersangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat [6) tidak cakap memberikan
persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh
vang mewakili.

Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan
Keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang
mewakili dan disaksikan olcho salah seorang Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan.

Dalam hal kcadaan Pasien'sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawal
Darurat, tetapi ridak -ada pihak yang dapat dimintai
perselujuan, tidak diperlukan persctujuan tindakan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan
berdasarkan kepentingan rerbaik Pasien yang diputuskan
oleh Tenaga Medis alau Tenspa Kesehatan yang
memberikan pelayanan kepada Pasien.

Tindakan schagaimana dimaksud pada ayat (10)
diinformasikan kepada Pasien sctelah Pasien telah cakap
atau yang mewakili lelah hadir.

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan
Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] sampai dengan avat (11) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 294

Selain mendapatkan penjelasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 293 ayat (3), Pasien juga mendapatkan
penjelasan  atas biaya Pelayanan Kesehatan yang
diterimanya.

(2) Penjelasan. ..



(2) Penjelasan atas biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

Pasal 295

(1) Pelayanan Kesehatan masyarakat vang merupakan
program pemerintah tidak memerlukan persetujuan
tindakan,

(2] Pelayanan Kesehatan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat
penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Paragraf 6
Rekam Medis

Pasal 296

(1} Setiap Tenaga Medis dsm Tenaga Kesehatan yang
memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib
membuat rekam medis.

(2) Dalam  hal . Pelayanan . Kesehatan perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik
mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan
tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

{(3) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
segera dilengkapi setelah Pasien selesai menerima
Pelayanan Kesehatan.

(4) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama,
waktu, dan tanda tangan Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.

(5) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis,
Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

Pasal 297

(1} Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 296 merupakan milik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

Setiap Pasien berhak untuk mengakses informasi yang
terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan,
keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data vang
terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 298

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab
menyelenggarakan pengelolaan data rekam medis dalam
rangka pengelolaan data Kesehatan nasional.

Pengelolaan data rekam medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi, perumusan  kebijakan,

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan,
transfer data, dan Pﬂnﬁlmsau

Pas&i-z_ﬂﬁ

Ketentuan lebih lanjut méngenai rekam medis diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(1)

Pasal 300

Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat,
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib membuat
catatan Pelayanan Kesehatan.

Catatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam sistem data
Pasien yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Kesehatan Nasional.

Paragraf 7
Rahasia Kesehatan Pasien

Pasal 301

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan dalam
melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyimpan
rahasia Kesehatan pribadi Pasien.



(2] Pembukaan rahasia  Kesehatan  pribadi  Pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4).

(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Kesehatan
pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 302

(1) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana
pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan, Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan berhak melaporkannya
kepada aparat penegak hukum.

(2] Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dari rahasia Kmhamn

(3) Tenaga Medis dan Tcﬂ,am Kesehatan yvang melaporkan
dugaan tindak pidana pada Pasien yang diberi Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan pelindungan-hukum.

Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Pasal 303
(1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam
melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib

menyelenggarakan kendali mutu dan Kendali biaya serta
memperhatikan keselamatan Pasien.

(2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan audit
Pelayanan Kesehatan,

(3) Kendali mutu dan kendali biaya dalam Fasilitas
Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap kendali mutu dan
kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah,
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Bagian Kesebelas

Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

serta Penyelesaian Perselisihan

Paragraf 1

Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 304

Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan
disiplin profesi.

Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1], Menteri membentuk majelis yang
melaksanakan tugas di '-bldang disiplin profesi.

Majelis  sebagaimana’ ﬂfn'mkaud pada ayat (2)
menentukan ada udak!gra pelanggaran disiplin profesi
yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Majelis sebagaimana dmmkaud pada ayat (2) dapat
bersifat permanen atau ad hoc.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis
secbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 305

Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan
atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
dalam memberikan Pelayanan Keschatan dapat
mengadukan kepada majelis scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 304.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit harus memuat:
a. identitas pengadu;

b. nama dan alamat tempat praktik Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan dan waktu tindakan dilakukan;
dan

¢. alasan pengaduan.



Pasal 306

(1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304
ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:

a. peringatan tertulis;

b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di
penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau
Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki
kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;

¢. penonaktifan STR untuk sementara waktu;
dan/atau

d. rekomendasi pencabutan SIP.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

(3) Tenaga Medis atan ’Ibnm Kesehatan yang telah
melaksanakan sanksi disiplin sébagaimana dimaksud
pada ayat (1) vang di]atuhkan térdapat dugaan tindak
pidana, aparat . penegak hukum mengutamakan
penyelesaian pcradl:mhan dengan mekanisme keadilan
restoratif sesuai dcngim R::I;entuaﬂ pl:raturan perundang-
undangan. | \

Pasal 307

Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304

dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam
hal:

a. ditemukan bukti baru;
b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau

¢. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan
yang diperiksa.

Pasal 308

(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan vang diduga
melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai
sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan
rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(&)

(7)

(8)

(9)

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan vang dimintai
pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan
dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan vyang
merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan
rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.

Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengajukan permohonan secara tertulis.

Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga
Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permochonan
secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien,
keluarga Pasien, atan orang yang diberikan kuasa oleh
Pasien atau kclua:ga,Pamm

Rekomendasi sthamimm;. dimaksud pada ayat (3)
berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan
penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang
dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
sesuai atau tidak sesuai-dengan standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur opérasional.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian
yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
avat (6] diberikan paling lama dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk
dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3},
ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan
Tenaga Medis atau Tenaga Keschatan yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana
yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan.



Pasal 309

Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin profesi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 310

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga
melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang
menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang
timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu
melalui alternatif penyelesman sengketa di luar pengadilan.

Bagian Kedua Belas
{rganisasi Profesi

Pasal 311
(1) Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan dapal membentuk
organisasi profesi.

(2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Larangan

Pasal 312
Seliap orang dilarang:

a. tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau
bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat
yvang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan yang telah memililki STR dan/atau SIP;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

{4)

menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat vyang
menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki
STR dan/atau SIP; dan

melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan tanpa memiliki STR dan/atau SIP.

Pasal 313

Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang
melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf ¢ dikenai
sanksi administratif berupa denda administratif.

Ketentuan mengenai ' tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PERBEKALAN KESEHATAN

Pasal 314

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab  terhadap ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan Perbekalan Kesehatan vang dibutuhkan
untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan.

Tanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pengelolaan Perbekalan Kesehatan,
Pengelolaan  Perbekalan  Kesehatan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan,
penyediaan, dan pendistribusian.

Pengelolaan Perbekalan Kesehatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk Pelayanan Kesehatan
dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan,
kemanfaatan/khasiat, mutu, dan harga.



(5) Untuk menjalankan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah dapat membentuk fasilitas
pengelolaan kefarmasian.

(6) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan
melaksanakan kebijakan khusus untuk pengadaan dan
pemanfaatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Perbekalan Kesehatan lain.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan,
pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemernintah.

Pasal 315" .

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merencanakan
kebutuhan Perbekalan Kesehatan.

(2) Perencanaan kebutuhan Perbekalan Kesehatan oleh
P:mr:rintahf-laaerah-mmhma:-'mmksud pada ayat (1)
mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria
yvang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

{3) Perencanaan kebutuhan Perbekalan Kesehatan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 316

(1) Penyediaan Perbekalan Kesehatan bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan.

(2) Penyediaan Perbekalan Kesehatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui
pengadaan.

(3) Pengadaan Perbekalan Keschatan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2

(3)

Pasal 317

Pemerintah Pusat menyusun daftar dan jenis Obat
esensial yang harus tersedia bagi kepentingan
masyarakat.

Daftar dan jenis Obat esensial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama
setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan
kebutuhan dan teknologi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab agar Obat esensial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh
masyarakat.

Pasal 318

Pemerintah Pusat berwenang mengatur dan mengendalikan
harga Perbekalan Keschatan, (erutama Obat dan  Alat
Kesehatan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 319
Pendistribusian Perbekalan Kesehatan dilakukan oleh
fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau

distributor Perbekalan Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendistribusian Perbekalan Kesehatan harus dilakukan
sesuai dengan cara distribusi vang baik.

Fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau
distributor Perbekalan Kesehatan harus menvampaikan
laporan  kegiatan pendistribusian sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 320
Obat terdiri atas:
a. Obat dengan resep; dan
b. Obat tanpa resep.

Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digolongkan menjadi:



a. Obat keras:
b. narkotika: dan
c. psikotropika.

(3) Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas
pelayanan kefarmasian sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4} Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digolongkan menjadi:

a. Obat bebas; dan
b, Obat bebas terbatas.

(5) Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras
tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep
sesuai dengan . kelentuan o peraturan perundang-
undangan. |

(6) Obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan
kefarmasian atau fagilitas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan pcrundang—und‘angan

(7} Dalam hal terdapat perkémbangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, Pemiérintah™ Pusat dapat menetapkan
penggolongan . Obat dan/atau mnelakukan perubahan
penggolongan Obat selain “penggolongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Obat,
Obat dengan resep, dan Obat tanpa resep diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 321
{1} Obat Bahan Alam digolongkan menjadi:
a. jamu;
b. obat herbal terstandar;
c. fitofarmaka; dan
d. Obat Bahan Alam lainnya.

(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggolongan Obat
Bahan Alam selain penggolongan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau perubahan penggolongan Obat
Bahan Alam dalam hal terdapat perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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(3]

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Obat
Bahan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

138

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 322

Sumber Sediaan Farmasi yang berasal dari alam semesta
dan sudah terbukti berkhasiat, memenuhi ketentuan
Jjaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan aman digunakan dalam
pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta
pemeliharaan | Kesehatan ' tetap  harus  dijaga
kelestariannya. | |

Masyarakat diberi késempdtan yang seluas-luasnya
untuk  meneliti,’ mengembangkan, memproduksi,
mengedarkan, meningkatkan, dan menggunakan Sediaan
Farmasi dan Alat — Keschatan yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Penelitian, = pengembangan,  produksi, peredaran,
peningkatan, serta penggunaan Sediaan Farmasi dan
Alat Keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
disclenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sediaan
Farmasi dan bahan baku Alat Kesehatan yvang berasal
dari alam dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 323

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong
dan mengarahkan peneliian dan pengembangan Sediaan
Farmasi dan Alat Keschatan dengan memanfaatkan
potensi nasional vang tersedia.

Penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan dan
menjaga kelestarian lingkungan hidup, sumber daya
alam, norma agama, dan sosial budaya.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dapat dilakukan oleh industri Sediaan
Farmasi, industri Alat Keschatan, lembaga penelitian,
dan lembaga pendidikan.

Pasal 324

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan bahan Obat Bahan
Alam.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah mendorong
pemanfaatan sumber dava alam guna penelitian dan
pengembangan @bat - Bahan ' Alam dengan tetap
memperhatikan = dan mmjk,ga kelestarian  lingkungan
hidup dan sosial budaya: . |

Pemerintah Pusat  dan- Pcmeﬁntah Daerah dalam
mendorong  pemanfaatan sumber daya alam guna
penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menciptakan
iklim usaha yang sehat bagi masyarakat dan pelaku
usaha,.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian,
pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Obat
Bahan Alam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 325

Penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam bertujuan
untuk:

a.

mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional guna
mendukung ketahanan kefarmasian;

memanfaatkan sumber daya alam dan ramuan
tradisional secara berkelanjutan dalam peningkatan ilmu
pengetahuan dan penyelenggaraan Pelavanan Kesehatan;

menjamin pengelolaan potensi alam sehingga mempunyai
daya saing yang tinggi sebagai sumber eckonomi
masyarakat; dan
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(1)

(2)

(3)

(4)

menyediakan Obat Bahan Alam untuk memelihara
Kesehatan yang terjamin mutu, khasiat, dan
keamanannya serta teruji secara ilmiah dan
dimanfaatkan secara  luas untuk  pencegahan,
pengobatan, perawatan,  dan/atau pemeliharaan
Kesehatan.

Pasal 326

Untuk mewujudkan ketahanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab terhadap kemandirian di bidang
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesechatan
dilakukan melalui pengembangan dan penguatan tata
kelola rantai pasok Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
dari hulu hingga hilir .secara terintegrasi dengan
mengutamakan penggunaan dan pemenuhan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesshatan yang diproduksi dalam
negeri untuk ketahanan dan kemajuan Keschatan
nasional.

Pemenuhan lgel:utuﬂan ketahanan Kesehatan nasional
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan secara
bertahap sesuai dengan prioritas nasional.

Pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada avat {2) dilakukan paling sedikit dengan:

a, menerbitkan kebijakan, termasuk memberikan
insentif pada pelaku wusaha yang berupaya
mewujudkan ketahanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan;

b. meningkatkan daya saing industri Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan;

c. memberikan dukungan bagi penguasaan dan
pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penelitian
dan pengembangan dalam bidang Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan, termasuk melalui kerja sama
luar negeri, vang dilakukan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat secara multilateral, regional,
dan bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;



(5)

(1)

(2)

(1)

d. memproduksi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan dalam
negeri dan ekspor serta meningkatkan kegiatan
industri/utilisasi kapasitas industri;

e. memastikan penggunaan Bahan Obat dan bahan
baku Alat Kesehatan produksi dalam negeri oleh
industri farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri;

f.  mengoptimalkan peran akademisi, pelaku usaha,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat; dan

g. menjamin keberlangsungan rantai pasok melalui
lisensi sukarela, lisensi wajib, atau pelaksanaan
paten oleh pemerintah, terutama dalam kondisi
bencana, KLB; atat Wabah:

Untuk menjamin ketahanan nasional, Obat generik
international nonproprietary name yang dipasarkan di
Indonesia han:,fa:__ boleh __:':_E,huﬂtf-ﬂlph industri farmasi dalam
negeri.

Pasal 327

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan
Fasilitas Pelayanan Keschatan harus mengutamakan
penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam
negeri dengan tetap memperhatikan mutu, kualitas,
keamanan, dan kemanfaatan.

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} yang diproduksi oleh industri
Sediaan Farmasi dan Alat  Kesehatan  harus
mengutamakan penggunaan bahan baku produksi dalam
negeri.

Pasal 328

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dalam mengadakan Obat dan Alat
Kesehatan harus mengutamakan Obat dan Alat
Kesehatan yang menggunakan bahan baku produksi
dalam negeri.
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(2) Pengutamaan penggunaan bahan baku produksi dalam
negeri scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
dengan tetap memperhatikan mutu, kualitas, keamanan,
dan kemanfaatan.

Pasal 329

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
kemudahan dalam penyelenggaraan hilirisasi penelitian
nasional untuk meningkatkan daya saing industri
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehalan.

(2) Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah membangun
ckosistem penelitian yang terdiri atas infrastruktur
penelitian, kemudahan  perizinan penelitian  dan
pendukung penelitian, serta sumber daya manusia.

(3] Infrastruktur penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibangun pleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau masvarakat.

(4) Pemerintah Pusat dan Pémerintah Daerah memberikan
kemudahan perizinan  penelittan dan pendukung

penelitian Etbagaima dimaksud pada ayat (2) tanpa
mengurang pelindungan terhadap nilai-nilai penclitian.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
memberikan  dukungan  bagi  institusi dan/atau
masyarakat yang melakukan investasi penelitian
kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pasal 330

Ketentuan mengenai percepatan pengembangan dan
ketahanan industri Sediaan Farmasi dan Alat Keschatan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 331

(1) Dalam rangka mendukung kemandirian industri Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan, Pemerintah Pusat
memberikan insentif bagi industri Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan,



(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
diberikan kepada setiap industri Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan yang melakukan kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi di dalam negeri, serta yvang
melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku
dalam negeri.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2)
berupa fiskal dan nonfiskal,

(4) Pemberian insentif bagi industri Sediaan Farmasi dan
Alat Keschatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 332

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
mitigasi risiko terhadap | Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan lainnya yang
diperiukan dalam lqnndlm darurat, bencana, KLB, atau
Wabah.

(2} Dalam rangka mulaicukan_ mitigasi risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (l); Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, standar,
sistem dan tata kelala Sediaan Fﬂ:mam Alat Kesehatan,
dan Perbekalan Kesehatan lainnya.

Pasal 333

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, sistem, dan tata
kelola Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan
Kesehatan lainnya pada kondisi darurat, bencana, KLB, atau
Wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
TEKNOLOGI KESEHATAN

Pasal 334

(1) Teknologi Kesehatan diselenggarakan, dihasilkan,
diedarkan, dikembangkan, dan dievaluasi melalui
penclitian, pengembangan, dan pengkajian untuk
peningkatan  Sumber Daya Kesehatan dan  Upaya
Kesehatan.
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(2)
(3]

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) termasuk perangkat keras dan perangkat lunak.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong
pemanfaatan produk Teknologi Kesehatan dalam negeri.

Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) harus memenuhi standar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

Dalam mengembangkan Teknologi Kesehatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 334 dapat dilakukan
penelitian di laboratorium, penelitian yang
memanfaatkan hewan ceba, tumbuhan, mikroorganisme
dan bahan biologi mrkunpan, ‘atau penelitian yang
mengikutsertakan manusia. sebagai subjek.

Penelitian schagmrnmia :l:.makauﬁ pada ayat (1) harus
memenuhi kaidab etik, ]m.:dﬂ.h ilmiah, metodologi ilmiah,
dan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundmg—undangan

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan manfaat, risiko, kesclamatan manusia,
dan kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai
subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat persetujuan dari pihak yang menjadi subjek
penelitian.

Penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai
subjek penelitian dilakukan dengan menghormati hak
subjek penelitian, termasuk jaminan tidak merugikan
manusia yang dijadikan subjek penelitian.

Penelitian dengan memanfaatkan hewan coba harus
memperhatikan  kesejahteraan hewan tersebut dan
mencegah dampak buruk yang tidak langsung bag
Kesehatan manusia.

Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3}

(1]

(2)

Pasal 336

Setiap penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
pemanfaatan Teknologi Kesehatan harus
mempertimbangkan potensi risiko dan manfaatnya
terhadap Kesehatan masyarakart.

Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pemanfaatan
Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanalkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 337

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab mendorong :Ba.n mcml'&slluasl keberlanjutan
inovasi  Teknologi Kesehatan  serta  memastikan
keamanan, kemanfaatan, khasiat, dan mutu produk
inovasi Teknologi Krs.ehatan dﬂhm rangka melindungi
masyarakat.

Dalam melaksanakan fanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menetapkan
kebijakan inovasi Teknologi Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan inovasi
Teknologi  Kesehatan  diatur dengan  Peraturan
Pemerintah.

Pasal 338

Dalam rangka mendukung Pelavanan Kesechatan,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong
pemanfaatan Teknologi Kesehatan, termasuk teknologi
biomedis.

Pemanfaatan teknologi biomedis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup teknologi genomik,
transkriptomnik, proteomik, dan metabolomik terkait
organisme, jaringan, sel, biomolekul, dan teknologi
biomedis lain.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pemanfaatan teknologi biomedis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari kegiatan
pengambilan, penyimpanan jangka panjang, serta
pengelolaan dan pemanfaatan material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi,
dan data terkait, yang ditujukan untuk kepentingan ilmu
pengetahuan dan Teknologi Kesehatan dan Pelayanan
Kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi.

Pengambilan, penyimpanan jangka panjang, serta
pengelolaan dan pemanfaatan material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi,
dan data terkait dalam rangka pemanfaatan teknologi
biomedis wajib mendapatkan persetujuan dari Pasien
dan/atau donor,

Kewajiban mendapatkan  persetujuan dari Pasien
dan/atau donor dalam pengelolaan dan pemanfaatan
material dalam bentuk spesimen klinik dan materi
biologi, muatan mfutrnaai, dan data terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} dikecualikan apabila:

a. material dalam bentuk spesimen klinik dan materi
biologi, muatan informasi, dan data yang tidak dapat
ditelusuri identitasnya atau berupa data agregat;

b. material dalam bentuk spesimen klinik dan materi
biologi, muatan informasi, dan data untuk
kepentingan hukum; dan fatau

c. material dalam bentuk spesimen klinik dan materi
biologi, muatan informasi, dan data untuk
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 339

Penyimpanan dan pengelolaan material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi,
dan data untuk jangka panjang harus dilakukan oleh
biobank dan/atau biorepositori.

Biobank dan/atau biorepositori sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan
kesehatan, institusi pendidikan, dan/atau lembaga
penelitian dan pengembangan Kesehatan, baik milik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun swasta.



(3) Penyelenggaraan  biobank dan/atau  biorepositori
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan
penctapan dari Pemerintah Pusat.

(4) Penyelenggaraan biobank dan/atau biorepositori wajib
menerapkan prinsip:

keselamatan hayati dan keamanan hayati;
kerahasiaan atau privasi;

akuntabilitas;

kemanfaatan;

kepentingan umum,;

penghormatan terhadap hak asasi manusia;
etika, hukum, dan medikolegal; dan

sosial budaya, ' |

(5) Penyelenggara hibbaﬂk danjatau biorepositori  wajib
menyimpan spemmen dan data di dalam negeri.

(6) Data dan mfurnmni &alam penyelenggaraan biobank
dan/atau biorepositori ‘harus terintegrasi ke dalam
Sistem Informasi Kesehatan Nasional,

S®oP R0 oo

Pasal 340

(1} Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi,
dan/atau data ke luar wilayah Indonesia dilakukan
dengan memperhatikan prinsip pemeliharaan kekayaan
sumber daya hayati dan genetika Indonesia.

(2) Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi,
dan/atau data ke luar wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila:
a. cara mencapai maksud dan tujuan pemeriksaan

tidak dapat dilakukan di Indonesia;

b. pemeriksaan dapat dilakukan di Indonesia tetapi
untuk mencapai tujuan utama penelitian, perlu
dilakukan pemeriksaan di luar wilayah Indonesia;
dan/atau
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2]

(3)

c. untuk kepentingan kendali mutu dalam rangka
pemutakhiran  akurasi kemampuan  standar
diagnostik dan terapi.

Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi
dan/atau data keluar wilayah Indonesia harus dilengkapi
dengan perjanjian alih material yang disusun
berdasarkan prinsip pembagian manfaat vang memenubhi
keadilan, keselamatan, dan kemanfaatan.

Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk
spesimen klinitk dan materi biologi, muatan informasi,
dan/atau data keluar wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sctelah
mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 341

Pengambilan dan pengirithan | material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi - biologi hanya dapat
dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, tenaga
pendukung atau penunjang kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan.

Syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman
material dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 342

Setiap Orang dilarang melakukan diskriminasi atas hasil
pemeriksaan dan analisis genetik seseorang.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikenai sanksi
administratiif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah  sesuai dengan kewenangannya  berupa
pengenaan  denda  administratif sampai  dengan
pencabutan izin.

Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 343

Penggunaan material dalam bentuk spesimen klinik dan
materi biologi, muatan informasi, dan/atau data biomedis oleh
industri  atau untuk kepentingan komersial harus
mendapatkan izin Pemerintah Pusat.

Pasal 344

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknologi Kesehatan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Bagian Kesatiy

Umum

Pasal 343

(1) Dalam rangka melakukan ﬂ-paya'!{egehatan vang efektif
dan efisien disclenggarakan Sistem Informasi Kesehatan,

(2) Sistem Informasi Kesshatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disclenggarakan oleh:

a, Pemerintah Pusat,

b. Pemerintah Daerah;

¢. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

d. masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok.

(3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan dengan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

(4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan dapat memberikan
dukungan kepada penyelenggara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dalam pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(6]

(7)

(1)

Bagian Kedua

Tata Kelola Sistem Informasi Kesehatan

Pasal 346

Penyelenggara Sistem Informasi Keschatan
melaksanakan tata kelola Sistem Informasi Kesehatan
yang mendukung pelayanan di bidang Kesehatan.

Tata kelola Sistem Informasi Kesechatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan
untuk menjamin mutu dan keandalan sistem.

Tata kelola Sistem [nformasi Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan sesuai dengan
arsitektur Sistem Informasi Kesehatan.

Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} disusun sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri.

Selain  untuk kgpenungﬂn nwndukung pelayanan di
bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggaraan Sistem - Informasi Kesehatan juga
ditujukan untuk pengembangan sistem informasi di
bidang bioteknologi Kesehatan,

Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib
melakukan pemrosesan data dan informasi Kesehatan di
wilayah Indonesia.

Penyelenggara Sistem  Informasi Kesehatan dapat
melakukan pemrosesan data dan informasi Kesehatan di
luar wilayah Indonesia yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 347

Penyelenggara Sistem Informasi Keschatan wajib
memastikan keandalan Sistem Informasi Kesehatan yang
meliputi:

a, ketersediaan;

b. keamanan;

c. pemeliharaan; dan

d

integrasi.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1

(2)

Keandalan Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a.  menguji kelaikan sistem;

menjaga kerahasiaan data;

menentukan kebijakan hak akses data;
memiliki sertifikasi keandalan sistem; dan
melakukan audit secara berkala.

o oo o

Pasal 348

Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib
menyediakan data dan informasi Kesechatan yang
berkualitas.

Masyarakat dapat mengakses data yang bersifat publik
dan/atau data Kesehatan dmnya melalui penyelenggara
Sistemn Informasi’ [:{eath.atan yvang terintegrasi dalam
Sistem Infm’muﬁs Kesehatan Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan penmdaﬂg-ﬂndangan

Pemrosesan data dan-informasi Kesehatan dilaksanakan
sesual  dengan . kelenluan . peraturan  perundang-
undangan. '

Pasal 349

Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib
melaksanakan pemrosesan data dan informasi Kesehatan
yang meliputi:

pemanfaatan; dan

perencanaan;
b. pengumpulan;
c, penyimpanan;
d. pemeriksaan,
e. transfer;

g.

pemusnahan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditujukan untuk menentukan daftar data dan
informasi vang akan dikumpulkan.
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(5)

(6]

(7

(8]

(9

(10)

(11)

(12)
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Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan
data.

Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf c dilaksanakan dalam pangkalan data pada tempat
yvang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan
menggunakan media penvimpanan elektronik dan/atau
nonelektronik.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas
data dan informasi.

Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan antarpenyelenggara Sistemn Informasi
Kesehatan melalui Sistem lnfnrmani Kesehatan Nasional.

Data dan informasi yang dikelola oleh penyelenggara
Sistem Informasi Kcsﬁhatan dapat ditransfer ke luar
wilayah [nduneam untuk  fujuan yang spesifik dan
terbatas dengan izin dari Pemerintah Pusat.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ dilaksanakan untuk;

a. Kesehatan perseorangan;

b. Kesehafar masyatakat:”

¢. pembangunan Kesehatan; dan
d. pengambilan kebijakan,

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf g dapat dilaksanakan oleh penyelenggara Sistem
Informasi Kesehatan setelah  berakhirnya masa
penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyvelenggara Sistem Informasi Kesehatan dapat
memusnahkan data dan informasi setelah berakhirnya
masa penyimpanan.

Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib
mencatat riwayat pemrosesan data dan informasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan data dan
informasi  Kesehatan  diatur dengan  Peraturan
Pemerintah.



(1)

(2)

(1)

(2

(3)

Pasal 350

Sistem Informasi Kesehatan memuat data dan informasi
yang bersumber dari:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. badan/lembaga vang menyelenggarakan program
jaminan sosial nasional;

d. badan/lembaga lain vang
menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan;

e. kegiatan masyarakat selain Fasilitas Pelayanan
Keschatan;

f. pelaporan mandiri perseorangan; dan
g. sumber lainfoya.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas datd dan informasi pribadi serta data dan
informasi publik.

Pasal 35:‘.1

Penyelenggara. . -Sistem, . Informasi - Keschatan wajib
menjamin pelindungan’ dala dan informasi Kesehatan
setiap individu.

Pemrosesan data dan informasi Keschatan vyang
menggunakan data Kesehatan individu wajib
mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan/atau
memenuhi  ketenfuan lain  yang menjadi dasar
pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan
data pribadi.

Pemnilik data sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
berhak:

a. mendapatkan informasi mengenai tujuan
pengumpulan data Kesehatan individu;

b. mengakses dan melakukan perbaikan data dan
informasi melalui penyelenggara Sistem Informasi
Kesehatan;

¢. meminta penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan
mengirimkan datanya ke penyelenggara Sistem
Informasi Kesehatan lainnya;
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(4)

(3)

(6)

(1)

(2

d. meminta penvyelenggara Sistem Informasi Kesehatan
menghapus data yang tidak benar atas persetujuan
pemilik data; dan

e. mendapatkan hak subjek data pribadi lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pelindungan data pribadi.

Hak pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan untuk kepentingan tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
pelindungan data pribadi.

Penyelenggara Sistem Informasi Kesechatan wajib
menginformasikan kepada pemilik data apabila terdapat
kegagalan pelindungan data dan informasi Keschatan
individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelindungan data pribadi.

Pelindungan data dan informasi Kesehatan setiap
individu  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.,

BAR XII
KEJADIAN LUAR BIASA DAN WABAH

Bagian Kesatu

Kejadian Luar Biasa

Pasal 352

Untuk melindungi masyarakat dari KLB, Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan kewaspadaan KLB,
penanggulangan KLB, dan pasca-KLB.

Kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan
pasca-KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara terkoordinasi, komprehensif, dan
berkesinambungan di wilayah, Pintu Masuk, dan
pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas
domestik.



(3)

(1)

(2)

Dalam  pelaksanaan kegiatan kewaspadaan KLEB,
penanggulangan KLB, dan pasca-KLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] melibatkan unsur Tenaga Medis,
Tenaga Kesehatan, akademisi atau pakar, Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, lintas sektor, dan/atau tokoh
masyarakat/agama.
Pasal 353

Bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri harus
menetapkan KLB jika pada suatu daerah tertentu
terdapat penyakit atau masalah Kesehatan vang
memenuhi kriteria KLB.

Kriteria KLB sebagaimana dimmaksud pada avat (1) terdiri

atas:

a. timbulnya suatu penyakit atau masalah Kesehatan
vang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal;

b. peningkatan kejadian.sécara terus menerus selama
3 (tiga) kurun wakty dalam jam, hari, atau minggu
berturut-turuty

c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau

lebih jika dibandingkan dengan periode sebelumnya;

d. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan
selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan
2 (dua) kali atau lebih;

e. angka kematian akibat penyakit atau masalah
Kesehatan dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu
menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen)
atau lebih;

f. angka proporsi penyakit penderita baru pada satu
periode menunjukkan kenaikan 2 {dua) kali atau
lebih  jika dibandingkan dengan satu periode
scbelumnya dalam kurun wakwmu vyang sama;
dan/atau

g  kriteria lain vang ditetapkan oleh Menteri.
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(3)

(4

(1)

(2)

Bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri harus
mencabut penetapan KLB jika daerah tidak lagi
memenuhi kriteria KLB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria KLB, penetapan,
dan pencabutan KLB diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 354

Bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri yang
menetapkan KLB wajib segera melaksanakan kegiatan
penanggulangan KLB.
Kegiatan penanggulangan KLB ‘sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi;

a.  penyelidikan epidemiologis;

b. pelaksanaan surveilans;

c. pengendalian faktor risiko;
d. pemusnahan penyebab KLB;
e. pencegahan dan pengebalan;
. promosi Kesehatan;

g. komunikasi risiko;

h. penatalaksanaan kasus;

-
H

penanganan jenazah akibat KLB; dan

j.  upaya penanggulangan lainnya vang diperlukan

sesual dengan penyvebab KLB.

Pasal 355

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kewaspadaan KLB,
penanggulangan KLB, dan pasca-KLB diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua
Wabah

Paragraf 1

Umum

Pasal 356

Untuk melindungi masyarakat dari Wabah, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Kewaspadaan
Wabah, penanggulangan Wabah, dan pasca-Wabah.

Penetapan Jenis Penyakit yan_g'ﬁeﬁj:pttna_i Menimbulkan Wabah

Pasal 357 _
(1) Dalam rangka Kewa'gpaé:l&ah Wabah ditetapkan jenis
penyakit yaing betpaterisi ieninibiilkan Wabah.
(2) Jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan
dalam:

a. penyakit menular endemis tertentu;
b.  penyakit menular baru; dan/atau
c.  penyakit menular lama yang muncul kembali.

(3) Jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan kriteria:

a. penyakit vang disebabkan oleh agen biologi;

b. penvekit vang dapat menular dari manusia ke
manusia dan/atau darn hewan ke manusia;

c. penyakit yang berpotensi menimbulkan sakit vang
parah, kedisabilitasan, dan/atau kematian; dan
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(4)

(5

(1)

(2)

d. penyakit yvang berpotensi meningkat dan menyebar
secara cepat.

Jenis penyakit vang berpotensi menimbulkan Wabah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.

Menteri dapat menetapkan perubahan jenis penvakit
vang berpotensi menimbulkan Wabah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan
perkembangan epidemiclogis penyakit, sosial budaya,
keamanan, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Paragrai 3
Kewaspadaan Wabah di Wilayah

Pasal 358

Dalam rangka Kewaspadaan Wabah di wilayah,

Pemerintah Daerah kabupdten/kota dan Pemerintah

Daerah provinsi harus melaksanakan kegiatan:

a. pengamatan terhadap terjadinya jenis penyakit yang
berpotensi menimbulkan Wabah dan pemetaan
faktor risiko terjadinya Wabah;

b. penanganan terhadap kasus penyakit vyang
berpotensi menimbulkan Wabah dan faktor
risikonya;

c. penetapan Daerah Terjangkit KLB dan
penanggulangan KLB; dan

d. kesiapsiagaan sumber daya apabila sewaktu-waktu

terjadi Wabah.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara komprehensifl dan
berkesinambungan.



Parapgraf 4
Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk

Pasal 359

Dalam rangka Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk dan
perlintasan antardaerah, Pemerintah Pusat melaksanakan
kegiatan pengamatan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit
yang berpotensi menimbulkan Wabah, baik di Pintu Masuk
maupun pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu
lintas domestik.

Pasal 360

(1) Dalam rangka pengamatan penyakit dan/atau faktor
risiko penvakit vang berpotensi menimbulkan Wabah
dilakukan pengawasan térhadap alat angkut, orang,
barang, dan/atau lingktingan.

(2) Pengawasan terhadap alat angkut sebagaimana
dimaksud pada ayat [l). diakukan terhadap kapal,
pesawat udara, dan kendarsan darat yang melayani
angkutan sipil, baik pada saat kedatangan maupun
keberangkatan. Y

(3] Selain terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan
darat vyang melavani angkutan sipil scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), pengawasan juga dilakukan
terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat
nonsipil untuk kebutuhan transportasi perang, pejabat
negara, dan/atau tamu negara vang pelaksanaannya
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(4) Dalam hal ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko
penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di Pintu
Masuk atau pelabuhan dan bandar udara yang melayani
lalu lintas domestik, segera dilakukan tindakan
penanggulangan.

(3] Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat berupa:

a. skrining, rujukan, isnlasi atau karantina, pemberian
kekebalan, pemberian profilaksis, disinfeksi,
dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai
dengan indikasi;
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(©)

(7)

(8]

(9)

(1)

(2)

b. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, danj/atau
deratisasi terhadap alat angkut dan barang;
dan/atau

¢. tindakan penanggulangan lainnya.

Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan sesuai dengan jenis agen penyakit dan
cara penyebarannya.

Dalam hal terdapat orang yang tidak bersedia dilakukan
tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), kementerian yvang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang  kesehatan  berwenang
merekomendasikan kepada maskapai penerbangan, agen
pelayaran, atau agen kendaraan darat untuk menunda
keberangkatan atau mengeluarkan rekomendasi kepada
pejabat imigrasi untuk dilakukan penolakan.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keschatan dalam melaksanakan
kegiatan pcnanggulm'tgan ‘sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat melibatkan l.mizgs sektor dan Pemerintah
Daerah.

Ketentuan  lebih [ﬁ.ﬁjﬁt mengenai tindakan

penanggulangan” sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Permerintah.

Pasal 361

Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan mendapatkan
informasi mengenal terjadinya peningkatan penularan
penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yvang berpotensi
menimbulkan Wabah di negara lain, kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
kesehatan harus meningkatkan kewaspadaan dan
melakukan langkah yang diperlukan dalam rangka cegah
tangkal penvakit di Pintu Masuk.

Dalam hal Wabah telah menyebar di berbagai negara,
Menteri  mengeluarkan  peraturan  tata  laksana
pengawasan dan/atau  tindakan  penanggulangan
terhadap alat anghut yang datang dari atau ke luar negeri
sesuai dengan karakteristik penyebab/agen penyakit dan
cara penularannya, termasuk kemungkinan pembatasan
mohilitas orang dan barang di Pintu Masuk.



(3) Dalam rangka cegah tangkal penyakit di Pintu Masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
merekomendasikan penutupan Pintu Masuk kepada
Presiden.

Pasal 362
Setiap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang:
a. datang dari atau berangkat ke luar negeri; atau
b. datang dan Daerah Terjangkit,

berada dalam pengawasan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 363

(1) Setiap nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi pada
saat kedatangan atau melewali pos lintas batas negara
wajib menginformasikan apabila terdapat orang sakit
dan/atau meninggal yang diduga kuat diakibatkan oleh
penyakit dan/atau faktor risiko peényakit vang berpotensi
menimbulkan Wabah  kepada Petugas Karantina
Kesehatan. ' :

(2) Penyampaian informasi oleh nakhods, kapten penerbang,
atau pengemudi scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan menverahkan dokumen deklarasi
kesehatan untuk kapal, pesawat udara, dan kendaraan
darat pada saat kedatangan kepada Petugas Karantina
Keschatan.

(3} Nakhoda, kapten  penerbang, atau pengemudi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilarang
menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang
sebelum mendapat surat persetujuan dari kementerian
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Pasal 364

(1) Terhadap alat angkut yang terdapat orang sakit dan /atau
meninggal yvang diduga kuat diakibatkan oleh penyakit
dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi
menimbulkan Wabah, Petugas Karantina Kesehatan
berwenang melakukan pemeriksaan dan tindakan
penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360
ayat (3).
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(2) Ketentuan mengenai kegiatan pemeriksaan dan tindakan
penanggulangan terhadap kendaraan darat di pos lintas
batas negara diatur melalui perjanjian antara kedua

negara.

Pasal 365

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kapal,
pesawat udara, dan kendaraan darat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 266
(1) Setiap alat angkut, orang, dan/atau barang yang;
a. datang dari atau berangkat ke luar negeri; atau

b. datang dari) atau berangkat ke daerah/negara
endemis atau terjangkit,

harus dilengkapi dengan Dokumen Karantina Kesehatan,
(2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan

pencegahan masuk dar/atau keluarnya penyakit

dan/atau  [aktor risiko penyakit vang berpotensi

menimbulkan Wabah.

Pasal 367

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penerbitan, dan
pembatalan Dokumen Karantina Kesehatan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Daerah Wabah

Pasal 368

(1} Menteri menetapkan atau mencabut penetapan daerah
tertentu sebagai Daerah Terjangkit Wabah.

(2) Untuk menetapkan daerah tertentu sebagai Daerah
Terjangkit Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mempertimbangkan aspek:



etiologi penyakit;

situasi kasus dan kematian;

kapasitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau
kondisi masyarakat.

a o o op

(3) Ketentuan lebth lanjut mengenai penetapan dan
pencabutan penctapan Daerah Terjangkit Wabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 369

Dalam hal Wabah berdampak mengancam dan berpolensi
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
menyebabkan jumlah korban, kerugian ekonomi, cakupan
luas wilayah yang terkena Wabah, dampak sosial ekonomi
yvang ditimbulkan, dan kerusakan lingkungan, Menteri
mengusulkan penetapan Wabah sebagai bencana nasional
nonalam kepada Presiden.

Pasal 370
Dalam hal terjadi situasi Wabah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 369, Presiden menetapkan Wabah sebagai
bencana nasional nonalam sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragrafl 6
Penanggulangan Wabah

Pasal 371

Penanggulangan Wabah dilaksanakan segera setelah
penetapan Daerah Terjangkit Wabah dengan memperhatikan
asas kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 372
Penanggulangan Wabah dilakukan melalui kegiatan:
a. investigasi penyakit;
b. penguatan surveilans;
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I B

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

penanganan penderita,;

pengendalian faktor risiko;

penanganan terhadap populasi berisiko;
komunikasi risiko; danfatau

tindakan penanggulangan lainnya.

Pasal 373

Investigasi penvakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 huruf a dilakukan untuk mendapatkan
informasi tentang ctiologi penyakit, sumber penyakit, dan
cara penularan atau penyebaran penyakit Wabah.

Informasi mengenai etiologi penyakit, sumber penyakit,
dan cara penularan atau penyebaran penyakit Wabah
sebagaimana dimaksud padnaynt (1) digunakan sebagai
pertimbangan dalam . menentukan tindakan
penanggulangan.

Pasal 374

Penguatan _surveilans sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 huruf b dilakukan untuk penemuan kasus dan
identifikasi mendalam tentang karakteristik  dari
ctiologi/agen penyakit dan f{aktor risikonya dengan
berbasis laboratorium dan/atau penelitian ilmiah.

Surveilans sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan melalui kegiatan pengamatan yang sistematis
dan terus-mencrus tentang Kkejadian penyakit dan
kondisi yang mempengaruhi terjadinva peningkatan dan
penularan penyakit untuk memperoleh dan memberikan
informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan
penyalat secara efektif dan efisien.

Pasal 375

Penanganan penderita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 huruf ¢ dilakukan upayva tata laksana
penderita sesuai dengan kebutuhan medis.

Penanganan penderita sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. isolasi;



(3)

(4)

(5)

()

(7)

(8)

(1)

(2)

b. karantina; dan/atau
c. pengobatan dan perawatan.

Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau
tempat lain yang memungkinkan penderita mendapatkan
akses Pelayanan Kesehatan untuk mempertahankan

kehidupannya.

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat dilaksanakan di rumah, Rumah Sakit, tempat
kerja, alat angkut, hotel, wisma, asrama, dan tempat
atau wilayah lainnya dengan mempertimbangkan aspek
epidemiologi.

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat dilakukan tcrhﬂdap orang, barang, dan alat
angkut.

Pengobatan dan p:mwatan nebagmmana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dﬂaksarmk,an pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan = standar dan ketentuan
peraturan perundang-undangar,

Pemerintah Pusat dan P.g:mﬂ‘rmtﬂh Daerah bersama
dengan masyarakat ‘bertanggung jawab memfasilitasi
pelaksanaan isolasi atau Karantina.

Dalam hal" penderita  sebagaimana dimaksud pada
avat (2} memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan
isolasi atau karantina, wajib dilakukan isolasi atau
karantina guna mengurangi terjadinva penyebaran
penyakit Wabah.

Pasal 376

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 huruf d dilakukan untuk memutus rantai
penularan penyakit dari faktor risiko yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi
serta karakteristik dari faktor risiko tersebut, termasuk
kemungkinan pemusnahan faktor risiko dimaksud.

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) meliputi:

a. penyvehatan, pengamanan, dan pengendalian vang
ditujukan untuk memperbaiki faktor risiko
lingkungan dan/atau memusnahkan agen biologi
penyebab penyakit;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

b. pencegahan dan pengendalian infeksi; dan/atau
c. penanganan jenazah.

Pasal 377

Penanganan terhadap populasi berisiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 372 hurufl e dilakukan untuk
mencegah dan mengurangi risiko penyebaran penyakit.

Penanganan terhadap populasi berisiko scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian kekebalan;
b. pemberian profilaksis; dan/atau
c. pembatasan ksgta,tan sosial kemasyarakatan.

Pembatasan kegiatan. . sosial kemasyarakatan
sebagaimana d1maksudpaﬂa ayat [2) huruf ¢ meliputi:

a. peliburan sekolah &ﬁﬁ-temgﬂ.li kerja;
b. pembatasan l-:egmtankcagnmaan,

c. pembatasan kegidatan di tempat atau fasilitas umum;
dan/atau

d. pembatasan kegiatan lainnya.

Pasal 378

Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 372 huruf [ dilakukan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan
peran masyarakat dalam upaya penanggulangan Wabah.

Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pemberian informasi dan/atau edukasi kepada
masyarakat; dan/atau

b. mobilisasi sosial,

Pasal 379 ...



Pasal 379

(1) Kegiatan penanggulangan Wabah dilaksanakan secara
terintegrasi, komprehensif, dan tepat sasaran dengan
melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah
Daerah.

(2) Dalam penanggulangan Wabah, Pemerintah Pusat dapat
bekerja sama dengan negara lain atau badan
internasional.

Pasal 380

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan
penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 371 sampai dengan F'asai 379 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 7
Kegiatan Pasqa—ﬁ.’ﬁﬁ_ah:

Pasal 381

(1) Untuk pemulihan  pasca-Wabah - dilakukan kegiatan
normalisasi;

a. Pelayanan Kesehatan; dan
b. kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

(2) Selain pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap dilakukan upaya pencegahan terulangnya Wabah
melalui kegiatan:

a. penguatan surveilans Kesehatan; dan
b. pengendalian faktor risiko.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Pusat secara terintegrasi, komprehensif, tepat
sasaran, dan berkesinambungan sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan
pasca-Wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah,
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2

Bagian Ketiga
Laboratorium

Pasal 382

Dalam hal penanggulangan KLB dan Wabah diperlukan
sampel dan/atau spesimen untuk konfirmasi
laboratorium, pelaksanaan pengambilan sampel dan
konfirmasi dilakukan pada laboratorium terdekat yang
memiliki kemampuan.

Pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1] mengutamakan kedaulatan dan kepentingan
nasional, pemanfaatan - untuk masyarakat, serta
kemajuan ilmu pﬂﬂﬁtﬂhﬂ&ﬂ dan teknologi.

Dalam hal konfi nnaai ]ahnratﬂnum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan dengan negara
lain, pelaksanaannya: harus: dﬂnk‘ukan sesuai dengan
ketentuan pera:tm‘an pﬂﬂndﬂng-lmdﬂng&n yang
mengatur mengenm per]&n]mn allh material.

Bagian Keempat
Pengelolaan Limbah

Pasal 383

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab
terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan
penanggulangan KLB dan Wabah.

Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 384

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Daerah provinsi  wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan kewaspadaan KLB dan Wabah, kegiatan
penanggulangan KLB dan Wabah dan/atau kegiatan
pasca-KLB dan pasca-Wabah kepada Menteri secara
berkala.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berisi perkembangan situasi KLB dan Wabah serta
kegiatan penanggulangan yang dilakukan.

Pasal 385

Menteri wajib melaporkan setiap perkembangan situasi
KLB dan Wabah dan kegiatan penanggulangan KLB dan
Wabah kepada Presiden.

Berdasarkan laporan -sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Ménteri menghiiuimken perkembangan KLB dan
Wabah dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi,
budaya, politik, dan keamanan vang mungkin timbul.

Bagian Keenam
Sumber Daya

Pasal 386

Sumber daya dalam upaya penanggulangan KLB dan Wabah
meliputi:

a.

b
&.
d

L

sumber daya manusia;
teknologi;

sarana dan prasarana;
Perbekalan Kesehatan; dan

pendanaan.
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Pasal 387

Sumber daya manusia sébagaimana dimaksud dalam
Pasal 386 huruf a merupakan Tenaga Medis, Tenaga
Kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 388

(1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib ikut
serta dalam kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah.

(2) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
melakukan mobilisasi tenaga . cadangan Kesehatan
sebagaimana diﬁ'lékﬁud dalam Pasal 238,

(3) Ketentuan lebih @ lanjur ml:ngmal mobilisasi tenaga
cadangan Kes¢hatan ' sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 380

(1) Teknologi ‘sebagaimara  dimaksud  dalam Pasal 386
huruf b berupa penerapan dan pengembangan:

a. teknologi tepat guna;

metode uji laboratorium;

metode pengobatan;

teknologi manajemen informasi dan komunikasi; dan

P a0 o

penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diutamakan penelitian yang berbasis pelayanan.

Pasal 390

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 386 huruf c¢ berupa seluruh fasilitas yang diperlukan
untuk mendukung kegiatan kewaspadaan KLB dan Wabah,
penanggulangan KLB dan Wabah, dan pasca-KLB dan pasca-
Wabah.



Pasal 391

Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 386 hurul d meliputi Alat Kesehatan, Obat, vaksin,
bahan medis habis pakai, dan bahan/alat pendukung lainnva
yang diperlukan dalam  menyelenggarakan  kegiatan
kewaspadaan KLB dan Wabah, penanggulangan KLB dan
Wabah, serta pasca-KLB dan pasca-Wabah.

Bagian Ketujuh
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1
Hak

Pasal 392

Setiap orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau
masalah Kesehatan vang menyebabkan KLB atau akibat
penyakit yang menyebabkan Wabah yang telah ditetapkan
status KLB atau Wabah berhak mendapatkan Pelayanan
Kesehatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 393

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan yang melaksanakan
upayva penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas
pelindungan hukum dan keamanan serta jaminan
kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pelindungan hukum dan keamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} termasuk pelindungan wvang
diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
dalarmn melaksanakan kegiatan investigasi dan memasuki
wilayah atau mendapatkan akses kepada masyarakat
tertentu yang diduga sakit akibat penyakit atau masalah
Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB, atau
akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.

(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
termasuk mendapatkan pelindungan diri dari risiko
penularan.
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Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 394

Setiap Orang  wajib  mematuhi semua  kegiatan
penanggulangan KLB dan Wabah yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 395

Setiap Orang yvang mengetahui adanya orang sakit atau
diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan
vang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit
vang berpotensi menimbulkan Wabah harus segera
melaporkan Lnepnda, _ aparatur pemerintahan
desa/kelurahan’ dam,fatau Famhtaa Pelayanan Kesehatan
terdekat.

Aparatur pcméﬁntahan _desa/kelurahan  dan/atau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima laporan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang
mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat
penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi
menimbulkan KLB atau akibat penyakit yvang berpotensi
menimbulkan Wabah  wajib melaporkan kepada
perangkat daerah vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan setempat.

Aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan/atau
Fasilitas Pelayanan Keschatan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah
Pusat sesuai dengan kewenangannya berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
¢. usulan pemberhentian dari jabatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 396

Dalam keadaan KLB dan Wabah seluruh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, baik milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah maupun masyarakal, wajib memberikan Pelayanan
Kesehatan terhadap orang sakit atau diduga sakit akibat
penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi
menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi
menimbulkan Wabah.

Pasal 397

(1) Setiap Orang yang mengelola bahan yang mengandung
penyebab dan/atau agen biologi penyebab penyakit dan
masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB
dan Wabah wajib.memenuhi standar pengelolaan.

(2) Ketentuan mengenai. smuﬁnr pengelolaan bahan vang
mengandung pmfchab dan/atau agen biologi penyebab
penyakit dan masalah Kesehatan vyang berpotensi
menimbulkan KLB dan Wabah diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 398

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memberikan
Pelayanan Kesehatan terhadap orang sakit atau diduga
sakit akibal penyakit atau masalah Kesehatan yang
berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang
berpotensi menimbulkan Wabah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 396 dan Setiap Orang yvang mengelola bahan
yang mengandung penyebab dan/atau agen bioclogi
penyebab penyakit dan masalah Kesehatan vang
berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah yang tidak
memenuhi standar pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 397 dikenai sanksi administratif oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Paragrafl 3

Larangan
Pasal 399

Setiap Orang dilarang:

a. melakukan kegiatan menyebarluaskan bahan vyang
mengandung penyebab penyakit dan masalah Kesehatan
vang berpotensi menimbulkan KLB; dan/atau

b. melakukan kegiatan menyebarluaskan agen biologi

penyebab penyakit vang berpotensi menimbulkan KLB
dan Wabah.

Paaai 4{}(] R

Setiap Orang dilarang mienghalang-halangi pelaksanaan
upaya penanggulangan KLB dan Wabah.

(1)

(2)

(3)

BAB XIl1,
PENDANAAN KESEHATAN

Pasal 401

Pendanaan Kesehatan bertujuan untuk mendanai
pembangunan Kesehatan secara berkesinambungan
dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil,
dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdayva
guna untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya.

Unsur pendanaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas sumber pendanaan, alokasi, dan
pemanfaatan,

Sumber pendanaan Kesehatan berasal dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.



(1)

(2)

(3]

(4)

(5)

(1)

Pasal 402

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan pendanaan
Keschatan secara nasional dan regional untuk
memastikan tercapainya tujuan pendanaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (1).

Untuk mendukung pemantauan pendanaan Keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat
mengembangkan sistem informasi pendanaan Kesehatan
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan
Nasional.

Sistem informasi pendanaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan seperangkat tatanan
yang terintegrasi meliputi data, informasi, indikator, dan
capaian kinerja pendanaan Kesehalan yang dikelola
secara terpadu wntuk  mengarahkan tindakan atau
keputusan dalam pembangunan Kesehatan.

Sctiap  Fasilitas  Pelayenan  Kesehatan, instansi
Pemerintah Pusat dan. Pemerintah Daerah, badan yang
menyelenggarakan pmgfam jaminan sosial di bidang
kesehatan, badun vang menyelenggarakan program
jaminan sosial di bxdang ketenagakerjaan, badan usaha
milik negara, badan usaha milik dacrah, lembaga swasta,
dan mitra pembanhgunan  yang menjalankan fungsi
Keschatan melaporkan realisasi belanja Kesehatan dan
hasil capaian setiap tahun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui sistem informasi
pendanaan Kesehatan,

Ketentuan lebibh lanjut mengenai pengembangan dan
pelaksanaan sistem informasi pendanaan Kesehatan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 403

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab menyediakan dana yang dimanfaatkan untuk
seluruh kegiatan:

a, Upaya Kesehatan;
b. penanggulangan bencana, KLB, dan/atau Wabah;

c. penguatan Sumber Daya Kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat;

d. penguatan pengelolaan Kesehatan,
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e. penelitian, pengembangan, dan inovasi bidang
Kesehatan; dan

f. program Kesehatan strategis lainnya sesuai dengan
prioritas  pembangunan nasional di @ sektor
Kesehatan.

(2) Pendanaan untuk seluruh kegiatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dan sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 404

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
atas pendanaan peémeriksaan dan  Pelayanan Kesehatan
terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat
untuk kepentingan hukum

Pasal 405
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak
swasta terkait bertanggung jawab terhadap pendanaan
yvang timbul dalam hal terdapat kejadian ikutan
pascapemberian Obat pencegahan massal dan imunisasi
dalam penanggulangan penyakit, termasuk
penanggulangan KLB dan Wabah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikit digunakan untuk:

a. audit kausalitas;

b. Pelayanan Keschatan, termasuk rehabilitasi medis;
dan

c. santunan terhadap korban.

Pasal 406

Pendanaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan
Rumah Sakit, anggaran Pemerintah Pusat, anggaran
Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain vang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 407

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat dapat memberikan bantuan pendanaan
dalam rangka peningkatan dan pemberian Pelayanan
Kesehatan kepada masyarakat.

(2) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 408

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendanaan
Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 402

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan
anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

(2) Anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
anggaran selain untuk gaji dalam lingkup peningkatan
Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan tetap
memperhatikan  kesejahteraan  bagi  Sumber Daya
Manusia Kesehatan.

(3) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Kesehatan
dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai
dengan kebutuhsn program nasional yang dituangkan
dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan
memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

(4} Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai
dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu
pada program Kesehatan nasional yang dituangkan
dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan
memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.
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(5)

16)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengalokasian  anggaran  Kesehatan  sebagaimana
dimaksud pada avat (3) dan ayat (4), termasuk
memperhatikan penyelesaian permasalahan Keschatan
berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi.

Dalam penyusunan anggaran Kesehatan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat  berwenang  untuk
menyinkronkan kebutuhan alokasi anggaran untuk
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403.

Pasal 410

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja pendanaan
Kesehatan, Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif
atau disinsentif kepada Pemerintah Dacrah sesuai
dengan capaian kinerja- program dan Pelayanan
Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemberian ms;enm; _ntau- disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 411

Pendanaan Upaya Keschatan perseorangan melalu
penyelenggaraan program jaminan keschatan
disclenggarakan oleh badan yang menyelenggarakan
program jaminan sosial di bidang kesehatan.

Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) bersifat wajib bagi seluruh penduduk,

Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin agar
masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan
pelindungan Kesehatan guna memenuhi kebutuhan
dasar Kesehatan,

Kebutuhan dasar Keschatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] merupakan kebutuhan esensial yang
menyangkut Pelayanan Kesehatan perseorangan, baik
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif
sesuai dengan siklus hidup dan epidemiologi tanpa
melihat sosial ekonomi dan penyebab masalah
Kesehatan.



(3]

(©)

Penduduk yang ingin mendapat manfaat tambahan dapat
mengikuti asuransi kesehatan tambahan dan/atau
membayar secara pribadi.

Manfaat tambahan melalui asuransi kesehatan
tambahan sebagaimana dimsksud pada ayat (5) dapat
dibayarkan oleh pemberi kerja dan/atau dibayar secara
pribadi, yang dilaksanakan dengan koordinasi antar
penjamin kesehatan lainnva.

Pasal 412

Penyelenggaraan program jaminan kesechatan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. BAB XY

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

(1)

(2)

Pasal 413

Dalam rangka pembangunnn Kesehatan diperlukan

koordinasi | dan Sinkronisasi « kebijakan di bidang
Keschatan antarkementerian /lembaga dan pihak terkait.

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:

a. melaksanakan pencegahan dan  penanganan
permasalahan kebijakan di bidang Kesehatan;

b. menyinergikan dan mengonsolidasikan pelaksanaan
kebijakan di bidang Kesehatan
antarkementerian /lembaga dan pihak terkait; dan

¢. mengakselerasikan pembangunan dan menguatkan
sistem Kesehatan.

Pasal 414

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 413 dilakukan dengan memperhatikan transparansi,
kontinuitas, akuntabilitas, keprofesionalan, dan keterpaduan
pelayanan serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
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Pasal 415

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 413 paling sedikit dilaksanakan melalui:

a. penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang
relevan atau berpengaruh terhadap proses akselerasi
pembangunan Kesehatan;

b. penyusunan strategi pencapaian dan prioritas program
dan kegiatan pembangunan Kesehatan;
¢. penetapan kriteria dan indikator untuk penilaian

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Kesehatan;

d. penilaian terhadap kondisi stabilitas dan ketahanan
sistem Kesehatan;

e. penetapan langkah kmnimmi untuk mencegah krisis
Kesehatan dan —memperkuat ketahanan  sistem
Kesehatan; dan =y

f. koordinasi peningkatan program Kesehatan masyarakat,
terutama yang bersifat promotif dan preventif.

Pasal 416

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan sinkronisasi
penguatan sistem Kesehatan diatur dengan Peraturan
Presiden.

BAB XV
PARTISIPAS]I MASYARAKAT

Pasal 417

(1) Masyarakat berpartisipasi, baik secara perseorangan
maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan
pembangunan Kesehatan dalam rangka membantu
mempercepat pencapaian derajat Kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.



(3)

(4)

(1

(2)

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mengoordinasikan partisipasi sebagaimana dimaksud
pada ayat [1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 418
Pemerintah Pusat dan Pamqnntah Daerah melakukan
pembinaan terhadap -masyarakat dan  setiap

penyelenggaraan kﬁg;atan vang berhubungan dengan
Sumber Daya Kesehatan dan Upaya Kesehatan.

Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kewaspadaan KLB dan Wabah,
penanggulangan KLB dan Wabah, serta kegiatan pasca-
KLB dan  pasca-Wabah secara terpadu  dan
berkesinambungan.

Pasal 419

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418
diarahkan untuk:

a. meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan
Setiap Orang terhadap Sumber Daya Kesehatan dan
Upaya Kesehatan;

b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan
Upaya Kesehatan:

¢. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan serta
kemampuan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
dan

d. melindungi masyarakat terhadap segala
kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi
Kesehatan.
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(2)

(1)

(2)

(1)
(2

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyarakat,

sosialisasi dan advokasi;

penguatan kapasitas dan bimbingan teknis;
konsultasi; dan/atau

pendidikan dan pelatihan.

P A o

Pasal 420

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan
kepada orang atau badan yangtelah berjasa dalam setiap
kegiatan I'I‘]E'W"I.lj_lldkﬂﬂ twuan pembangunan Kesehatan,
termasuk kegiatan kﬁﬁaspadaan KLB dan Wabah,
penanggulangan KLB' dan Wabah, serta pasca-KLB dan
pasca-Wabah,

Ketentuan lebih lanjut meﬂgeﬁm pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksiid pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan - ketentuan peraturan perundang-
undangan. - :

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 421

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
pengawasan terhadap setiap penvelenggaraan Kesehatan.

Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

b. ketaatan terhadap standar profesi, standar
pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika
dan disiplin profesi;



¢. dampak Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan;

d. evaluasi penilaian kepuasan masyarakat;

e. akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan Upava
Kesehatan dan Sumber Dayva Kesehatan; dan

f.  objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

(3] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikutsertakan masyarakat,

Pasal 422

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 421, Pemerintah Pusal atau Pemerintah Daerah dapat
dibantu tenaga pengawas dan-dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 423
Ketentuan lebih lanjut mengenail pelaksanaan pengawasan
diatur dengan Peraturan Pemerintiah.

PENYIDIKAN

Pasal 424

(1) Pejabat penyvidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang dan  bertanggung jawab  melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

(2) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik
scbagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Kesehatan.
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(31

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berwenang:

a,

menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak
pidana di bidang Kesehatan;

memanggil, memeriksa, atau melakukan
penggeledahan terkait dugasan tindak pidana di
bidang Keschatan;

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

melarang  Setiap Orang meningegalkan atau
memasuki  tempat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan;

menyuruh berhenti -'{:xfnjng;}'gng diduga melakukan
tindak pidana di bidang Kesehatan;

memeriksa identitas orang vang diduga melakukan
tindak pidana di bidarig Kesehatan;

mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang atau badan hukum sehubungan dengan
tindak pidana i bidang Keschatan;

menahan, memeriksa, serta menvita surat,

dokumen, dan/atau bahan/barang bukti lainnya
dalam perkara tindak pidana di bidang Keschatan;

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain
yvang ada hubungannya dengan tindak pidana di
bidang Kesehatan;

memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai tersangka atau saksi;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Kesehatan;

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti vang membuktikan adanva tindak
pidana di bidang Kesehatan; dan



m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi
dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penwvidik Pegawal Negeri Sipil mengirimkan
pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan
penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum
melaluil penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengsn ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

(&) Dalam melaksanalkan kewenangan scbagaimana
dimaksud pada ayat (3), pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 425
Dalam hal dugaan tindak pidana bidang Kesehatan dilakukan
oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Tentara
Nasional Indenesia, bersama _dengan . masyarakat sipil,
penyidikan dilakukan sesuail dengan. ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 426

Persyaratan, tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeni
Sipil, dan administrasi penyidikan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Passl 427

Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai
dengan kriteria vang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 ([empat) tahun.
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(1)

(2)

(3

(1)

(2

(3)

Pasal 428

Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
terhadap seorang perempuan:

a, dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
atau

b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut
dipidana dengan pidana penjara pajmg lama 8 (delapan)
tahun.

Jika perbuatan mhﬁg&ima.ﬁa dimaksud pada avat (1)
huruf b mengakibatkan kématian perempuan tersebut
dipidana dengan, pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun, ;

Pasal 429
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428
pidananya dapat ditambah 1/3 {satu per tiga).

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak
tertentu yaitu:

a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau
jabatan tertentu; dan/atau

b. hak menjalankan profesi tertentu.

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan
aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap
korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana
kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana.



Pasal 430

Setiap Orang yang menghalangi program pemberian air susu
1ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 431

Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan
alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau pidana denda paling ban}rak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Pasal 432
(1) Setiap Orang vang mengomersialkan atas pelaksanaan
transplantasi organ atau-jaringan tubuh scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara,paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak RpS500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau
jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 avat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Pasal 433

Setiap Orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan
estetika yang bertentangan dengan norma yvang berlaku dalam
masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas
seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 avat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).
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Pasal 4234

Sctiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran,
kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan
pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap
penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang
melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 435

Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan
Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi
standar dan/dtau persyatatan keamanan,
khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3] dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 436

(1} Setiap Orang ‘yang | tidak | ;snemiliki keahlian dan
kewenangan tetapli melakukan = praktik kefarmasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)
dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) vang terkait dengan Sediaan
Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 437

(1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan
peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak RpS500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).



(2)

(1)

(2)

Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 avat (1)
dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahy).

Pasal 435

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis,
dan/atau Tenaga Kesehatan vang tidak memberikan
pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam
keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan
Keschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan
Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta. rupiah).

Dalam hal perbuatan aebu,g&nﬁana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau
kematian, pimpinan  Fasilitas Pr:la};ana.n Kesehatan
tersebut dipidana denga.n pﬁdana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 439"

Setiap orang yang buken Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan melakukan praktik scbagai Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1)

(2]

Pasal 440

Setinp Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan vang
melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka
berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau pidana denda paling  banyak
Rp250.000.000,00 {dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima} tahun atau pidana denda paling banvak
Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Pasal 441

(1) Setiap Orang yang mengegunakan identitas berupa gelar
atau bentuk Iain yang menimbulkan kesan bagi
masyarakat yang bersangkulan adalah Tenaga Medis
atau Tenaga Keschatan wvang telah memiliki STR
dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima)] tahun atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

(2) Setiap Orang vang menggunakan alat, metede, atau cara
lain dalam memberikan pelayvanan kepada masyarakat
yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki
STR dan/atau SIP  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau. pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima mtua juta rupiah).

Pasal 442

Setiap Orang yang mempekerjukan Tenaga Medis dan/atau
Tenaga Keschatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana
pcnjara paling lama 5 (lima} tahun atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 443

Nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi kendaraan
darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau
barang sebelum mendapat surat persetujuan dar kementerian
yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3)
dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko
penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana
denda paling banyvak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Pasal 444

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Dokumen Karantina
Kesehatan atau menggunakan Dokumen Karantina Kesehatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 366 yang isinya tidak
benar atau yang dipalsu dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 445

Setiap Orang vang melakukan kegiatan menyebarluaskan
bahan yang mengandung penyebab penvakit dan/atau agen
biologi penyecbab penyakit dan masalah Kesehatan yang
berpotensi menimbulkan KLB dan  Wabah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 399 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah).

Pasal 446 _
Setiap Orang vyang Utdak mematuhi pelaksanaan upaya
penanggulangan KLB dan Wabah dan/atau dengan sengaja
menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB
dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Pasal 447

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435,
Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan
Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban
pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang
mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah,
pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

(2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap
pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional,
pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik
manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak:
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a. Rp2.000.000.000,00 [dua miliar rupiah) dalam hal
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

b. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam hal
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai
dengan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau

c.  Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun.

(3] Korporasi dikenai pertanggungiawaban secara pidana
terhadap suatu pe:huat‘hh yang dilakukan untuk
dan/atau atas nama kﬂparam jﬁca perbuatan tersebut
termasuk dalam lﬁ';gkl,:p uﬁghany& sebagaimana
ditentukan dalam Emmanm dasar atau ketentuan lain
yang berlaku bagi Iv:urp-orﬂsi a.ng bersangkutan.

(4) Pidana dJJﬂruhkan kcpﬁda kf;-rgoram jika tindak pidana:

a. dilakukan dalam rangkh pementhan maksud dan
tujuan korporasi,

b. diterima sebagai kebijakan korporasi; dan/atau

c. digunakan untuk menguntungkan kKorporasi secara
melawan hukum.

Pasal 448

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437,
Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh
korporasi, selain dikenai pidana denda, korporasi juga dikenai
pidana tambahan berupa:

a. pembayaran ganti rugi;

b. pencabutan izin tertentu; dan/atau



¢. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan korporasi.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 449
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang sudah
terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan
SIP; ¢ \

b. penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP
vang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi
persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku
sampai dengan berakhirmya STR, STR Sementara, STR
Bersyarat, dan SIP; dan "~

c. penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP
yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Pasal 450

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Konsil
Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran
Gigi, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil masing-
masing Tenaga Kesehatan, sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia, sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tetap
melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai
dengan terbentuknya Konsil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 dan majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
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Pasal 451

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang
dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai
dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 272 yvang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
ini.

Pasal 452

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengaduan atas
pelanggaran disiplin terhadap Tenaga Medis atau Tenaga
Keschatan yang masih:

a. dalam proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia atau konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
dan telah selesai proses verifikasi, klarifikasi, dan/atau
pemeriksaan, dis-qleﬁmkan berdasarkan prosedur yang
berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan; dan

b. awal proses di Majelis E{:hﬁ:‘ﬁﬁat&n Disiplin Kedokteran
Indonesia atau konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
dan beluri) ilékiikan) | proses [verifikasi, klarifikasi,
dan/atau  pemeriksaan, diselesaikan  berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 453

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan vang merupakan peraturan
pelaksanaan dari:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);



Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431});

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 {entang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5072);

Undang-Undang. Nomeor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

Undang-Undang '‘Nomet 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun-2014 tentang Tenaga
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607},

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Keschatan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236); dan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6325},

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
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Pasal 454

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.

Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang
Ordonansi Obat Keras (Stoatshiad 1949 Nomor 419);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273},

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomior 36, Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor S063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 557 1);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612},



j-  Undang-Undang Nomor & Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236}, dan

k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6325),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 455

Ketentuan dalam Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 431,
dan Pasal 432 berlaku sampal dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor | Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842i

‘Pasal 456
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama | (safu) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 457

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-
Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat
kelengkapan dewan terkait.

Pasal 458
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ltd.

JOKO WIDODO

Diundangkan dl Jakarta
pada tanggal 8 ﬁgustu::;ﬂﬁ}za"_

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNGO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 105
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
KESEHATAN

UMUM

Indonesia sebagai hcgara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara R:puhﬂk Tndhncma Tahun 1945 memiliki
tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk
mencapal tujuan negara twsehut disﬂlenggumkan pembangunan vang
berkesinambungan yang merupakan stiatu rangkaian pembangunan yang
menyeluruh, terarah; :lan t:rpadu termasuk-diantaranya pembangunan
Keschatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan (ujuan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap
kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan,
pemerataan, nondiskriminatif, partisipatf dan berkelanjutan, yang sangat
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan
nasional,

Pencapaian pembangunan Kesehatan nasional mengalami disrupsi
besar-besaran dengan dimulainya kejadian pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) pada tahun 2020 vang terjadi pada skala global. Pandemi
COVID-19 yang berdampak luas terhadap scluruh tatanan masyarakat
menimbulkan beban tambahan dalam upava peningkatan kualitas
Kesehatan masyarakat, sehingga memaksa dunia, termasuk |ndonesia
untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.
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Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem
Keschatan nasional schingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh
sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat
Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa
Indonesia.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan di bidang Kesehatan,
seperti Pelayanan Keschatan yang masih didominasi pendekatan kuratif,
ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan, kesiapan menghadapi
krisis Kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan, aspek
pembiayaan, dan pemanfaatan Tecknologi Kesehatan, dilakukan
transformasi sistem Kesehatan,

Penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan
landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai
permasalahan Kesehatan. Pembenahan regulasi bidang Kesehatan juga
diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang
Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.

Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai Undang-Undang
dengan menggunakan metode omnibus:

Undang-Undang ini memuat . substansi yang mendukung
penyelenggaraan transformasi sistem Keschatan, yvang meliputi:

a. penguatan tugas dan  langgung jawab Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan;

b. sinkronisasi pengelolaan Keschatan yang diselenggarakan olch
Pemerintah Pusat, Pemerintaly Daerah, dan/fatau masyarakat;

¢. pengustan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatifi, dan/atau paliatif, dengan
mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;

d. penguatan Pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan
pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang
berfokus ke Pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan
meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan
kepulauan serta bagi masyarakat rentan;

e. pemerataan Fasilitas Pelayanan Keschatan untuk kemudahan akses
bagi masyarakat melalui pembangunan Fasilitas Pelayvanan Kesehatan
tingkat pertama dan Fasilitas Pelavanan Kesehatan tingkat lanjut aleh
pemerintah ataupun masyarakat;

f. penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan melalui peningkatan
penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi
dalam proses Registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam
mekanisme penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga
negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang
transparan;

g. penguatan . . .
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II.

g penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan,

h. penguatan ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui
penvelenggaraan rantai pasok dan hulu hingga hilir;

i.  pemanfaatan Teknologi Kesshatan termasuk teknologi biomedis untuk
kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi Keschatan serta
Pelayanan Keschatan menuju pelayvenan kedokteran presisi (precision
medicine);

j.  penguatan Sistem Informasi Kesehatan termasuk kewenangan
pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data Kesehatan
melalui integrasi berbagal Sistem Informasi Keschatan ke dalam
Sistemn Informasi Kesehatan Nasional,

k. penguatan kedaruratan Kesehatan melalui perbaikan tata kelola
kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KLB dan Wabah, termasuk
pembagian peran dan xoordinasi antarpemangku kepentingan serta
penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran,
pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan;

l.  penguatan pendandan Kesehatan khiisusnya pemanfaatan pendanaan
yang bersumber dari anggaran pefidapatan dan belanja negara dan
anggaran pendapatan dan belnja daerah melalui penyusunan alokasi
anggaran berdasarkan prifisip ptng&nggaran berbasis kinerja,
pmyelﬂnggﬂman sistem mfﬁmas-} penaana&n Kesehatan, serta
menjamin manfaat dalam prq:gram jaminan keschatan berbasis
kebutuhan dasar Kesehatang dan

m. koordinasi dan sinkronisasi- kebijakan di bidang Kesehatan
antarkementérian /lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem
Kesehatan.

Secara umum, Undang-Undang ini memuat materi pokok vang
disusun secara sistematis mencakup ketentuan umum, hak dan kewajiban,
tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah,
penyelenggaraan Kesehatan, Upava Kesehatan, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Sumber Daya Manusia Keschatan, Perbekalan Kesehatan,
ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Sistem
Informasi Kesehatan, KLB dan Wabah, pendanaan Keschatan, koordinasi
dan sinkronisasi penguatan sistemn Kesehatan, partisipasi masyarakat,
pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan
peralihan, dan ketentuan penutup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2...
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Pasal 2

202

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah
pembangunan Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan
yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak
membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan® adalah
pembangunan Kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang
antara kepentingan individu dan masvarakat, antara fisik dan
jiwa, serta antara material dan spiritual,

Huraf ¢

Yang dimaksud dengan "asas manfaat® adalah pembangunan
Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemanusiaan dn.l:l perﬂ:eh&dﬂpan vang sehat hagi setiap
Warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ﬁaﬂﬂ ilmiah" adalah penyelenggaraan
Upayva Kesehatan dilakukan: b&rdaaarkan pada ilmu pengetahuan
dan teknologi,

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas penmierataan” adalah pengaturan
Sumber Daya Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan
Pelayanan Kesehatan vang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang
sctinggi-tingginya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah
pemberian Pelayanan Kesechatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan
profesionalisme dalam menjalankan praktik serta memiliki etika
profesi dan sikap profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pelindungan dan keselamatan®
adalah penyelenggaraan Upaya Keschatan harus dapat
memberikan pelindungan dan keselamatan kepada pemberi
Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Keschatan dengan
mengutamakan  keselamatan  Pasien, masyarakat, dan

linglungan.

Hurufh...



Huruf h

Yang dimaksud dengan “"asas penghormatan terhadap hak dan
kewajiban” adalah pembangunan Keschatan harus dilakukan
dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai
bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Hurufi

Yang dimaksud dengan “asas keadilan" adalah penvelenggaraan
Upaya Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil
dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan
pembiayaan vang terjangkau.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatii” adalah
pembangunan Kesehalan tidak membedakan perlakuan terhadap
kelompok agama, gender, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit,
kondisi fisik, status sesial, dan antargolongan.

Huruf k '

Yang dimaksud dmgn.-“ésaq.:perﬁmhangan moral dan nilai-nilai
agama” adalah kebijakan pembangunan Kesehatan sesuai dengan
sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan
beradab sebagaimana dimaksud ‘dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Huruf '

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pembangunan
Kesehatan melibatkan peran serta masyarakat secara aktil.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah
pembangunan  Kesehatan harus mengutamakan kepentingan
umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Hurufl n

Yang dimaksud denpan “asas keterpaduan” adalah pembangunan
Keschatan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas
sektor.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran hukum® adalah
pembangunan Kesehatan menuntut kesadaran dan kepatuhan
hukum dari masyarakat.

Hurufp. ..
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Huruf p

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan negara® adalah
pembangunan Keschatan harus mengutamakan kepentingan
nasional dan ikut meningkatkan Upaya Kesehatan untuk
membangun sistem ketahanan Kesehartan.

Hurufl g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalah pembangunan Kesehatan harus dapat menjamin upaya
kelestarian kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang
dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Hurufr

Yang dimsaksud dengan "asas kearifan budaya” adalah
pembangunan  Kesehatan  harus  memperhatikan  dan
menghormati nilaisnilai sosial budaya yang dianut masyarakat.

Hurul 5

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hulkum”
adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat
mewujudkan kelerataran  #an  kepastian hukum dalam
masyarakat sesudl dengan ketentuén peraturan perundang-
e pineg WL g

Pasal 3

Cukup jelas,

Pasal 4
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Ayat (1)
Hurufa

Yang dimaksud dengan "hidup sehat secara [isik" adalah
kondisi tubuh tanpa penvakit yang ditandai organ tubuh
berfungsi secara normal, tubuh mampu menyesuaikan fungsi
organ tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan
lingkungan, dan tubuh dapat melakukan kerja fisik tanpa
lelah secara berlebihan.

Yang dimaksud dengan "hidup sehat secara jiwa" adalah
keadaan kesejahteraan mental dan spiritual  yang
memungkinkan seseorang menyadari kemampuan  dir,
mengatasi tekanan hidup, mampu belajar dan bekerja dengan
baik, serta mampu memberikan kontribusi  kepada
komunitasnya.

Yang . ..



Yang dimaksud dengan "hidup sehat secara sosial” adalah
keadaan seseorang yang mampu menjalin | hubungan
interpersonal dengan orang lain secara sehat dan bermanfaat.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan "standar Pelayvanan Kesehatan®
adalah pedoman bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dalam menyelenggarakan Pelayvanan Kesehatan.,

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf [
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culkup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukeup jelas.

Hurufb. ..
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "secara terbatas untuk kepentingan
pendidikan® adalah tanpa membuka identitas Pasien atau
data yang dapat ditelusuri identitasnya, kecuali dalam
penanganan klinis Pasien.

Yang dimaksud dengan "secara terbatas untuk kepentingan
penelitian” adalah tanpa membuka identitas Pasien atau
data yang dapat ditelusuri identitasnya.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas,
Huruf h A

Cukup jelas.

Avat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurafc. ..
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Hurufec

Yang dimaksud dengan “pembangunan berwawasan
Kesehatan” adalah pembangunan vang berdasar pada
paradigma sehal vyang dilakukan dengan strategi
pengarusutamaan  Kesehatan dalam  pembangunan,
penguatan Upaya Kesehatan yang mengutamakan promotif,
preventif, dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Agar Upava RKesehatan berhasil guna dan berdaya guna,
Pemerintah Pusat  perlu mgrencanakan mengatur,
menyelenggaraka serfa. membina  dan mengawasi
p:nyc!mggaman nilpayﬁ ﬁ&ﬂch&tan ataupun sumber dayanya
secara serasi dan ﬂel!'t‘lhﬂliﬁ ﬂﬂﬁgﬂﬂl melibatkan peran serta aktif
masyarakat,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pazal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Untuk dapat terselenggaranya Upaya Keschalan yvang merata
kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan Sumber Daya
Kesehatan, antara lain, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan,
Fasilitas Pelayanan Kesechatan, Perbekalan Kesehatan, Sistem
Informasi Kesehatan, serta Teknologi Keschatan yang merata ke
seluruh  wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga
memudahkan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan
Kesehatan.

Avat (2) . . .
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Ayat (2)

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal”, antara lain, ialah fasilitas
yvang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal", antara lain, ialah
kemudahan perizinan berusaha yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan scrta
informasi dan edukasi Kesehatan termasuk bagi masyarakat terluar,
terpencil, dan termiskin,

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Culkup jelas.

Pasal 15

Culkup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “derajat Kesehatan yang setinggi-
tingginya® adalah keadaan Kesehatan yang lebih baik dari
sebelumnya wyang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan
maksimal dari setiap orang atau masyarakat.

Ayat (3)
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Cukup jelas.

Avat (4) ...



Avat (4)

Pasal 18

Cukup jelas.

Aval (1)

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan vang
bersifat promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan
dan  meningkatkan  kesehatannva, Upaya  Kesehatan
perseorangan vang bersifat promotif dapat berupa pemberian
penjelasan dan/atau edukasi tentang gaye hidup sehat, faktor
risiko, serta permasalahan Kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Upaya Keschatan perscorangan yang
bersifat preventi” adalah suatu kegifitan dan/atau serangkaian
kegiatan yang bertujuan wntuk mencegah terjadinya penyakit
atau menghentikan ' penyakit dan mencegah komplikasi yang
diakibatkan setelah timbulnya penyakit. Upaya Kesehatan
perseorangan yang bersifal preventif dapat berupa imunisasi,
deteksi dini, dan intervensi dini,

Yang dimaksud dengan: “U;ﬁﬁ]rﬁ Kesehatan perseorangan yang
bersifat kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pengobatan  yang - difujukan ‘untuk penyembuhan
penyakit dan/atau pengurangan penderitaan akibat penyakit.

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan perscorangan vang
bersifat rehabilitatii” adalah suatma  kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan vang ditujukan untuk mengoptimalkan
fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah
Kesehatan dalam interaksinva dengan lingkungannva. Upava
Kesehatan perseorangan vang bersifat rehabilitatilf dapat berupa
terapi wicara atau fisioterapi.

Yang dimaksud dengan “Upaya Keschatan perseorangan yang
bersifat paliatif’ adalah Upaya Keschatan vang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganva vang
menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit vang
mengancam jJiwa. Upaya Kesehatan perseorangan yvang bersifat
paliatif dapat berupa identifikasi dini, penilaian yang benar,
pengobatan rasa sakit, dan penanganan masalah lain, baik fisik,
psikospsial, maupun spiritual,

Avat (2) . . .
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Ayat (2]

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan masyarakat yang
bersifat promotif® adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan untuk memampukan masyarakat dalam mengendalikan
dan meningkatkan kesehatannya. Upaya Kesehatan masyarakat
yvang bersifat promotif dapat berupa komunikasi yang efektif
untuk mengedukasi masyarakat tentang Kesehatan dan faktor
yang mempengaruhi serta cara untuk meningkatkan status
Keschatan, penguatan gerakan masyarakat, serta penyusunan
kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi
Kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan masyarakat vang
bersifat preventil™ adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap
suatu masalah Keschatan/penyakit untuk menghindari atau
mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
Upaya Kesehatan maayarnl{at vang, bersifat preventif dilakukan
melalui surveilans, pemantauan status dan permasalahan
Kesehatan masyarakal, seria penanggulangan permasalahan
vang ditemukan. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat
preventif dapat hempup&mbatam konsumsi rokok, konsumsi
garam, konsumsi makanan dan minuman kadar gula berlebih,
serta berupa vaksinasi massal, skrining penyakit serta
pengendalian . Kesehatan lingkungan, termasuk pencegahan
pencemaran lingkungan dan pengendalian vektor,

Yang dimaksud dengan “Upaya Keschatan masyarakat yang
bersifat kuratif® adalah suatu kegiatan dan/atau scrangkaian
kegiatan pengobatan vang ditujukan untuk menghentikan atau
mengendalikan penularan dan beban penyakit di masyarakat.
Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dapat berupa
pemberian obat massal, pemberian obat presumtif, dan
pemberian obat penyakit menular serta kepastian adanya sistem
yvang efektif untuk ketersediaan akses vang berkeadilan terhadap
Upaya Kesehatan perseorangan vang bersifat kuratif.

Yang dimaksud dengan “Upava Keschatan masyarakat vang
bersifat rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan untuk membantu penyintas kembali ke
masyarakat. Upaya Keschatan masyarakat vang bersifat
rehabilitatif dapat berupa pelatihan sosial untuk penderita
spekirum autisme, disabilitas intelektual, atau skizofrenia.

Yang. .



Yang dimaksud dengan “Upaya Kesehatan Masyarakat yang
bersifat paliatii” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan untuk memampukan masyarakat atau komunitas dalam
memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup
Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan
dengan penyvakit yang mengancam jiwa. Upaya Kesehatan
masyarakat yang bersifat paliatif dapat berupa pembentukan
komunitas yang saling mendukung.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.
Hurufl b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Culcup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Sumber daya lain, antara lain, ialah industri bidang Kesehatan
dan institusi pendidikan bidang Kesehatan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24 . . .
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Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2]

Cukup jelas.

Avat (3]

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk Pelayanan Keschatan mc!ﬁlﬁi Telemedisin, antara lain,
berupa asuhan medisfklinis dan/atau layanan konsultasi
Kesehatan. #o i

Avat [5)

Pasal 26

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan primer” adalah
Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat scbagai
kontak pertama (gate keeper) vang diselengarakan secara
terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan dalam setiap
fase kehidupan yang ditujukan bagi individu, keluarga, dan
masyarakat.

Huruf b

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan lanjutan” adalah
Pelayanan Kesehatan perseorangan yang bersifat spesialistik
danfatau  subspesialisik vyang diselenggarakan secara
komprehensif antarmultidisiplin ilmu dan profesional pada setiap
penyakit pada Pasien.

Cukup jelas.
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Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3]
Cukup jelas.
Ayat (4
Masyarakat rentan, antara lain, ialah:

8. individu yvang tidak memiliki akses terhadap Pelayanan
Keschatan dan asuransi kesehatan yang memadai;

b.  individu dengan status sosial ekonomi rendah;

c. masyarakat ::Eén&an penyakit penvyerta (penyakit kronis};

d. perempuan, termasuk yang sedang hamil dan menyusui,

bayi, balita, remaja, dan lanjut usia;

individu d.tnggn diﬁﬁhliltﬂﬂ-,s _

individu dfm@ngmaguaﬁ Jiwag

individu yamg  tersisihkan  secara sosial  karena

agama/kepercayaan; . ras- atall suku, orientasi seksual,

identitas gender, penwyakit, serta status kewarganegaraan;

h. individy yang tinggal di ualayah rertinggal, terpencil, terluar
dan perbatasan, termasuk masvarakat adat;

i, individu yang tinggal di rumah tangga tanpa akses ke air
bersih dan sanitasi yvang memadai; atau

jo  individu yang tinggal di hunian sempit atau institusi sosial
dengan ruang privat yang terbatas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

m o

Pasal 29
Ayat (1)
Masyarakat yang berpartisipasi termasuk swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.

Avat (4) . ..
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)

Yang dimaksud dengan “kontak pertama” adalah layanan

Kesehatan

Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Avat (7)

Cukup jelas.
Avat (8)

pertama yang diterima oleh masyarakat untuk
mengatasi permasalahan Kesshatan dasar,

Yang dimaksud dengan “status Keschatan” adalah deskripsi
dan/atau pengukuran Kesehatan perorangan atau pepulasi pada
titik waktu tertentu terhadap standar yang dapat diidentifikasi,
dan dilakukan dengan mengacu pada indikator Kesehatan.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Culmup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Culcup jelas.
Huruf b

Satuan pendidikan, antara lain, berupa pendidikan anak
usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi,
atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Hurufl ¢
Culup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Avyat (4)
Culeup jelas.
Ayat (5)
Culkup jelas.
Ayat (B)
Cukup jelas.
Avat (7)
Culcup jelas,
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10}

Mitra Kesehatan, antara lain, ialah lembaga swadaya masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh
masyarakat, komunitas peduli Kesehatan, dan badan usaha.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 33 . ..
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Pasal 33
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium lainnya® adalah
laboratorium Kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan.,

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayar (4}

Cukup jelas.
Ayat (5]

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Culcup jelas.
Avat (2

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jeias.
Ayat (4]

Cukup jelas.
Ayat (5]

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial dasar bidang
Kesehatan™ adalah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan
individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengatasi masalah
atau kelturangan dalam kebutuhan kesehatannya.

Ayat (6]
Cukup jelas.

Ayat (7). ..
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Avat (7)

Fasal 36

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 37
Aya

t(1)

Pelayanan Kesehatan lanjutan termasuk pelayanan skrining dan
deteksi dini, homecare, Telemedisin, Pelavanan Keschatan
bergerak, Pelayanan Kesehatan pada pos Kesehatan, Pelayanan

Kesehatan yang menggunakan teknologi terbaru, dan pelayanan
berbasis penelitian,

Avat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 38

Cukup jelas.

Avat (1)

Ayt

Pasal 39
Ayat

Avat

Ayat

Yang dimaksud . dengaq “berstandar internasional” adalah
pelayanan unggulan nasional yang menggunakan metode baru
yvang diakul secara internasional,

(2)
Cukup jelas.

(1)

Cukup jelas.

(2)

Cukup jelas.

(3)

Yang dimaksud dengan “rujukan secara vertikal” adalah rujukan
yang dilakukan dari Fasilitas Pelayanan Keschatan perujuk ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang memiliki

tingkat kemampuan pelavanan yang lebih tinggi sesuai dengan
kebutuhan medis Pasien.

Yang. ..
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Yang dimaksud dengan “rujukan secara horizontal” adalah
rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang sama jenis Fasilitas
Pelayanan kesehatannya, tetapi memiliki jenis kompetensi
tertentu yang tidak dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Keschatan
perujuk.

Yang dimaksud dengan "rujuk balik” adalah pelaksanaan rujukan
terhadap Pasien vang telah selesai ditangani pada Fasilitas
Pelavanan Kesehatan penerima rujukan dan masih dibutuhkan
perawatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan Keschatan yang
lebih rendah kompetensinya.

Avat (4]
Cukup jelas.
Avat (D)

Yang dimaksud dengan  *kemampuan pelayanan® adalah
kompetensi vang didasarkan pada’ jenis Pelayanan Kesehatan,
jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana,
peralatan Kesehatan, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta
daya tampung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Avat [6)

Cukup jelas.
Avat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
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Ayat (1}
Cukup jelas.

Avat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “skrining kesehatan lainnya” adalah
skrining Kesehatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan
standar setelah periode kelahiran. Skrining Kesehatan lainnya

dapat berupa pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini
kedisabilitasan, dan lainnya.

Ayat (4) ...



Ayat (4)

Tanggung jawab dalam Upaya Kesehatan bayi dan anak, antara
lain, berupa penyediaan Pelayanan Kesehatan di sekolah yang
menerima anak disabilitas, baik di sckelah khusus maupun
sekolah inklusi sehingpa tidak akan mengeganggu Kesehatan bavi
dan anak dalam mengikuti pendidikan dan tidak terjadi
diskriminasi dan tindak kekerasan vang dapat membahayakan
Kesehatan bayi dan anak.

Pasal 42

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “indikasi medis" adalah kondisi
Kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu
ibu scsuai yang ditetapkan oleh Tenaga Medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4}

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Kebijakan, antara lain, berupa pembuatan norma, standar,
prosedur, dan kriteria,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat [1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “usia rremu}a' adalah kelompok usia
10 (sepuluh) tahun umpaisﬁub:htm berusia 18 (delapan belas)
tahun. - '

Ayat [3)

Culkup jelas.

Avat [4)
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Yang dimaksud dengan “skrining Kesehatan” adalah setiap
kegiatan vang dilakukan untuk mendeteksi penyakit secara dini
sehingga dapat dilakukan intervensi untuk menvembuhkan atau
mencegah penyakit berlanjut.

Yang dimaksud dengan "Kesehatan reproduksi remaja’ adalah
Upava Keschatan wang dilakukan agar terbebas dari berbagai
gangguan HKesehatan yang dapat menghambat kemampuan
menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

Yang dimaksud dengan "Keschatan jiwa remaja’ adalah Upaya
Keschatan yvang dilakukan untuk mempersiapkan kondisi remaja
agar dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial
sehingga remaja tersebut menyvadari kemampuan sendiri, dapat
mengatasi tekanan, dan mampu memberikan kontribusi
untuk masyarakat,

Ayat [S)...



Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Avat{l)
Cukup jelas.
Avat [2) '
Upaya Kesehatan penyandang disabilitas, termasuk Upaya
Kesehatan bagi perempuan-disabilitas sebagal calon ibu dan ibu,
Upaya Kesehatan terhadap anak yang dideteksi akan mengalami
disabilitas atau dilahirkan sebagai penvandang disabilitas, serta
dukungan bagi keluarga yang mempunyai anggota penyandang
disabilitas.
Upaya Keschatan terhadap anek yang dideteksi akan mengalami
disabilitas atau dilahirkan sebagai penyandang disabilitas
termasuk upaya deteksi dan intervensi dini disabilitas,
Upaya Keschatan penvandang disabilitas vang memasuki usia
produktf termasuk Kesehatan reproduksi.
Ayat (3]
Yang dimaksud dengan "akses” adalah termasuk tersedianva
Pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan oleh penyandang
disabilitas secara mandiri tanpa bantuan orang lain dan
Pelayanan Keschatan yang diberikan secara proaktif kepada
penyandang disabilitas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6]
Cukup jelas.

Pasal 54 . . .
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Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pagal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
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Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat [3)

Pelayanan keluarga berencana, antara lain, berupa konsultasi
pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Avat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avatl (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “bergizi seimbang" adalah asupan
gizi vang sesual dengan kebutuhan seseorang untuk
mencegah risiko gizi lebih dan gizi kurang,

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culkup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intervensi” adalah segala kegiatan vang
dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung maupun tidak
langsung berbagai permasalahan gizi.

Ayat (2]

Pemanghku kepentingan, antara lain, ialah orang persecrangan,
masyarakat, akademisi, dunia usaha, media massa, organisasi
masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh
perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan mitra
pembangunan.

Pasal 68 . ..
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Pasal 68

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan
pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi dapat diperoleh melalui
layanan Telekesehatan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Avat (1)

Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut meliputi fase janin, ibu
hamil, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pemberdayaan masvarakat, antara lain, berupa kegiatan untuk
donor kornea dan operasi katarak.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75. ..
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Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Avat (1]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Informasi dan cdukasi tentang Kesehatan jiwa ditujukan
untuk mencegah terjadinya risiko masalah kejiwaan atau
gangguan jiwa serta mencegah terjadinya pelanggaran hak
asasi kepada orang yang berisiko dan orang dengan
gangguan jiwa.
Avat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Culkup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Tindakan medis yang ditujukan untuk mengatasi kondisi
kedaruratan, antara lain, dilakukan terhadap orang dengan
gangguan jiwa yang menunjukkan pikiran dan/atau perilaku
yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, dan/atau
sckitarnya.

Avat (4) ...
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Ayat (4]

Cukup jelas.
Ayat [5)

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas,

Pasal 52
Cukup jelas,

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Culup jelas.
Ayat (2)

Kriteria penetapan program penanggulangan penyakit menular
tertentu sebagai prioritas nasional atau daerah, antara lain,

berupa:

a. penyakit endemis lokal:

b.  penvakit menular potensial wabah;

c. fatalitas vang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;

d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan

vang luas; dan
c. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.

Kriteria . . .
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Kriteria penetapan program penanggulangan penyakit tidak
menular tertentu sebagal prioritas nasional atau daerah, antara
lain, berupa:
a. tingginya angka kematian atau kedisabilitasan;
b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya
pengobatan; dan

¢.  memiliki faktor risiko yang dapat diubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal B9
Ayat (1)

Kegiatan pencegahan, . pengendalian, dan pemberantasan
p-t‘my&lul menular dll&lﬂk&n, antara lain, melalui:
promosi Kesehatan: i
surveilans Kﬂiehgtan
pengendalian faktor ristko) ..
penemuan kasus, '
penanganan Kasus,
pemberian kekebalan (imunisasi); dan
g. pembenian Obat pencegahan sccara maaaal.

Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

PO g

Pasal 90

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular,
antara lain, tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan
penularan penyakit pada orang lain.

Upaya pencegahan lainnya, antara lain, berupa imunisasi, karantina,
dan isolasi.

Pasal91.,..
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Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasgal 93

Avyat (1)

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit
tidak menular dilakukan, antara lain, melalui:

a. promosi Kesehatan;
b. deteksi dini faktor risiko;
¢. pengendalian faktor risiko;
d. pelindungan khusus;
e.  penemuan dinl kasus;
L. tata laksana dini;dan
g penanganan kasus, berupa Pelayanan Keschatan kuratif,
rehabilitatif, dan/atau pahatif,
Ayat (2) i
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)

Faktor risiko, antara lain, berupa obesitas, konsumsi gula, garam,
dan lemak berlebih, merokok, konsumsi minuman beralkohol,
dan kurang aktivitas fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pagal 97 . . .
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Pagsal 97
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Pendidikan Kesehatan meliputi pendidikan intrakurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Hurulb

Pelayanan Keschatan, antara lain, berupa pemberian
imunisasi dan skrining Kesehatan.

Huruf e
Cukup jelas.

Avat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Avat (6)

Culbup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “pengarunh buruk” adalah dampak vang
dapat ditimbulkan oleh proses, peralatan, bahan, atau
lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan terjadinya insiden,
nearmiss, kecelakaan, ataupun pencemaran lingkungan vang
mempengaruhi Kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Avat (3) ...
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Avat (3)

Yang dimaksud dengan "lingkungan matra" adalah lingkungan
dari seluruh aspek pada matra yang serba berubah dan
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan
kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut.

Ayat (4)

Culcup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayal (B)

Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan vyang sehat” adalah
lingkungan yang tidak mempunvai risikoc buruk bagi Kesehatan
termasuk akibat kondisi matra dan ancaman global perubahan
iklim.
Lingkungan yang tidak mempunyai nisiko buruk bagi Kesehatan

merupakan lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang
menimbulkan gangguan Kesehatan, antara lain, berupa:

a. limbah cair, limbah padat, limbah gas vang tidak diolah
sebagaimana mestinya;

b. sampah . . .
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b. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. vektor dan binatang pembawa penyakit;
d. zat kimia yang berbahaya:
2.  kebisingan vang melebihi ambang batas;
f.  radiasi sinar pengion dan nonpengion;
E.  air yang tercemar;
h. udara yvang tercemar, dan
i, makanan yang terkontaminasi.
Avat (2)
Cukup jelas,
Ayat (3)

Media lingkungan, antara lain, berupa air, udara, tanah, pangan,
sarana dan bangunan, dan vektor dan binatang pembawa

penyakit.
Ayat [4)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “Kesehatan matra" adalsh Upava
Kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk
meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan
diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna,
baik di lingkungan darat, laut, maupun udara.

Avat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan *Kesechatan matra darat” adalah
Keschatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan atau
kegiatan di darat yang bersifat temporer pada lingkungan
vang berubah, seperti transmigrasi, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, penugasan khusus anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Hurufb. ..
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Huruf b

Yang dimaksud dengan *Kesehatan matra laut” adalah
Kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan atau
kegiatan di laut dan berhubungan dengan keadaan
lingkungan vang bertekanan tinggi (hiperbarik), sepert
penyelam.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Kesehatan matra udara® adalah
Kesehatan matra yang berhubungan dengan penerbangan
dan Kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan
yang bertekanan rendah (hipebarik), seperti penerbang dan
prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa’ yang | menganeam, dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarake! yang disebabkan, baik
cleh faktor alam danjatau fakior nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.
Ayat (2)
Huruf a

Perencanaan Kesehatan prabencana, antara lain, berupa
mitigasi risiko, penviapan Sumber Daya Keschatan,
perencanaan, dan koordinasi,

Hurufl b

Pelayanan Keschatan saat bencana, antara lain, kegiatan
untuk merespons tanggap darurat bencana,

Huruf ¢

Pelayanan Kesehatan pascabencana termasuk pemulihan
fisik dan mental.

Ayat (3] .
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Avat (3]

Cukup jelas.

Avat (4]

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas,

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120...
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Pasal 120
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produksi’ adalah pemilahan plasma
menjadi fraksi protein individual yang dilanjutkan dengan proses
pemurnian, inaktivasi atau penghilangan agen infeksi yang
ditularkan melalui darah, dan pengemasan untuk menjadi produk
Obat derivat plasma,

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Kompensasi, antara lain, berupa penggantian biaya transportasi
dan/atau biaya pemeliharaan Kesehatan.

Avat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Avat (6)

Cukup jelas.
Awvat (7)

Cukup jelas. |
Ayat (8]

Cukup jelas.

Pasal 121]
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124

Avat (1)

Yang dimaksud dengan “transplantasi” adalah pemindahan organ
dan/atau jaringan tubuh dari donor ke resipien pguna
penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan resipien.

Ayat (2)...



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikomersialkan” adalah komersialisasi
dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau
jaringan tubuh manusia, tidak termasuk proses Pelayanan
Kesehatan dalam penyelenggaraan transplantasi pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Penghargaan diberikan karena donor transplantasi organ tidak
dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan secara optimal selama

proses transplantasi dan pemulihan Kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 134 , ..
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Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sel puneca” adalah sel dalam tubuh
manusia  dengan kemampuan istimewa yakni mampu
memperbaharui  atau  meregenerasi  dirinya dan mampu
berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik.

Avat (2

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas,

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]

Mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis
kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan
identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan
untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan.

Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk
mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat
kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis
kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Avat (3) ...
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Avat (3)
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Ayat (1)

Standar lainnya, antara lairn, bempa farmakope lain yang berlaku
secara internasional afau. metode analisis/monografi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam
farmakope Indonesia.

Ayat (2)

Standar lainnya, antara lain, berupa metode analisis vang
digunakan dalam hal belum diatur dalam farmakope herbal
Indonesia.

Avat (3)
Cukup jelas.

Avat (4)

Standar lainnya, antara lain, berups metode analisis yang
digunakan dalam hal belum diatur dalam kodeks kosmetika
Indonesia.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sediaan tertentu berdasarkan kajian
risiko” adalah sediaan Obat Bahan Alam, suplemen Kesehatan,
Obat kuasi, dan kosmetik vang berdasarkan kajian oleh
Pemerintah Pusat berpotensi memberikan efek yang berbahaya
bagi Kesehatan jika tidak menggunakan bahan baku farmasi.

Ayat (B) . . .
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Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 143
Culqup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Ayat (1)
Culup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah tidak ada tenaga

kefarmasian, kebutuhan program pemerintah, dan/atau pada
kondisi KLB, Wabah, dan darurat bencana lainnya.

Tenaga Kesehatan lain, antara lain, berupa dokter dan/atau
dokter gigi, bidan, dan perawat.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 146
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "*makanan dan minuman” adalah pangan

olahan secsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar . . .
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Standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi
termasuk penyampaian informasi nilai gizi, seperti kandungan
gula, garam, dan lemak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 147
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “informasi atau pernyataan vang tidak
benar dan/jatau menyesatkan pada informasi preduk” adalah
informasi atau pernyataan yang tidak sesual vang dicantumkan
pada label atau yang disampaikan pada iklan produk.
Ayat (2)
Culkup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “zat adiktl® adalash produk yang
mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik
yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang
penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bag dirinya
dan/atau masyarakat sekelilingnya dan dapat berbentuk padat,
cairan, dan gas,

Bentuk lain yang bersifat adiktif, antara lain, berupa rokok
clektronik dan permen yang mengandung nikotin,
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk tembakau” adalah setiap produk
vang seluruhnya atau scbagian terbuat dari daun tembakau
sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan
cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah,
atau dengan cara konsumsi apa pun.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tembakau padat dan cair, antara lain, dapat digunakan
untuk rokok elehmﬂhdan shisha.

Yang dxmakm.ni deng&n “rokok  elektronik” adalah hasil
tembakau berbentuk ‘¢air, ‘padat, atau bentuk lainnya vang
berasal dari pengnlﬂh&rrﬂﬂ’uﬂ tembakau yang dibuat dengan
cara ekstraksi atal cara lain sestai dengan perkembangan
teknologi dan seléra konsumen tanpa mengindahkan bahan
pengganti atau bahan' ‘pembantu dalam pembuatannya
vang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan
penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan
menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Hurafl I

Avat (4)

Cukup jelas.

Penetapan standar dan/atau persyaratan dimaksudkan untuk
menekan dan mencegah penggunaan zal adiktif vyang
mengganggu atau merugikan Kesehatan.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151
Avat (1)

Cukup jelas.
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Avat (2)

Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan
mengimplementasikan kawasan tanpa rokok harus
mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik,

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Huruf a
Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terhadap
orang hidup ditujukan untuk mengetahui keadaan dan
sifat  kecederaan, penyebab  kecederaan, adanya
kekerasan/hubungan seksual, dampak terhadap Keschatan
baik fistk maupun jiwa, kecakapan hukum seseorang, dan
temuan lain yang berhubungan dengan tindak pidana dan
pelakunya,
Huruf b
Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terhadap
orang mati merupakan pelayanan kedokteran yang
dilakukan terhadap mayat yang kematiannva diduga
merupakan akibat atau berhubungan dengan suatu tindak
pidana atau kepentingan hukum lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 157
Ayat (1)
Culcup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “audit kematian" adsalah serangkaian
kegiatan penelusuran sebab kematian dan penentuan faktor yang
berkontribusi terhadap kematian seseorang.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.
Avat [5)

Cukup jelas.

Pasal 158
Culkup jelas.

Pa=sal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164 . ..
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Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Program  pemerintah, - entara lain, berupa program
penanggulangan  tubcrkulosis, | human  immunodeficiency
virus/ acquired rmmurmdeﬁaency syndrome (HIV/AIDS), dan
stunting.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Avart (1)

Fasilitas Pelayanan Keschatan penunjang, antara lain, berupa
laboratorium Kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel,
serta bank sel dan/atau bank jaringan.

Avat (2] ...
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Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Ayat (1}
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan“rekam medis" adalah dokumen vang
berisikan data identitas Pasicn, pemeriksaan, pengobatan,
tindakany dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
Pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem clektronik
yang diperuntukkan penvelenggaraan rekam medis. Dalam
hal Fasilitas Pelayanan  Kesehatan tidak  dapat
menvelenggarakan rekam medis secara elekitronik karena
hambatan teknis, dapat digunakan rekam medis
nonelektronik sampai dengan hambatan selesai, serta
dilakukan penginputan ulang data rekam medis pada sistem
rekam medis elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Hurufg. ..
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Huruf g
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Ayat (1) .
Yang dimaksud dahgnn “rahml(eﬂehamn pribadi Pasien”
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang
diternukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan dalam

rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis vang dimiliki
Pasien serta bersifat rahasia.

Avat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17&
Cukup jelas.

Pasal 179
Ayat (1)

Hurufa...
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Huruf a

Yang dimaksud dengan “jejaring pengampuan Pelayanan
Kesehatan” adalah pengampuan vang dilakukan oleh
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kompetensi lebih
tinggi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan
kompetensi  lebih  rendah  yang bertujuan  untuk
meningkatkan kompetensi Fasilitas Pelayanan Keschatan
dan menangani permasalahan Kesehatan di  wilayah
tersebut.

Hurul b

Yang dimaksud dengan “kerja sama 2 (dua) atau lebih
Fasilitas Pelayanan Keseshatan" adalah kerja sama antara
2 (dua) Fasilitas Pelayanan Keschatan, baik antara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di Indonesia dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di luar negeri maupun antar-Fasilitas Pelayanan
Keschatan di Indanesia, antara lain, berupa kerja sama di
bidang pelayanan ddn ﬁ&ﬂﬂﬂ penelitian.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pusat unggulan® adalah Pelayanan
Keschatan dengan karakteristik utama pada Rumah Sakit
vang mempunyai standar pelayanan internasional,
berteknologl  tinggi, memiliki  kompetensi sumber dava
manusia yang unggul, serta bekerja sama dengan institusi
pendidikan untuk meningkatkan budaya belajar, inovasi,
dan pengembangan.

Huruf d

Avat (2)

Yang dimaksud dengan "Prlayanan Kesehatan terpadu”
adalah Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi vang
diselenggarakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara
terpadu, multidisiplin, dan berpusat pada kebutuhan Pasien
(patient centered care).

Culup jelas.

Pasal 180
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Avat (1)

Cukup jelas.

Avat (2) . . .



Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berperilaku hidup sehat” adalah
memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
schat.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.,

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jclas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184

Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tata kelola Rumah Sakit yang baik”
adalah penerapan fungsi manajemen Rumah Sakit vang
berdasarkan prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi,
responsihilitas, kesetaraan, dan kewajaran.

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “tata kelola klinis yang baik” adalah
penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan
klinis, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti,
peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor
hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi
Rumah Sakit.

Pasal 185
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat [3)

Yang dimaksud dcrrga;n ‘deang Pelayanan Kesehatan" adalah
bidang yang memberikan Pelaym;ﬂn Keschatan langsung kepada
masyarakat, antara lain, berupa Klinik, apotek, dan laboratorium.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayart (4)

Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama
diutamakan Rumah Sakil pemerintah.

Ayat (5) . , .
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Ayat [3)

Yang dimaksud dengan “persyaratan, standar, dan akreditasi
sesuai dengan perannya” adalah persyaratan, standar, dan
akreditasi yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit pendidikan,
baik sebagai Rumah Sakit yang bekerja sama dengan perguruan
tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggl maupun
scbagai Rumah Sakit penyelenggara utama pendidikan tinggi
dengan tetap bekeria sama dengan perguruan tinggi.

Ayat (B)

Cukup jelas.
Ayat {7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Avat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 188
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelayanan berbasis penelitian” adalah
pelayanan yang dilakukan terhadap Pasien sebagai subjek
penelitian, terutama pada penelitian translasional dengan tujuan
untuk pembuktian efektivitas.

Ayat (4) . . .
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Avat (4]

Yang dimaksud dengan “kebebasan secara bertanggung jawab”
adalah pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah
keilmuan berdasarkan etika, nilai moral, norma agama, dan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Pihak lain, antara lain, ialah lembaga atau orang perseorangan
yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian atau
memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

Pasal 189
Avat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b ¥
Yang dimaksud dengan “Standar pelayanan Rumah Sakit”
adalah semua standar pelayanan yang berlaku di Rumah
Sakit, antara lain, berupa standar prosedur operasional,
standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan,

Hurufc
Cukup jelas,

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat tidak mampu atau
miskin” adalah Pasien yang memenuhi kriteria tidak mampu
atau miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf f

Cukup jelas.
Hurufg

Cukup jelas,

Hurufh...
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Huruf h

Yang dimaksud dengan “menvelenggarakan rekam medis”
adalah penyelenggaraan rekam medis vang dilakukan sesuai
dengan standar yang secara bertahap diupayakan mencapai
standar inlernasional,

Huruf i

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Rumah Sakit dibangun seérta dilengkapi dengan sarana,
prasarana, dan peralatan vang dapat difungsikan serta
dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan keamanan,
mencegah kebakaran atau bencana dengan terjaminnya
keamanan, keselamatan dan Keschatan Pasien, petugas,
pengunjung, dan lingkungan Rumah Sakit.

Huruf p

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf r

Yang dimaksud dengan “peraturan internal Rumah Sakit”
adalah peraturan yang disusun untuk internal Rumah Sakit
dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit
yang baik dan tata kelela klinis vang baik.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruaft. ..
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Huruf t
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Ayat (1)
Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, antara lain,
berupa, tenaga biologi, tenaga administratif, pramusaji, tenaga
keuangan, petugas pemulasaran jenazah, dan petugas ambulans.
Ayat (2). ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 201
Culkup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pihak terkait, antara, lain; berupa @sosiasi Fasilitas Pelayanan
Kesehalan dan asosiasi institusi pendidikan Kesehatan serta

pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (3) Wi

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.
Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210 . . .
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Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uji kompetensi" adalah pengukuran
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik untuk
merncapai standar kompetensi,

Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas,

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215
Culmp jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Culiup jelas.

Pasal 218
Culbmp jelas.

Pasal 219

Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb. ..
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Huruf b

Hak memperoleh waktu istirahat yang cukup diperoleh
peserta didik selama proses pendidikan klinis pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan,

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huraf a

Yang dimaksud dengan “keselamatan Pasien” adalah suatu
kerangka kerja yang berupa !&Egiatan lerorganisasi untuk
membangun uﬂaya, proses, progedur, perilaku, teknologi,
dan lingkungan dalam  Pelayanan Kesehatan secara
konsisten dan berkelanjutan yang bertujuan untuk
menurunkan  risiko, ‘mengurangi bahaya vang dapat
dihindari, menghindar: kemungkinan ‘tEI]Ed.ln}'ﬂ kesalahan,
seria mengurangy dampak ketika terjadi insiden pada Pasien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huraf d

Pasal 220
Ayat (1)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "uji kompetensi berstandar nasional”
adalah pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
peserta didik pada penvelenggara pendidikan tinggi bidang
Kesehatan vang menyelenggarakan ujian sesuai dengan standar
nasional dan berlaku secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas,

Ayat (4) . ..
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Avat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Culkup jelas,

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222

Avat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pentfﬁlk vang bukan merupakan
Tenaga Mecdis dan “Tenaga Késchalan™ adalah dosen,
instruktur, dan fasilitatar yang mempunyai latar belakang
pendidikan dii luar— medis dan Kesehatan yang
bertugas meatmna!ormaﬁ:l;an,, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu. pengetahuan, teknologi penunjang
ilmu medis, dan Kesehatan:

Yang dimaksud dengan “tenaga Ileppndldlkan yang bukan
Tenaga Medis dan Tenapa Kesehatan® adalah anggota
masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan di
luar medis dan Kesehatan yang mengabdikan dini dan
diangkat untuk melaksanakan tugas menunjang
penvelenggaraan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (D)

Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 227
Ayat (1)
Cukup jelas. |
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek pemerataan” adalah distribusi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
melaiui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan.

Yang dimaksud dengan “aspek pemanfaatan” adalah
pemberdayaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan sesuai
dengan kompetensi dan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan “aspek pengembangan®™ adalah
pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bersifat
multidisiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk
meratakan dan meningkatkan kualitas Tenaga Medis dan Tenaga
Keschatan.

Pasal 228 . |
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Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Ayat (1)

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dimaksudkan
untuk mendayagunakan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
pada daerah yang dibltuhkan, terutama daerah terpencil,
tertinggal, perbatasan, dhn kcplﬂnuan, serta daerah bermasalah
Kesehatan.

Seleksi dilakukan dﬁngan mernp-eﬂmnka_u berbagai faktor
schingge Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan tersebut dapat
memberikan manfaat h;pada masyarakat dan dapat berkembang
sesuai dengan kemajuan |]mu pengetahuan dan teknalogi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘“penugasan khusus" adalah
pendayagunean secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan
akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan,
kepulauan, serta daerah bermasalah Kesehatan dan Rumah
Sakit pemerintah yang memeriukan pelayanan medik
spesialis, serta memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan
lain oleh Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Ayat (3] ...
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Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat |5)

Culkup jelas,
Avat (6]

Cukup jelas.

Pasal 232

Yang dimaksud dengan “upaya retensi”  adalah  upaya
mempertahankan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Keschatan di suatu
tempat untuk periode tértentu dalam rangka menjaga kesinambungan
Pelayanan Keschatan, | Upayd  retensi, antara lain, berupa
perpanjangan penugasan, pemberian insentif, penerapan jenjang
karier, dan pemberlakuan sisterm remunerasi.
Pasal 233
Cukup jelas,

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)

Yang dimaksud dengan “daerah tidak diminati® adalah daerah
yvang mengalami kesulitan pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan dalam waktu tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.

Pasal 236 . . .
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Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Avat (3)

Tenaga cadangan Kesehatan berupa nen-Tenaga Kesehatan yang
telah mendapatkan pelatihan terkait dengan penangeulangan
KLB, Wabah, dan darurat bencana, antara lain, ialah peserta
didik, dosen, dan tenaga yang sudah tidak berpraktik sebagai
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Ayat (4)
Culcup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241

Avat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas,
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Avat (5) . . .
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Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah serangkaian kegiatan
penyesuaian kompetensi dan kemampuan Tenaga Medis dan
Tenaga Keschatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri

vang dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Avat (8)
Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas,

Pasal 248

Cukup jelas,

Pasal 249

Cukup jelas.
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Pasal 250
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang unggulan tertentu dalam
Pelayanan Kesehatan" adalah bidang Pelayanan Kesehatan yang
menjadi prioritas atau dibutuhkan, tetapi tenaganya masih
terbatas dan/atau belum tersedia di Indonesia, seperti bidang
bedah dengan teknologi robot (robotic surgery).

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253

Pendidikan dan pelaﬁhaﬁ-ﬁﬁhé'sg"iﬁﬂﬁﬁesia bagi Tenaga Medis dan
Tenaga Keschatan warga negara  asing ditujukan agar vang
bersangkutan bisa berkomuinikasi denigan Pasien dengan baik.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 253
Avar (1)

Kegiatan lain, antara lain, berupa latihan gabungan bersama,
bakti sosial, kegalan olahraga internasional, dan kegiatan
langgap darurat bencana,

Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)

Yang dimaksud dengan “waktu tertentu” adalah paling lama
3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 256. ..
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Pasal 256

Ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, berupa
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
dan keimigrasian.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
tertentu” adalah Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan yang
memberikan Pelayanan Keschatan secara langsung kepada
Pasien.,

Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Kondisi tertenta, antara lain, berupa keadaan vang
membutuhkan percepatan pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 264 . . .
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Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265

Kondisi tertentu, antara lain, berupa:
a. bakti sosial/kemanusiaan;
b. tugas kenegaraan;

¢. penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana lainnya;

d. pemberian pertolongan darurat lainnya; dan/atau

¢. pemberian Pelayanan Kesehatan lainnya yang bersifat insidentil

dan bersifat sementara.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Culkup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272
Culup jelas,

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas,

Pasal 275
Cukup jelas,
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Pasal 276
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “vang memadai” adalah pemberian
keterangan yvang disampaikan secara lengkap dengan bahasa
vang mudah dipshami.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas,
Huruf [

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pazal 278
Cukup jelas,

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas,

Pasal 282
Culup jelas,

Pasal 283 ...

265



Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 200
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “pelimpahan secara mandat” adalah
pelimpahan kewenangan dari Tenaga Medis ke Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan tertentu atau antar-Tenaga Kesehatan tertentu

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada
pembert mandat.

Yang dimaksud dengan “pelimpahan secara delegatif’ adalah
pelimpahan kewenangan dari Tenaga Medis ke Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan tertentu atau antar-Tenaga Kesehatan tertentu
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya
kepada penerima delegasi.

Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 291 , ..
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Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 202
Culktup jelas.

Pasal 203
Ayat (1)

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persctujuan adalah
Pasien yang bersangkutan. Apabila Pasien tidak cakap atau
berada di bawah pengampuan (under curatele), persetijuan atau
penolakan tindakan Pelayanan Kesehatan diberikan oleh keluarga
terdekat, antara lain, oleh suami/istri, ayah/ibu kandung, anak
kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa. Dalam
keadaan Gawat Dﬂmrat. untuk menyelamatkan nyawa Pasien,

tidak diperlukan ptmetuman.
Ayat (2) '
Culmip jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4]
Cukup jelas.
Ayat (5]
Cukup jelas.
Avat [6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “yang mewakili”, antara lain, adalah
suami/istri, anak kandung vang cakap, ayah/ibu kandung, atau
saudara kandung.

Avat (8]

Culkup jelas.
Avat (9)

Cukup jelas,

Ayat (10) . ..
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Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Avat (12)

Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tanda tangan, antara lain, berupa tanda tangan manual, tanda
tangan elektronik, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 297
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akses informasi terhadap dokumen rekam medis, antara lain,
berupa rekam medis atau penjelasan lisan Tenaga Medis
dan/atay Tenaga Keschatan atan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rahdsia. Keschatan® adalah riwayat,

...... .

kondisi dan perawatan, pengobatan Keschatan fisik, serta psikis
sescorang, lermasuk data pribadi Pasien.
Avat (2) k. ~din
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "audit Pelavanan Kesehatan” adalah
proses evaluasi sistematis terhadap kualitas Pelayanan
Kesehatan untuk memastikan Pelayanan Kesehatan yang
diberikan sesuai dengan standar,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 304 . . |
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Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305
Cukup jelas

Pasal 306
Cukup jelas

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jclas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2]

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4]

Cukup jelas,
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Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pengelolaan kefarmasian”
adalah sarana pengelola Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
milik Pemerintah Pusat, téermasuk Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah,
dalam rangka ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Avat (6)

Kebijakan khusus, antara lain, ialah pemberlakuan mckanisme

jalur khusus (special access scheme) dan pengecualian terhadap
ketentuan paten berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai paten,

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 315
Cukup jelas,

Pasal 316
Cukup jelas.

Pasal 317
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Obat esensial” adalah Obat yang paling
dibutuhkan dalam Pelayanan Kesehatan, termasuk Obat generik,
Obat generik bermerek, dan Obat oniginator.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.

Pasal 318
Cukup jelas.

Pasal 319
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2] ...
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Avat (2)
Perbekalan Kesehatan yang harus didistribusikan sesuai dengan
cara distribusi yang baik, antara lain, ialah Obat, Bahan Obat,
dan Alat Kesehatan.

Awvat (3)
Laporan kegiatan pendistribusian, antara lain, ialah laporan
mengenai ketersediaan, harga, dan jumlah Perbekalan Kesehatan
yang didistribusikan yang menggunakan sistem informasi yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 320

272

Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Obat keras tertentu” adalah jenis Obat
keras vang terdapat pembatasan indikasi dan/atau jumlah yang
dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep.

Ayat (6]

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain" adalah fasilitas di luar
fasilitas pelayanan  kefarmasian, seperti  hypermarket,
supermarket, dan minimarket.

Ayat (7)

Cukup jelas,
Avat (8)

Cukup jelas.

Pasal 321 ...



Pasal 321
Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan “jamu” adalah Obat Bahan Alam
berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari
pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia
vang digunakan untuk pemeliharaan  Keschatan,
peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan,
dan/atau pemulihan Kesehatan.

Hurul b

Yang dimaksud dengan *obat herbal terstandar” adalah Obat
Bahan Alam yang telah digunakan secara turun-temurun di
Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan,
peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan,
dan/atau pemulihan Kesehatan yang dibuktiken keamanan
dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik serta
bahan baku yang h&[ah dfatmd&rdnsam

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “fitofarmeks” adalah Obat Bahan
Alam yang digunakan unfuk pemeliharaan Kesehatan,
peningkatan Kes¢hatan, pencegahan penyakit, pengobatan,
dan/atau pemulihan ‘Kesehatan yang telah dibuktikan
keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik
dan uji klinik sertz bahan baku dan produk jadinya telah
distandardisasi.

Huruf d

Ayat (2)

Obat Bahan Alam lainnya, antara lain, berupa produk Obat
Bahan Alam inovasi baru, produk Obat Bahan Alam impor,
dan produk Obat Bahan Alam lisensi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknoelogi.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324 . _ .
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Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Avat (4

Hurufl a

Yang dimaksud d;:ngan Yinsentif adalah dukungan atau
fasilitas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah vang
diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan berupa fiskal
dan nonfiskal.

Insentif fiskal seperti- ;mngm-a:mm pajak dan penghapusan
bea masuk.

Insentif nonfiskal seperti kemudahan dalam perizinan
berusaha, pengutamaan penggunaan produk dalam neger
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan kemudahan
dalam tata kelola perdagangan.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas,
Hurufl d

Cukup jelas.
Hurufe

Industri farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri termasuk
industri farmasi dan Alat Kesehatan dengan penanaman
modal asing vang memiliki fasilitas produksi di dalam negeri.

Huruff. ..
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.

Pasal 327
Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *hilinsasi penelitian nasional” adalah
upaya meningkatkan nilai tambah hasil penelitian yang sejalan
dengan pricritas ketahanan nastonal dari semula skala penelitian
laboratorium menjadi-skala kemersial agar dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat.

Ayat (2

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4]

Cukup jelas
Avat |5)

Bentuk dukungan, antara lain, ialah dukungan kebijakan untuk
mempermudah penelitian kefarmasian dan Alat Kesehatan dan
dukungan finansial yang diperlukan.

Pasal 330
Culeup jelas.

Pasal 331
Cukup jelas.

Pasal 332 . ..
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Pasal 332
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]

Menetapkan kebijakan, termasuk untuk pengadaan dan
pemanfaatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan

Kesechatan lainnya.

Pasal 333
Cukup jelas.

Pasal 334

Avat (1)
Culup jelas.

Avat (2) | Y s
Perangkat lunak tnmntﬂrgr&suhngan Sistem Informasi Kesehatan
Nasional. s,

Avat [3)
Cukup jelas.

Avat (4)
Cukup jelas.

Pasal 335
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penelitian® adalah kegiatan vyang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan vang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kaidah etik” adalah syarat penelitian
yang mengatur perilaku dan tindakan peneliti dalam melakukan
penelitian.

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan "kaidah ilmiah” adalah syarat penelitian
yang bersifat analitis, rasional, objektif, empiris, dan
menghasilkan hasil yang sama ketika dilakukan oleh orang lain
dengan cara yang sama.

Yang dimaksud dengan *metodologi ilmiah" adalah suatu cara
sislematis yang digunakan untuk memecahkan masalah vang
dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah vang
sistematis, teratur, dan terkontrol serta dilaksanakan sesuai
dengan kaidah ilmiah yang analitis, logis, objektif, konseptual,
dan empiris,

Avat (3]
Cukup jelas.
Avat {4)

Penelitian yang mengikutsertakan manusia harus dilakukan
dengan mfmpernaﬂ.knﬂ H.ESETI’&EH:H dan keselamatan yang
bersangkutan. Penelitian dan pm,gcmhangan yang menggunakan
manusia sebagai subjek harus mendapat persetujuan tindakan
(informed consenfl, Sebelum' meminta persetujuan  subjek
penelitian, peneliti haris memberikan informasi mengenai tujuan
penelitian  dan pengemhangan Kesehatan serta penggunaan
hasilnya, jaminan kerahasiaarn tentang identitas dan data pribadi,
metode yang digunakan, risike yang mungkin timbul, dan hal lain
yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka
penelitian dan pengembangan Keschatan.

Avat (5)

Semua penelitian yang mengikutsertakan manusia schagai
subjek penelitian wajib didasarkan pada 3 (tiga) prinsip etik
umum, yaitu menghormati harkat martabat manusia (respect for
persons| yang bertujuan menghormati otonomi dan melindungi
manusia yang otonominya terganggu/kurang, berbuat baik
(beneficenice) dan tidak merugikan (nonmaleficence), serta
berkeadilan (justice).

Avat (6)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kesejahteraan hewan”
adalah penelitian hewan coba dilakukan dengan menerapkan
5 (lima) prinsip kebebasan hewan dalam kesejahteraan hewan,
yvakni:

a. bebas dari rasa lapar dan haus;

b.  bebas dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;

c. bebas ...
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c. bebas dar ketidaknyamanan, penganiayaan, dan
penyalahgunaan;

d. bebas dari rasa takut dan tertekan; dan

e. bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Hewan coba harus dipilih dengan mengutamakan hewan dengan
sensitivitas neurofisiologis vang paling rendah (nonsentient
organism) dan hewan yang paling rendah pada skala evolusi,
Keberhati-hatian yang wajar harus diterapkan pada penelitian
yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan hewan
yang digunakan dalam penclitian harus dihormati.

Aval (7]
Cukup jelas,

Pasal 336
Cukup jelas.

Pasal 337
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2) .

Penetapan kebijakan, antaralain, berupa pendaftaran, pengujian,
dan pengawasan. ; '

Ayat (3)
Culaup jelas.

Pasal 338
Avat (1)

Yang dimaksud dengan "teknologi biomedis™ adalah penerapan
sains dan rekayasa sistem biologis dalam rangka peningkatan
Pelayvanan Kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "genomik” adalah analisis terkait
DNA (asam deoksiribonukleat),

Yang dimaksud dengan "transkriptomik” adalah analisis terkait
RNA (asam ribonukleat).

Yang. ..
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Yang dimaksud dengan “proteomik® adalah analisis terkait
protein.

Yang dimaksud dengan "metabolik” adalah analisis terkait
metabolit.

Ayat (3]

Yang dimaksud dengan "data terkait” meliputi data analisis
primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan kedokteran presisi” adalah
pendekatan baru untuk pencegahan dan pengobatan penvakit
dengan mempertimbangkan gen, lingkungan, dan pola hidup
seorang Pasien.

Ayat [4)
Cukup jelas.
Ayat (5]
Huruf a . .
Yang dimaksud dengan "vang tidak dapat ditelusur
identitasnya” adalah material dalam bentuk spesimen klinik
dan materi biologl, muatan informasi, dan data tersimpan
vang sejak awal tdak diketahui identitasnya dan bukan
bahan tersimpan yang udak teridentifikasi (deidentified).
Hurul b ' y
Cukup jelas.
Huruf ¢
Culkup jelas.
Pasal 339
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biobank atau biorepositori® adalah
fasilitas untuk kegiatan pengumpulan, penyimpanan jangka
panjang, dan pengelolaan spesimen yang berasal dari manusia
atau spesimen yang terkait dengan Kesehatan beserta data terkait
secara  sistematis  yang  ditujukan untuk  penelitian,
pengembangan, dan Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Avat (3) ...
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Avat (3}

Cukup jelas.
Ayat {4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keselamatan hayati” adalah usaha
untuk menjaga keselamatan pckerja dan pengguna fasilitas
laboratorium serta lingkungan dari agen biologi vang
berpotensi membahayakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerahasiasn atau privasi” adalah
bahwa penyelenggara biobank dan/atau biorepositori
menjamin kerahasiaan terhadap identitas individu asal dari
spesimen,

Huruf ¢ _ .
Yang dimaksud dengan "akuntabilitas” adalah penvelenggara
biobank dan/atau ‘biorepositori bertanggung jawab atas
pengumpulan, = penyimpanan  jangka panjang, dan

pengelolaan spesimen dan data.

Huruf d b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah spesimen
vang dikumpulkan, @ disimpan, dan dikelola dapat
dimanfaatkan “sebesar-besarnva untuk meningkatkan
kualitas Kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah
penyelenggaraan biobank dan/atau biorepositori yang
dilaksanakan untul kepentingan umum,

Huruf {

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi
manusia” adalah pengumpulan, penyimpanan jangka
panjang, dan pengelolaan spesimen dan data tidak
bertentangan dengan penyelenggaraan hak asasi manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "etika, hukum, dan medikolegal”
adalah penyelenggaraan hiobank dan/atau biorepositori
dilaksanakan dengan memperhatikan etika, hukum, dan
medikolegal yang berlaku.

Hurufh...



Huruf h

Yang dimaksud dengan "sosial budaya" adalah
penyelenggaraan hiobank dan fatau biarepositori
dilaksanakan dengan memperhatikan praktik empiris di
negara lain dengan memperhatikan sosial budaya di
Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (B)

Cukup jelas.

Pasal 340

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b -}
Yang dimaksud dcngan “tujuan utama penelitian” adalah
alasan utama dilaksanaksnnya pedelitian untuk menjawab
pertanyaan utama penelitian baik berupa identifikasi serta

penjelasan konsep atau memprediksi situasi/solusi atas
permasalahan tertentu.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perjanjian alih material® adalah
perjanjian tentang perpindahtariganan suatu material, muatan
informasi, dan/atau data antara dua penyelenggara atau
lembaga, dengan pihak pertama sebagai pengirim, penyedia,
pembaws, atau negara asal dan pihak kedua sebagai penerima,
pengguna, pengolah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari perjanjian kerja sama penelitian dan/atau kerja sama
lainnya.
Ayat (4

Cukup jelas.

Pasal 341 ...
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Pasal 341
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga pendukung atau penunjang
keschatan” adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan
tinggi di rumpun ilmu alam seperti biologi.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Pasal 342
Cukup jelas.

Pasal 343
Cukup jelas.

Pasal 344
Cukup jelas.

Pasal 345

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dukungan” adalah bantuan teknis yang
diberikan kepada penyelenggara Sistem [nformasi Kesehatan,

antara lain, dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi perangkat
lunak.

Pasal 346
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "arsitektur” adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan, antara lain, proses bisnis, data dan informasi,

infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan vang terintegrasi
yang diterapkan secara nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Avat [6)

Yang dimaksud den;gan "pemrosésan” adalah kegiatan yang
meliputi:

pemerolehan dan pgngmﬁplﬂa.n
pengolahan dan penganalisisan;
penyimpanan;, £
perbaikan dan pembaruan;
penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau
pengunglkapan; danfatau
f. penghapusan atay pemusnahan.
Ayart (7)

cRDOR

Pemrosesan date dan informasi Kesehatan di luar wilayah
Indonesia, antara lain, ialah dalam bentuk transfer dan
penyimpanar.

Peraturan perundang-undangan, antara lain, ialah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan
transaks] elektronik, penyvelengparaan sistem dan transaksi
elektronik, dan pelindungan data pribadi.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal 348
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah peraturan perundang-undangan vyang
mengatur tata kelola data, antara lain, peraturan terkait
pelindungan data pribadi, Sistem Informasi Kesehatan, dan satu
data Indonesia.

Pasal 349

Avat (1}

Culkup jelas.
Ayat (2}

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayart (4)

Cukup jelas.
Ayat (5}

Cukup jelas,
Avat (B)

Transfer termasuk penampilan, pengumuman, penyebarluasan,
atau pengungkapar.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “spesifik dan terbatas” adalah alasan
transfer data dan informas: Kesehatan untuk kepentingan
tertentu misalnya dalam rangks penanggulangan KLB, Wabah,
ibadah haji, perjanjian alih material (material transfer agreement),
atau kerja sama internasional di bidang Kesehatan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pemusnahan” adalsh tindakan untuk
menghitangkan, melenyapkan, atau menghancurkan data dan
informasi Kesehatan pribadi sehingga tidak dapat lagi digunakan
untuk mengidentifikasi subjek data dan informasi Kesehatan
pribadi.

Ayat (10) . . .



Avat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Avat (12)

Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

Pasal 351
Cukup jelas.

Pasal 352
Cukup jelas.

Pasal 333
Cukup jelas.

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Cukup jelas.

Pasal 356
Culaup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Culkup jelas.

Pasal 359

Yang dimaksud dengan “faktor risiko penyakit yang berpotensi
menimbulkan Wabah” adalah hal, keadaan, dan/atau peristiwa yang
dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya penvakit potensial
Wabah.

Pasal 360 . ..
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Pasal 360
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat angkut” adalah kapal, pesawat
udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan
perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk nyata, hewan,
tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau
dikirim melalui perjalanan, termasuk benda/alat yang digunakan
dalam alat angkut.

Ayat (2}

Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan
bentuk dan jenis tertentu yvang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendargan yang hefdgyn ﬂukﬂng di:namm. kendafaan di bawah
permukaan air, sérta alat épung dan bangunan terapung vang
tidak berpindah-pindah. .

Yang dimaksud dengan "pesawat udara” adalah setiap mesin atau
alat yang dapat terbang di at:msﬁ:r karena gava angkat dari
reaksi udara, tetapi bukan kﬁ.rma reaksi udara terhadap
permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Yang dimaksud dengan “kendaraan darat® adalah suatu sarana
angkut di darat yang rerdiri atas kenidaraan bermotor, termasuk
kendaraan vang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak
bermator.

Yang dimaksud dengan "angkutan sipil” adalah alat angkut vang
membawsa orang dan barang.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga terkait” adalah

kementerian/lembaga yang tugas fungsinya terkait urusan luar
negeri, pertahanan dan keamanan, serta intelijen.

Avat (4)

Cukup jelas.
Avat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “isclasi” adalah pemisahan antara
orang sakit dan orang sehat untuk mendapatkan pengobatan
dan perawatan.

Yang . .



Yang dimaksud dengan “karantina” adalah pembatasan
kegiatan dan/atau pemisahan orang terjangkit meskipun
belum menunjukkan gejala apa pun atau sedang berada
dalam masa inkubasi dan pemisahan peti kemas, alat
angkut, atau barang apa pun yang diduga terkontaminasi
dari orang dan/atau barang vang mengandung penyebab
penyakit atau kontaminan lain wuntuk mencegah
kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di
sckitarnya.

Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud @ dengan’ “penclakan® adalah  tidak
diikutsertakannya orang tersebut sebagai penumpang dalam alat
angkut vang akan dihefﬂﬂgkﬂﬂmn

Avat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nakhoda™ adalah salah seorang dari
awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan
mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “kapten penerbang” adalah penerbang
vang ditugaskan oleh perusshaan atau pemilik pesawat udara
untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh
terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian
pesawat udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Yang dimaksud dengan *pos lintas batas negara” adalah Pintu
Masuk orang, barang, dan alat angkut melalui darat lintas negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Cukup jelas,

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas.

Pasal 370
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372
Cukup jelas.

Pasal 373 . . .



Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Cukup jelas.

Pasal 375
Cukup jelas.

Pasal 376
Cukup jelas.

Pasal 377
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "profilaksis” adalah suatu tindakan
medis pemberian Obat tertentu  untuk memberikan
pelindungan dan penyakil menular tertentu dalam jangka
waktu tertentu.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pembatasan kegiatan sosial
kemasvarakatan' adalah membatasi atau mengawasi secara
ketat setiap ada kegiatan berkumpulnya manusia vang
diduga dapat menjadi sumber penyebaran penyakit, seperti
kegiatan keagamaan, pesta rakyvat, upacara adat, dan
hajatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.

Pasal 380 . . .
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Pasal 380

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Cukup jelas.

Pasal 383
Ayat (1)

Limbah dari kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah berupa

limbah medis dan limbah nonmedis.

Limbah medis, seperti darah, serum, bekas bungkus Obat, bekas
jarum suntik, bekas botel vaksin,bekas kantung darah, kasa
bekas pakai, serta masker bekas pakal Tenaga Medis dan Tenaga
Keschatan yang melayani Pasien, atau masker Pasien,

Limbah nonmedis seperti sisa makanan dari pengunjung umum,
masker bekas pakai masyarakat vang sehat, serta botol bekas dan

plastik sisa dari kegiatan domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 384

Culkup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389

Cukup jelas.
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Pasal 390
Cukup jelas.

Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392
Cukup jelas.

Pasal 393
Cukup jelas.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasgal 395
Cukup jelas.

Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Culkup jelas.

Pasgal 309
Hurufa

Yang dimaksud dengan “kegiatan menyebarluaskan” adalah
kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan KLB dan tidak
termasuk kegiatan penyebarluasan dalam rangka penegakan
diagnosis atau konfirmasi laberatorium.

Yang dimaksud dengan “bahan yang mengandung penvebab
penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan
KLB" adalah unsur atau zat kimia, fisika, dan radioaktif dengan
kadar di atas batas kewajaran atau batas normal yang
diperbolehkan schingga dapat menimbulkan penyakit dan
masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB,

Hurufb...
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan menyebarluaskan” adalah
kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan KLB dan Wabah
serta tidak termasuk kegiatan penyebarluasan dalam rangka
penegakan diagnosis atau konfirmasi laboratorium.

Yang dimaksud dengan “agen biologi penyebab penvakit vang
berpotenst menimbulkan KLB dan Wabah” adalah virus, bakteri,
jamur, dan parasit, baik hidup maupun mati, yang dapat
menyebabkan /menularkan penvalit yang berpotensi
menimbulkan KLB dan Wabah, misalnya, sampel dan/atau
spesimen yang dikelola oleh Rumah Sakit, laboratorium, dan
lembaga penelitian, dan hewan atau daging yang mengandung
agen biologi penyebab penyakit.

Pasal 400

Menghalang-halangi ptla&:m ‘upaya penanggulangan KLB dan
Wabah, antara lain, bemp& fidak mematuhi ketentuan vang
ditetapkan dalam rangka pelaksansan penanggulangan KLB dan
Wabah, seperti tidak bersedia dilakukan karantina atau isolasi, atau
tidak mengizinkan dilakukan penanggulangan dan/atau pemusnahan
faktor risiko terhadap alat angkut, barang, dan lingkungan yang
terpapar, termasuk hewan ternak/peliharaan.

Pasal 401

Cukup jelas.

Pasal 402

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404
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Cukup jelas.

Pasal 405 . . .



Pasal 405
Ayat (1)

Pihak swasta terkait, antara lain, ialah industri Sediaan Farmasi
yang memproduksi Sediaan Farmasi yang digunakan dalam
kegiatan pemberian Obat pencegahan massal dan imunisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ®audit kausalitas” adalah suatu
kajian sistematis mengenal kasus kejadian ikutan akibat
pemberian pengobatan massal dan imunisasi vang
dilaporkan berdasarkan data dan literatur medis dari para
ahli di bidangnya serta yang dilakukan oleh lembaga
independen untuk menentukan kemungkinan keterkaitan
antara kejadian ikutan dan Obat dan/atau vaksin yang
diberikan.

Huruf b

Pelayanan Keschatan, termasuk rehahilitasi medis, antara
lain, berupa pengobatan dan perawatan yang dilakukan pada
kasus kejadian ilkutsn  pascApengobatan massal dan
imunisasi sesual ﬂtﬁgﬂﬂ indikasi medis dan protokol
pengobatan,

Huruf e

Pasal 406

Yang dimaksud dengan “santunan terhadap korban” adalah
kompensasi berupa santunan disabilitas atau santunan
kematian yang diberikan kepada sescorang yang mengalami
kejadian ikutan pascapemberian Obal pencegahan massal
dan imunisasi berdasarkan hasil audit kausalitas.

Cukup jelas.

Pasal 407
Avat (1)

Bantuan pendanaan, antara lain, berupa:

b.

bantuan atau kompensasi bagli masyarakat yang terdampak
kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan

bantuan untuk pendanaan Rumah Sakit sesuai dengan
kebutuhan.

Ayat (2). ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 408
Cukup jelas.

Pasal 400
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Rencana induk bidang Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri setelah
dikonsultasikan dengan alat. kéleng%apan Dewan Perwakilan
Ralkyat Republik lndbneam.jr_a‘.ng rhmnhudangl kesehatan,

Yang dimaksud démgan “penganggaran berbasis kinerja” adalah
prinsip dan kaidah penganggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan penmdang~mﬂa.ng&ﬂ. di bidang keuangan negara.

Ayal (4]

Pengalokasian anggaran Kesehatan vyang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan sesuai
dengan kebijakan kKeuangan daerah dan sinkronisasi hubungan
keuangan antara pusat dan daerah.

Yang dimaksud dengan “penganggaran berbasis kinerja® adalah
prinsip dan kaidah penganggaran sesual dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, termasuk di  bidang
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Avat (6)

Culup jelas.

Pasal 410
Cukup jelas.

Pasal 411. ..
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Pasal 411
Cukup jelas.

Pasal 412
Cukup jelas.

Pasal 413
Cukup jelas.

Pasal 414
Cukup jelas.

Pasal 415
Cukup jelas.

Pasal 416
Cukup jelas.

Pasal 417

Ayat (1)

Culup jelas.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Partisipasi masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan Upaya
Kesehatan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-
tingginya, antara lain, ialah:

keikutsertaan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
dultungan penyediaan Sumber Daya Kesehatan;

penelitian pengembangan Teknologi Keschatan;
perencanaan dan penctapan kebijakan strategi nasional
pembangunan Kesehatan;

pembinaan dan pengawasan; danjatau

partisipasi masyvarakat lainnva.

S L

ol 1

Pasal 418 . , .
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Pasal 418
Cukup jelas.

Pasal 419
Cukup jelas.

Pasal 420
Cukup jelas.

Pasal 421
Cukup jelas.

Pasal 422
Cukup jelas.

Pasal 423
Cukup jelas.

Pasal 424
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3]
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
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Hurufl f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf §

Cukup jelas.

Hurufl k

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Huruf m

Melakukan tindakan i'anfn,.-arltlta.m_ lain, berupa penangkapan,
penahanan, serta pengambilan foto dan sidik jar.

Bantuan_penyidikan, antara lain, berupa bantuan teknis,

bantuan taktis, dan bantuan upaya paksa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5]

Cukup jelas.

Avat (6

Cukup jelas.

Pasal 425
Cukup jelas.

Pasal 426
Cukup jelas.

Pasal 427
Cukup jelas.

Pasal 428 , . .
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Pasal 428
Cukup jelas.

Pasal 429
Cukup jelas.

Pasal 430
Cukup jelas.

Pasal 431
Cukup jelas.

Pasal 432
Cukup jelas.

Pasal 433
Cukup jelas.

Pasal 434
Cukup jelas.

Pasal 435
Cukup jelas.

Pasal 436
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jelas.

Pasal 438
Cukup jelas.

Pasal 439
Cukup jelas.

Pasal 440
Avat (1)

Kealpaan yvang mengakibatkan luka berat termasuk disabilitas
seumur hidup.

Avat (2). ..
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Avat (2)

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

Pazal 446

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal 450

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Cukup jelas.

Pasal 453 ...
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Pasal 453
Cukup jelas.

Pasal 454
Cukup jelas.

Pasal 455
Cukup jelas.

Pasal 456
Cukup jelas.

Pasal 457
Cukup jelas.

Pasal 458
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6887



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASBING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat :

2.

: a. bahwa untuk memberikan pelindungan kepada

penerima pelayanan kesehatan serta untuk
menjaga kualitas mutu dalam penyelenggaraan
pekerjaan vang dilakukan oleh tenaga kesehatan
warga negara asing, diperlukan pengaturan
mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan
warga negara asing;

. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67

Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing sudah tidak sesuai
lagi dengan  perkembangan  hukum dan
kebutuhan upaya keseghatan sehingga perlu
diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pendavagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Asing;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4431);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengesahan Charter Of The Association Of
Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4915);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomoer 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara FHRepublik Indonesia Nomor
5587) sebapaimana telah beberapa kali diubah
terakhir detigan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja  Asing
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6646);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun
2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1626);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
301);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA
NEGARA ASING.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang vang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untulk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan,

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing vang selanjutnya
disingkat TKWNA adalah warga negara asing vang memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan vang diakui oleh Pemerintah.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang
selanjutnya disebut Pendayagunaan TKWNA adalah upaya
pemanfaatan TKWNA,

Pendayaguna Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang
selanjutnya disebut Pendavaguna adalah pemberi kerja yang
berupa institusi atau lembaga vang berbadan hukum yang
mendayagunakan TKWNA dengan membavar upah dan/atan
imbalan lainnya.

Penyelenggara Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Penvelenggara
adalah institusi, lembaga, atau organisasi yang berbadan
hukum vang menyvelenggarakan kegiatan Pendayagunaan
TEWNA.

303



10.

i &

12.

13.

14,

304

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau
tempat vang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif vang dilakukan cleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan
penggunaan tenaga kerja asing vang disahkan oleh menteri
yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah
bulkti tertulis vang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga
kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yvang telah diregistrasi.
Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disebut
STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI
kepada dokter atau dokter gigi WNA atau oleh konsil masing-
masing tenaga kesehatan kepada TEWNA selain dokter atau
dokter gigi yvang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan
dan/atau  pelatihan = kesehatan, penelitian kesehatan,
pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat
sementara di Indonesia.

Surat lzin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah buleti
tertulis yang diberikan - oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian
kewenangan untuk menjalankan praltik.

Kerangka HKualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian  pengakuan kompetensi kerja sesuail  dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam
lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa
atau organisasi internasional lainnya.

Lembaga Asing Nonpemerintah adalah suatu Lembaga
Internasional yang tererganisasi sccara fungsional bebas dari
dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi
internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara
di mana organisasi itu didirikan,

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
serta  perangkat daerah sebagai unsur penyvelenggara
pemerintahan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjuinya disingkat KKI
adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstrulktural, dan
bersifat independen yang terdiri atas konsil kedokteran dan
konsil kedokteran gigi.

Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di
lingkungan Kementerian Kesehatan yvang melaksanakan tugas
di bidang Tenaga Kesehatan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAE I1I
PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TKWNA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pendayagunaan TKWNA

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 2
Pendayagunaan TKWNA dilakukan pada:
a. wilayah Kawasan Ekonomi Khusus; dan
b.  wilayah nonKawasan Ekonomi Khusus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan TKWNA vang
dilakukan pada wilayah Kawasan Ekonomi Khusus diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3
Pendayagunaan TEWNA dilakukan dengan memperhatikan:
a. alith ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan
teknologi; dan
b.  ketersediaan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia.
Alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk
kepentingan perkembangan dan pendalaman ilmu
pengetahuan dan teknologi di  bidang kedokteran dan
kesehatan.
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(3)

Pendayagunaan TKWNA hanya dapat dilakukan bagi TKWNA
yvang berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik
dan/atau memiliki kerja sama sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan vang mengatur mengenai
hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Pasal 4

Pendayagunaan vang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan
Pendayagunaan TKWNA yang melakukan praktik keprofesian tenaga
medis atau Tenaga Kesehatan selain tenaga medis.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)
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Paragraf 2
Rencana Pendayagunaan TKWNA

Pasal 5
Dalam Pendayvagunaan TKWNA, Menteri menyusun dan
menetapkan rencana - Pendayagunaan  TKWNA  yang
didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
Rencana Pendayagunaan TKWNA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3
ayal (1) dan ayat (2).
Rencana Pendayagunaan TKWNA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan rencana skala nasional yang diperoleh
berdasarkan usulan kebutuhan dari calon Pendayaguna
dan/atau kajian kebutuhan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Rencana Pendayagunaan TEKWNA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 memuat jenis dan jabatan vang dapat diduduki
oleh TKWNA.

Jenis dan jabatan vyang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai jabatan tertentu
yang dapat diduduld oleh tenaga kerja asing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Area Kegiatan Pendayagunaan THWNA

Pasal 7
Pendayagunaan TKWNA hanya dapat dilakukan oleh
Pendayaguna atau Penyelenggara.
Pendayagunaan TKWNA meliputi area kegiatan sebagai berikut:
a. pelayanan kesehatan;



pendidikan bidang kesehatan:

pelatihan kesehatan;

bakti sosial bidang kesehatan;

kondisi tanggap darurat bencana;

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan; dan

g.  kegiatan lain di bidang kesehatan.

o oo g

Bagian Kedua

Kualifikasi, Persyaratan, Mekanisme Pendayagunaan TEWNA

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Pendayagunaan TEWNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah termasuk milik Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Pendayaguna sekaligus tempat
Pendayagunaan TKWNA.

Pasal 9
TEKWNA vang dapat didayvagunakan dalam kegiatan pelayanan
kesehatan terdiri atas:
a. tenaga medis; dan
b. Tenaga Kesehatan selain tenaga medis.
Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
paling rendah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis.
Tenaga Kesehatan selain tenaga medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kualifikasi paling
rendah strata satu (S1) atau yang setara.
Dalam kondisi tertentu, TKWNA dengan kualifikasi selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat
didavagunakan dalam kegiatan pelayvanan keschatan dengan
persetujuan Menteri.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit meliputi kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan
Tenaga Kesehatan dalam rangka investasi, dan kriteria lokasi
Rumah Sakit Pendayaguna.
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Pasal 10

Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, TKWNA wyang akan didayvagunakan dalam kegiatan

pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan teknis

bidang kesehatan dan persyaratan ketenagakerjaan.

Persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dipenuhi oleh Pendayaguna sebelum mengajukan permohonan
penggunaan tenaga kerja asing.

Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi:

a.  djazah atau bukti kelulusan sesuai kompetensi dari
institusi pendidikan asal;

b.  Sertifikat Kelaikan Praktik (Certificate of Good Standing)
dari lembaga yang berwenang di tempat praktik terakhir
atau sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat registrasi
profesi dari negara asal atan otoritas tempat praktik
teralchir;

c.  surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima)
tahun  sesuai  dengan  kompetensi di  bidang
keprofesiannya; dan

d. surat penawaran kerja dari Pendayaguna Indonesia.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3], TKWNA yang didavagunakan di Indonesia juga

memiliki kemampuan berbahasa Indenesia yang dapat
dipenuhi setelah TKWNA didavagunalcan.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan
oleh Pendayaguna untuk mendapatkan Pengesahan RPTEKA
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 12
TKWNA  vang telah  mendapatkan Pengesahan RPTKA
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 11 wajib  memiliki
sertifikat kompetensi, STR Sementara, dan SIP untuk dapat
memberikan pelayanan kesehatan.
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperaleh melalui evaluasi kompetensi.
Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
tenaga medis berupa adaptasi.



)

(3)

(6)

(1)

Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalai:

a. portofolio dan orientasi pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat bekerja bagi tenaga medis warga negara
asing yang memperoleh sertifikat profesi dan/atau
sertifikat kompetensi atau sertifikat yang menyvatakan
kompeten dari lembaga berwenang negara asing yang
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab di
bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

b. penyesuaian kemampuan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat bekerja dengan jangka waktu sesuai
hasil penyetaraan bagi tenaga medis warga negara asing
yang memperoleh sertifikat profesi dan/atau sertifikat
kompetensi atau sertifikat yang menyatakan kompeten
dari lembaga berwenang di negara asal selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau

c. portofolio bagi tenaga medis warga negara asing yang
memiliki kepakaran dan diakui di tingkat internasional.

Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi

TEWNA selain tenaga medis dilakukan melalui:

a.  penilaian portofolio bagi TKWNA selain tenaga medis:

1.  yang memperoleh bukti kelulusan, sertifikat profesi,
sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat lainnya
vang menyatakan kompeten dari lembaga berwenang
negara asing yang ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri vang memiliki tugas
dan tanggung jawab di bidang pendidikan,
kebudayaan, riset, dan teknologi; dan

2.  wvang memiliki kepakaran dan diakui di tingkat
internasional; atau

b.  penilaian portofolio dan wawancara/uji lisan bagi TKWNA
selain tenaga medis yang memperoleh bukti kelulusan,
sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan/atau
sertifikat lainnya wvang menyatakan kompeten dari
lembaga berwenang di negara asal selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Evaluasi kompetensi bagi TKWNA sebagaimana dimaksud pada

avat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13
Pendayaguna dalam kegiatan pelayanan kesehatan meliputi:
a. instansi pemerintah yang menangani urusan di bidang
kesehatan;
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b, Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat
atan Pemerintah Daerah termasulk milik Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta

maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal
asing; dan

¢. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau
yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang
berwenang dengan bisnis utamanya bidang kesehatan.

Pendayaguna dapat mendavagunakan TKWNA dalam kegiatan

pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

terdiri atas:

a. rumah sakit yang telah terakreditasi; dan

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu yang ditetapkan
Menteri.

Pendayaguna hanya dapat mendayagunakan TKWNA di 1 (satu)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pendayaguna sesuai

dengan SIP.

Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayatl (1), Pendayaguna vyvang akan mendayagunakan TEKWNA

dalam kegiatan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi

persyaratan ketenagakerjaan  sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14
Pendayaguna wajib menugaskan Tenaga Kesehatan warga
negara Indonesia sebagai pendamping sesuai dengan kegiatan
pelayvanan kesehatan vang diberikan TKWNA,
Pendamping sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
memiliki kualifikasi yang sejenis dan/atau setara dengan
TEKWNA.
Pendayaguna wajib memfasilitasi pendamping sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh alih ilmu
pengetahuan, keahlian, dan teknologi dari TKWNA.
Hasil alih ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari
pendidikan profesional berkelanjutan vang dapat dikonversi ke
dalam satuan kredit profesi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi ke dalam satuan
kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4] diatur
dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
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Pasal 15
Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Pendamping juga harus memenuhi persyaratan
teknis bidang kesehatan.
Persyaratan teknis bidang kesehatan diajukan oleh
Pendayaguna.
Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi;
surat penugasan dari Pendayaguna;
b. salinan ijazah pendidikan teralkhir;
c. salinan STR yang masih berlaku; dan
d salinan SIP yvang masih berlaku.

P

Paragraf 2
Pendidikan Bidang Kesehatan

Pasal 16
Pendayagunaan TKWNA pada kegiatan pendidikan bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
b harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang kesehatan dan pendidikan.
Pendayagunaan TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pendayagunaan dosen atau pendidik klinis; dan
b. pendayvagunaan peserta didik.
Pendavagunaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi pendayagunaan pada:
a. program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi

spesialis;
b. fellowship dan subspesialistik;
c. program pendidikan Tenaga Kesehatan selain tenaga

medis paling rendah jenjang strata satu (S1) atau yang
setara dan pendidikan profesi; atau
d., program pendidikan spesialis bagi Tenaga Kesehatan
selain tenaga medis.
Kualifikasi dosen atau pendidik klinis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang pendidikan.
Kualifikasi peserta didik pada program pendidikan dokter
spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a meliputi dokter dan dokter gigi.
Kualifikasi peserta didik pada fellowship dan subspesialistik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi dokter
spesialis dan/atau dokter gigi spesialis.
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Kualifikasi peserta didik pada program pendidikan Tenaga
Kesehatan selain tenaga medis paling rendah jenjang strata
satu (S1) atau yang setara dan pendidikan profesi sebagaimana
dimaksud pada avat (3) huruf ¢ meliputi Tenaga Kesehatan
selain tenaga medis lulusan pendidikan vokasi diploma tiga
(D3} atau yang setara.

Kualifikasi peserta didik pada program pendidikan spesialis
bagi Tenaga Kesehatan selain tenaga medis sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) huruf d meliputi Tenaga Kesehatan
selain tenaga medis lulusan strata satu {S1) atau yang setara
dan pendidikan profesi.

Pasal 17

Pendayagunaan TKWNA pada kegiatan pendidikan bidang

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

harus memenuhi persyaratan teknis bidang keschatan,

Persyaratan teknis hidang kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dipenuhi setelah memperoleh izin dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan dan  sebelum dilakukan kegiatan

pendidikan.

Persyaratan teknis bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bagi dosen atau pendidik klinis dibedakan

berdasarkan tujuan kegiatan yaitu:

a. melaksanakan alih ilmu pengetahuan, keahlian, dan
teknologi bidang kedokteran dan profesi kesehatan
lainnya untuk jangka waktu tertentu; dan

b. melaksanakan kegiatan pendidikan formal pada rumah
sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan bidang
kesehatan yvang membutuhkan Pengesahan RPTKA.

Persyaratan teknis bidang kesehatan untuk tujuan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi tenaga

medis berupa persetujuan yang dikeluarkan oleh KKI.

Persyaratan teknis bidang kesehatan untuk tujuan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi Tenaga

Kesehatan selain tenaga medis berupa persetujuan yang

dikeluarkan oleh Menteri.

Dalam hal pendayvagunaan tenaga medis untuk pelaksanaan

tujuan kepiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan harus

menetapkan dokter penanggung jawab pelayanan.

Persyaratan teknis bidang kesehatan bagi dosen atau pendidik

klinis untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b berlaku secara mutatis mutandis sesuai Pasal 10.
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Persyaratan teknis bidang kesehatan bagi peserta didik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan
huruf b meliputi:

a. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. memiliki STR Sementara untuk peserta didik yang
mengikuti  pendayagunaan pada fellowship dan
subspesialistik;

c. memiliki STR bersyarat untuk peserta didik program
pendidikan spesialis; dan

d.  memiliki SIP.

Persyaratan teknis bidang kesehatan bagi peserta didik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf ¢ berupa

persetujuan dari Menteri.

Persyaratan teknis bidang keschatan bagi peserta didik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d berupa

STR bersyarat.

Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dan ayat (10), peserta didik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d harus berada dalam

pendampingan dan tanggung jawab pendidik klinis pada saat

menjalankan praktik klinis selama masa pendidikan.

Dalam hal peserta didik membutuhkan rekomendasi atau izin

belajar untuk keperluan izin tinggal selama masa pendidikan,

rekomendasi atau izin belajar diberikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4] diatur dengan Peraturan KKI.

Pasal 18
Persyaratan teknis bidang kesehatan bagi dosen atau pendidik
klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7)
digunakan oleh Pendayaguna untuk mendapatkan Pengesahan
RPTKA dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang ketenagakerjaan.
Dosen atau pendidik klinis sebagaimana dimaksud pada avat
(1) yang telah mendapatkan Pengesahan RPTKA wajib memiliki
sertifikat kompetensi, STR Sementara, dan SIP.
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperoleh melalui evaluasi kompetensi.
Mekanisme evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis sesuai Pasal 12.
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Paragraf 3
Pelatihan Kesehatan

Pasal 19
Pendayagunaan TKWNA pada kegiatan pelatihan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
dilakukan dalam rangka alih ilmu pengetahuan, keahlian, dan
teknologi bidang kedokteran dan profesi kesehatan lainnya.
Pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan.
Pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
Pelatihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendayagunakan TKWNA sebagai pelatih atau fasilitator.
TKWNA wyang akan didayagunakan sebagai pelatih atau
fasilitator sebagaimana dimaksud pada avat (4) terdiri atas:
a. tenaga medis; dan
b. Tenaga Kesehatan selain tenaga medis.
TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus
memenuhi kualifikasi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
dengan kompetensi atau kualifikasi tammbahan,
TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus
memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah:
a.  strata dua {S2); atau
b. profesi atau spesialis setara dengan jenjang 8 (delapan)
dalam KKNI.
Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus
memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
a. memiliki sertifikasi sebagai pelatih atau fasilitator dari
lembaga berwenang di negara asal atau Indonesia; dan
b. mendapatkan persetujuan dari KKI.
Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), TKWNA sebagaimana dimaksud pada avat (5) huruf b harus
memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
a. memiliki sertifikasi sebagai pelatih atau fasilitator dari
lembaga berwenang di negara asal atau Indonesia; dan
b. mendapatkan persetujuan dari Menteri.
Dalam hal TKWNA sebagai pelatih atau {fasilitator
membutuhkan Pengesahan RPTKA, persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (9) harus
dipenuhi  setelah memenuhi persyaratan ketenagakerjaan
sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b diatur dengan Peraturan KKI.

Pasal 20
Dalam hal pada kegiatan pelatihan kesehatan
mendayagunakan TKWNA sebagai peserta pelatihan kesehatan
dilarang melakukan praktik keprofesian terhadap pasien/klien.
Dalam hal TKWNA sebagai peserta pelatihan kesehatan telah
memiliki STR Sementara dan SIP, TEWNA tersebut dapat
melakukan praktik keprofesian terhadap pasien/klien.

Pasal 21

Pendayvagunaan TKWNA pada kegiatan pelatihan kesehatan
dilaksanakan oleh Penyelenggara yang terdiri atas:
a. institusi pendidikan Tenaga Keschatan;
b.  rumah sakit;
c. balai pelatihan/institusi pelatihan kesehatan yang

terakreditasi;
d. organisasi profesi; dan
e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.
Lembaga atau organisasi lain dapat menjadi penyelenggara
pelatihan kesehatan yang melibatkan
TKWNA bekerja sama dengan Penyelenggara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}.
Kegiatan pelatihan keschatan dapat diselenggarakan di
institusi milik Penyelenggara atau institusi lain yang memenuhi
ersyaratan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib

menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direlktur

Jenderal sebelum pelaksanaan pelatihan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

meliputi:

a. rencana kegiatan pelatihan mencakup latar belakang
dibutuhkannya pelatihan, tujuan, tempat, sasaran, waktu
pelaksanaan, output, metode, dan sarana/peralatan
pelatihan;

b. data pelatih/fasilitator baik WNI maupun WNA termasuk
kualifikasi, kompetensi di bidang keahlian, dan
kompetensi sebagai pelatih /fasilitator;

c¢. data peserta balk WNI maupun WNA termasuk
kualifikasi dan kompetensi di bidang keahlian jika ada;
dan
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d. pernyataan persetujuan dari KKI bagi tenaga medis dan
Menteri bagi Tenaga Kesehatan selain tenaga medis.

Pasal 23

Dalam mendayagunakan TEKWNA pada kegiatan pelatihan
kesehatan, Penyelenggara wajib menugaskan Tenaga
Kesehatan warga negara Indonesia sebagai pelatih atau
fasilitator pendamping.

Pelatih atau fasilitator pendamping sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang sejenis dengan
TKWNA.

Paragraf 4
Bakti Sosial Bidang Kesehatan

Pasal 24
Pendayagunaan TKWNA dalam kegiatan bakt sosial bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
d dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan.
TKWNA yang didayagunakan dalam kegiatan bakti sosial
bidang kesehatan terdini atas:
a. tenaga medis; dan
b. Tenaga Kesehatan selain tenaga medis.
TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus
memenuhi kualifikasi dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis.
TEKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus
memenuhi kualifikasi paling rendah strata satu (S1) atau yang
setara,
Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus
memiliki surat persetujuan dari KKI.
selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus
mermiliki persetujuan dari Menteri.
TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari
kewajiban mampu berbahasa Indonesia.
Ketentunan lebih lanjut mengenai persetujuan scbagaimana
dimaksud pada ayat [5) diatur dengan Peraturan KKI.

Pasal 25
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) wajib dilaksanakan berkolaborasi dengan Tenaga
Kesehatan warga negara Indonesia sebagai mitra.
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Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia sebapgaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab teknis
pelayanan kesehatan yang diberikan dalam kegiatan bakti
sosial bidang kesehatan.

Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia sebagaimana
dimalksud pada ayat (2) wajib memiliki STR dan SIP.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau
fasilitas kesehatan lain yang disetujui oleh Menteri.

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan bakti sosial bidang
kesehatan diperlukan tindakan operatif, kegiatan tersebut
harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan vang
memiliki kamar operasi dan fasilitas tindakan medis lain sesuai
dengan standar serta menugaskan tenaga medis pendamping
yvang memiliki kompetensi yang setara.

Pasal 26
Pendayagunaan TKWNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 dilaksanakan oleh Penyelenggara vang terdiri atas:
a. rumah salkit;
b. organisasi profesi bidang kesehatan;
c.  institusi pendidikan bidang kesehatan; dan
d. instansi pemerintah termasuk TNI/POLRI.
Selain Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
kegiatan bakti sosial bidang Kkesehatan juga dapat
diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi lain.
Lembaga atau organisasi lain yvang menyelenggarakan kegiatan
bakti sosial bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bekerja sama dengan Penyelenggara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi kerja
sama di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah negara lain.

Pasal 27
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib
memiliki izin penyelenggaraan.
[zin penyelenggaraan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan penerbitan
surat persetujuan TKWNA kepada Menteri atau KKIL.
Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah
memenuhi persyaratan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
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surat permchonan penyelenggaraan bakti sosial bidang

kesehatan;

akte badan hukum Penyelenggara;

proposal kegiatan vang berisi kejelasan maksud, tujuan,

jenis kasus yang akan ditangani dan

penatalaksanaannya;

uraian tugas TKWNA;

surat rekomendasi kegiatan bakti sosial dan kepala dinas

kesehatan kabupaten/kota setempat;

surat rekomendasi dari badan kesatuan bangsa dan

politik setempat;

surat pernyataan kesediaan Tenaga Kesehatan warga

negara Indonesia untuk menjadi mitra yang berkolaborasi

dengan TKWNA;

fotokopi STR dan SIP Tenaga Keschatan warga negara

Indonesia yang menjadi mitra kolaborasi dengan TKWNA;

daftar obat dan alal kesehatan yang telah teregistrasi dan

izin edar di Indonesia yang akan digunakan;

surat kesediaan mendanai pelaksanaan bakti sosial

hingga pasca bakti sosial;

sural kesediaan bertanggung jawab secara hukum untuk

keseluruhan penyelenggaraan;

surat keterangan memililki- kamar operasi dan fasilitas

tindakan medis lain sesuai dengan standar hila

diperlukan tindakan operatif; dan

lampiran dokumen TKWNA meliputi:

1. eurriculum vitae TKWNA,;

2. ijazah atau bukti kelulusan sesuai kompetensi dari
institusi pendidikan asal;

3. Sertifikat Kelaikan Praktik |(Certificate of Good
Standing) dari lembaga yvang berwenang di tempat
praktik terakhir atau sertifikat kompetensi dan/atau
sertifikat registrasi profesi dari negara asal atau
lembaga vang berwenang di tempat praktik terakhir;

4.  surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara
asal dengan keterangan bebas narkoba, HIV/Aids,
Meningitis, TB, Hepatitis, Polio, Campak serta
penyakit endemis negara asal;

5. surat pernyataan bersedia mematuhi kode etik
profesi  kesehatan dan ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

6. salinan paspor calon TKWNA (berwarnal.
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Lampiran dokumen TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf m yang menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris
atau Bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam Bahasa
Inggris oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut atau
penerjemah tersumpah.

Paragraf 5
Kondisi Tanggap Darurat Bencana

Pasal 28
Pendayagunaan TKWNA untuk kegiatan pada kondisi tanggap
darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2)
huruf e dilaksanakan dalam rangka kebutuhan mobilisasi
Tenaga Kesehatan dalam penanganan bencana.
Kondisi tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pendayagunaan TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kajian kebutuhan jumlah
dan jenis Tenaga Kesehatan untuk penanggulangan bencana.
Pendayagunaan TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan
kebutuhan Pendayagunaan TKWNA scbagaimana dimaksud
pada avat (4) sebagai bagian dari permintaan inisiasi bantuan
Internasional.
Inisiasi bantuan Internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat berasal dari pemerintah negara asing, Lembaga
Internasional, atau Lembaga Asing Nonpemerintah.

Pasal 29

Pemerintah negara asing, Lembaga Internasional, atau
Lembaga Asing Nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (6) harus menvampaikan data TKWNA yvang akan
ditugaskan dalam penanganan bencana kepada Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
Data TKWNA wvang akan ditugaskan dalam penanganan
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. TKWNA vang tergabung dalam Emergency Medical Team

(EMT); atau
b. TKWNA yang tidak tergabung dalam EMT.
TKWNA yang tergabung dalam EMT sebagaimana dimaksud
pada avat (2) huruf a merupakan tim Tenaga Kesehatan yang
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telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health

Organization EMT Global Classified Teams).

TEKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi

dokumen persyaratan meliputi:

a. salinan paspor;

b.  Sertifikat Kelaikan Praktik (Certificate of Good Standing)
dari lembaga yang berwenang di tempat praktik terakhir
atau sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat registrasi
profesi dari negara asal atau otoritas tempat praktik
terakhir;

c. dokumen Tbhukti keanggotaan dari World Health
Organization EMT Global Classified Teams; dan

d. surat penugasan atau rekomendasi dari pemerintah
negara asal, Lembaga Internasional, atau Lembaga Asing
Nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TKWNA vyang tidak tergabung dalam EMT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi dokumen

persyaratan meliputi;

a.  salinan paspor;

b. salinan ijazah atau bukti kelulusan sesuai kompetensi
dari institusi pendidikan asal;

c.  Sertifikat Kelaikan Praktik (Certificate of Good Standing)
dari lembaga yang berwenang di tempat praktik terakhir
atau sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat registrasi
profesi dari negara asal atau otoritas tempat pralktilk
teralchir;

d. salinan sertifikat kompetensi khusus di bidang teknis
medis dan/atau penanggulangan bencana; dan

e. surat penugasan atau rekomendasi dari pemerintah
negara asal, Lembaga Internasional, atau Lembaga Asing
Nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Data TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) disampaikan bersamaan pada saat lembaga

tersebut meregistrasikan lembaganya sebagai pemberi
bantuan.

Data TKWNA dan dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diteruskan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana kepada Menteri.

Menteri memberikan persetujuan Pendayagunaan TEKWNA

setelah data TEKWNA dan dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (V) dinvatakan lengkap.
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Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (8) wajib
diperoleh TKWNA sebelum melakukan registrasi di pusat
registrasi sesual dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Pasal 30
Pemerintah Daerah  lokasi  bencana  hanya boleh
mendayagunakan TKWNA yang telah memperoleh persetujuan
dan teregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
{10).
Pemerintah Daerah lokasi bencana mengatur penempatan dan
kegiatan TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam rangka mengatur penempatan dan kegiatan TKWNA
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Pemerintah Daerah
menugaskan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia dalam
satu tim dengan TKWNA.
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu menugaskan
Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapatl mengajukan
permintaan bantuan kepada Menteri.
Menteri menugaskan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia dari Tenaga Kesehatan cadangan untuk membantu
Pemerintah Daerah  dalam mendampingi TEKWNA pada
penanganan bencana.

Pasal 31
TEWNA bersama tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (3) wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri melalui Pemerintah Daerah lokasi
bencana sewaktu-waktu jika diminta dan pada akhir masa
tugasnya.
Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit berisi:
a. lokasi pelayanan kesehatan;
b.  jenis pelavanan kesechatan;
¢. jumlah dan jenis kasus yang ditangani;
d. penatalaksanaan kasus yang ditangani; dan
e. rencana tindak lanjut,
TKWNA yang didayagunakan untuk kegiatan pada kondisi
tanggap darurat bencana harus segera meninggalkan wilayah
negara Indonesia apabila masa penugasan telah berakhir.
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Dalam hal masa tanggap darurat bencana belum berakhir,
masa penugasan TKWNA dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan.

Pasal 32
Pelayanan kesehatan dalam masa tanggap darurat bencana
dilarang dilaksanakan di atas kapal bendera asing.
Spesimen atau material biologi dalam kegiatan pelayanan
kesehatan dalam masa tanggap darurat bencana dilarang
dibawa keluar Indonesia.

Paragraf 6
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kesehatan

Pasal 33
Pendayagunaan TKWNA pada Kkegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f harus
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
riset dan teknologi.
TEKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan atau pendidikan di
bidang kesehatan.
Dalam hal TKWNA melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
vang melibatkan praktik keprofesian terhadap pasien/klien
scbagai subjek penelitian, harus memenuhi persyaratan teknis
bidang kesehatan.
Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi kewajiban:
a.  memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b. memiliki STR Sementara sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4
huruf a dipercleh melalui evaluasi kompetensi.
Mekanisme evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis sesuai Pasal 12,
Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus dipenuhi setelah mengajukan perizinan
penelitian  asing sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Paragraf 7
Kegiatan Lain di Bidang Kesehatan

Pasal 34

Pendavagunaan TEWNA dapat dilakukan pada kegiatan lain di

bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2} huruf g.

Kegiatan lain di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. kegiatan olahraga internasional;

b.  kegiatan latihan bersama/latihan gabungan TNI/POLRI;
atau

c. kegiatan lainnva vang melibatkan TKWNA.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memiliki rekomendasi dari tim koordinasi pendayagunaan

sumber daya manusia kesehatan WNA.

TEWNA vyang didayagunakan pada kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} huruf a merupakan Tenaga Kesehatan

yang berada satu tim dengan kontingen negaranya.

TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat

memberikan pelayanan kesehatan untuk kontingen negaranya.

TKWNA vyang didayagunakan pada kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan TKWNA yang

memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam
rangkaian kegiatan latihan bersama/latihan gabungan

TNI/POLRI.

TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat

persetujuan dari Menteri.

Persetujuan scbagaimana dimaksud pada avat (7) diperoleh

setelah TKWNA memenuhi dokumen persyaratan paling sedikit

sebagai benkut:

a curriculum vitae;

b.  Sertifikat Kelaikan Praktik (Certificate of Good Standing)
dari lembaga yang berwenang di tempat praktik terakhir
atau sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat registrasi
profesi dari negara asal atau otoritas tempat praktik
terakhir;

c.  surat pernyataan jaminan kKompetensi dari komandan
latihan bersama atau latihan gabungan dari negara asal;
dan

d. salinan sertifikat kompetensi tambahan, jika ada.

TEWNA vang didayagunakan pada kegiatan secbagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilarang melakukan praktik

keprofesian terhadap pasien/klien.
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Paragraf 8
Tim Koordinasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 35

Dalam  rangka Pendayagunaan TKWNA  vang tidak
membutuhkan Pengesahan RPTKA, Menteri menetapkan tim
koordinasi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
warga negara asing untuk melakukan penilaian terhadap
pemenuhan persyaratan yang diajukan Penyelenggara.
Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
1, tim koordinasi pendayagunaan sumber daya manusia
kesehatan warga negara asing melaksanakan tugas dan fungsi
yang diberikan oleh Menteri.
Tim koordinasi pendayagunaan sumber daya manusia
kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas unsur;
a. kementerian/lembaga terkait;
b.  unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;

dan
¢. unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan vang diajukan Penyelenggara, tim koordinasi
pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan warga negara
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan
tanggapan terhadap permohonan Pendayvagunaan TEKWNA
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas
permohonan diterima lengkap.
Tanggapan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
persetujuan atau penolakan penyelenggaraan kegiatan yang
mendayagunakan TKWNA.
Dalam hal tim koordinasi pendayagunaan sumber daya
manusia kesehatan warga negara asing memberikan penolakan
terhadap permohonan Pendayagunaan TKWNA, harus disertai
dengan alasan vang jelas.

Pasal 36

Mekanisme Pendayagunaan TEKWNA pada masing-masing area
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat [2)
dilaksanakan sesuai dengan Lketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pendayaguna dan Penyelenggara

Pasal 37
Pendayaguna dan Penyelenggara berhak mendayagunakan TEKWNA

sesuai area kegiatan setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 38

Pendavaguna dan Penyelenggara berkewajiban:

a. mendayagunakan TKWNA sesuai dengan persyaratan pada
masing-masing area kegiatan;

b. menugaskan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia
sebagai pendamping sesuai dengan kegiatan vang diberikan
TKWNA;

c. memfasilitasi pendamping untuk memperoleh alih ilmu
pengetahuan, keahlian, dan teknologi;

d. memfasilitasi pelatihan berbahasa Indonesia bagi TKWNA yang
didayagunakan pada kegiatan vang membutuhkan Pengesahan
RPTEA:

e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas

keschatan provinsi dan kepala dinas kesehatan

kabupaten/kota paling lambat ¥ (tujuh) hari setelah masa

Pendayagunaan TKWNA berakhir;

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas TKWNA; dan

g. memenuhi seluruh  kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan terkait Pendayagunaan
TKWNA.

™

Paragraf 2
Hak, Kewajiban, dan Larangan TEWNA

Pasal 39
TKWNA yang didayagunakan di Indonesia berhak mendapatkan
pelindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan bidang
kesehatan  sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
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Pasal 40

TKWNA yang didayagunakan di Indonesia berkewajiban:

a. memiliki sertifikat kompetensi, STR Sementara atau STR
bersyarat, dan SIP atau memiliki persetujuan sesuai dengan
area kegiatan;

b. memperhatikan, menghormati, dan mematuhi hukum dan
peraturan perundang-undangan serta kebijakan Pemerintah
Indomesia;

c. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;

d. menghormati adat istiadat, budaya, tradisi, agama dan
kepercayaan masvarakat lokal;

e. menaati kode etik profesi Tenaga Kesehatan;

f. melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dalam
jabatannya; dan

g.  membuat laporan hasil kegiatan termasuk pelaksanan alih
teknologi, ilmu pengetahuan dan  keahlian kepada
Pendayaguna atau Penyelenggara.

Pasal 41

TKWNA yang didayagunakan di Indonesia dilarang:

a. melaksanakan tugas dan pekerjaan vang tidak sesuai dengan
kompetensi, jabatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
tempat atau wilayah kerja yang telah ditentukan dalam izin
yvang diterbitkan;

b. melakukan praktik mandiri;

c. menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. melakukan kegiatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 42

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam Pendayagunaan

TKWNA meliputi:

a. menyusun rencana Pendayagunaan TEKWNA;

b.  menyvampaikan usulan jenis, persyaratan teknis, dan jabatan
TEKWNA kepada kementerian yang menangani urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

c. memberikan izin penyelenggaraan kegiatan bakti sosial bidang
kesehatan serta rekomendasi Pendavagunaan TEKWNA untuk
kegiatan tanggap darurat bencana dan kegiatan lain di bidang
kesehatan;

326



d. memberikan tanggapan atas laporan yang disampaikan oleh
Penyelenggara pelatihan kesehatan kepada Menteri; dan

e. melakukan pembinaan dan pengawasan Pendavagunaan
TEKWNA skala nasional dan antarprovinsi bersama tim
koordinasi pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
warga negara asing.

Pasal 43

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dalam

Pendavagunaan TKWNA meliputi:

a. melakukan pemantauan Pendayagunaan TKWNA skala
provinsi;

b. melaporkan hasil pemantavan Pendayagunaan TKWNA skala
provinsi kepada Menteri;

c. melakukan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah
dan Pemerintah Pusat terkait dengan pembinaan dan
pengawasan orang asing; dan

d. menilai kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pendayaguna.

Pasal 44

Tugas dan tlanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kola

dalam Pendavagunaan TKWHNA meliputi;

a. melakukan pemantauan Pendayagunaan TKWNA skala
kabupaten /kota;

b. melaporkan hasil pemantauan Pendayagunaan TEWNA skala
kabupaten fkota kepada Pemerintah Daerah provinsi;

& memberikan izin praktik bagi TKWNA yang akan
melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d. menilai kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pendavaguna.

Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendayagunaan
TEWNA diatur dalam pedoman wvang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

BAB II1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Pendayagunaan TKWNA.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat

melibatkan pihak terkait yang ditetapkan oleh Menteri.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} diarahkan untuk:

a. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan
TEKWNA |patient safety);

b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan
TKWNA;

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan
TKWNA; dan

d. memantau dan mengevaluasi kegiatan vang berkaitan
dengan Pendayagunaan TKWNA agar menjalankan
fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 47
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapal menetapkan sanksi administratif
terhadap Pendayaguna dan Penyelenggara yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 serta TKWNA yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 dan
Pasal 41. _
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Pendayaguna dan Penyelenggara dapat berupa:
teguran lisan;
teguran tertulis;
pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan; dan/atau
rekomendasi pencabutan Pengesahan RPTKA atau sanksi
administratif lain di bidang ketenagakerjaan kepada
kementerian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi TKWNA dapat berupa:
teguran tertulis;
rekomendasi pencabutan STR Sementara;
rekomendasi pencabutan persetujuan;
rekomendasi penghentian Pendayagunaan TKWNA pada
area kegiatan pendidikan bidang kesehatan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan;
e. pencabutan SIP; dan/atau

p.o o p
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

f.  usulan tindakan administrasi keimigrasian kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Hukum dan HAM.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (3) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dalam hal TKWNA yang didavagunakan merupakan Tenaga

Kesehatan dalam kesatuan paket penanaman meodal asing

rumah sakit berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.  memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah dokter atau
dokter gigi bagi tenaga medis dan kualifikasi pendidikan
paling rendah setara level 7 (tujuh) dalam KKNI bagi
Tenaga Kesehatan selain tenaga medis; dan

b. memenuhi persyaratan teknis bidang kesehatan dan
persyaratan ketenagakerjaan.

Persyaratan teknis bidang Keschatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ijazah atau bukti kelulusan sesuai kompetensi dari
institusi pendidikan asal; =

b.  Sertifikat Kelaikan Praktik (Certificate of Good Standing)
dari lembaga yang berwenang di tempat praktik terakhir
atau sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat registrasi
profesi dari negara asal atau otforitas tempat praktik
teralkhir;

c. surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga)
tahun  sesuai dengan  kompetensi di  bidang
keprofesiannya;

d. surat penawaran kerja dari Pendayaguna Indonesia; dan

e. surat pernyvataan bahwa tidak akan melakukan praktik
keprofesian di luar rumah sakit penanaman modal asing
yang mempekerjakannya.

Persyaratan  teknis bidang keschatan digunakan oleh

Pendayvaguna untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada avat (3)

diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bidang ketenagakerjaan.
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(5) TKWNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
mendapatkan Pengesahan RPTKA wajib memiliki sertifikat
kompetensi, STR Sementara, dan SIP.

(6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat [5)
diperoleh melalui evaluasi kompetensi.

(7) Mekanisme evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis sesuai Pasal 12.

[8) Penyelenggaraan evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat () dilaksanakan oleh komite yvang ditetapkan oleh
Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1320), dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 50
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G, SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN
INFORMASI BUKU-BURU
TERBITAN CV. DUTA NUSINDO SEMARANG

No Judul Bukn

1 | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, xii, 128 him.

2 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Tentang
Penataan Ruang, xii, 290 hlm.

3 | Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, vii, 108 hlm

4 | Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa dan
Lambang Negara, serta Lagu EKebangsaan, Tahun Terbit: 2009, Ukuran
Buku15x21 cm, % 116 hlm.

5 | Kepemudaan dan 5istem Keolahragaan Nasional Edisi Lenghkap,
Tahun Terbit: 2010, Ulouran Bulu 15 x 21 cm, x, 320 hlm.

6 | Undang-undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan & Undang-undang
Kepolisian Negara Republik Indenesia, Tahun Terbit: 2009, Ukuran
Buku 15 x 21 cm, xii, 299 him, : o ]

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Momer 5 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, %, 611 hlm. '

8 | Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Tahun Terbit:
2010, Ukuran Buku 15x 21 em, vi, 83 him.

2 | Pedoman Penytsunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal, vi, 34 him.

10 | Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, vii, 53 hlm.

11 | Undang-undang Tentang Keseighteraan Sosial, viii, 67 hlm.

12 | Daftar Bidang Usaha yang Tertutup & Bidang Usaha yang Terbuka
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Ukuran Buku 15 x
21 em; x; 452 hlm.

13 | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tahun Terbit: 2010, Ukuran Buku
15 x21 cm, x 165 him,

14 | Perbankan Syari'ah dan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir, x, 158
him,

15 | Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Beserta
Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan i, 216 him.

16 | Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, viii, 114 hlm.

17 | Peraturan Pemerintah Republik Indoneszia Nomor 81 Tahun 2012 |
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, iv, 86 him

18 | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang

Kearsipan & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2012 Tentang Kearsipan , iv, 247 hin.




19 | 100 Dongeng Binatang, Ukuran Buku 15 %21 em, vii, 108 him.

20 | Cara Gampang Jadi Wartawan, Tahun Terbit: 2011, Ukuran Buku 15 x
21 cm, x, 128 him.

21 | Dilema Seorang Whistle Blower (Pahlawan Atau Penghianat), Tahun
Sachit JOTT, Wiiran Bafoy 155 21 ey 3, TA Bl

22 | Indahnya Berkomunikasi Dengan al-Qur'an, Tahun Terbit: 2011,

| UkwranBuku21x27cmxii69hm. |

23 | Cinta [tu Buta, Tahun Terbit: 2012, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii, 72
him.

24 | Jangan Hinakan Wanita, vi, 180 him.

25 | Panen Hikmah Karena Disiplin Shalat, Tahun Terbit: 2012, Ukuran
Buku 15 x 21 cm, viii, 142 him.

26 | Seri Himpunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jilid 1, 2, dan 3,
Ukuran Bulu 15 x 21 cm, xoodv, 3530 hlm.

27 | Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Peraturan
Presiden RI No. 4 Tghun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas
Perpres No. 54 Tashun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Tasa
Pemerintah, Tahun Terbit ¢ 2015, Ukiran Bulu 15 % 21 em, vi, 1386
him.

28 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ukuran Buku 15 x 21
cm, xiv, 1086 hilm.

29 | Himpunan Peraturan Republik Indonesia Tentang Desa, Kelurahan
dan Kecamatan edisi 2013, viii, 233 hlm.

30 | Dilema Seorang Peniup Peluit (Pejuang Moral Yang Tangguh) x, 128
hlm.

31 | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Keria Pegawai Negeri Sipil, vi,
137 hlm.

32 | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, Tahun Terbit: 2014, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii, 110 hlm.

33 | Undang-undang Jabatan Notaris (UURI No. 2 Tahun 20147, vi, 128
hlm,

34 | Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwazkilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwaldlan Eakyat
Daerah, iv, 404 hlm

35 | Undang-undang Perindusirian [UURI Ne. 3 Tahun 2014]), wiii, 111
hlm,

36 | Undang-undang Keprotokolan, vi, 116 him

37 | Pembentukan Produk Hulum Daerah, viii, 247 him.




38

i—

Pedoman Pelavanan Perizinan Terpadu Beserta Pengembangan
Produk Unggulan Daerah, Tahun Terbit: 2015, Ukuran Buku 15x 21
cm,vi, 178 hlm

frmm —=

39 | Administrasi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi |
Pemerintah, vi, 190 him.

40 | Kelautan, Perkehu.nanJ Peternakan dan Kesehatan Hewan, vi, 192 hlm.

41 | Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Beszerta Program
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia
Sehat, vi, 226 him.

42 | Pembentukan Produk Hukum Daerah & Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Tahun Terbit: 2014, vi, 165 hlm

43 | Pedoman Ewvaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, Ukuran
15x 21 cm, viii, 379 him.

44 | Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, Pensiun, Kecelakaan Eerja dan
Kematian, vii, 185 hin

45 | Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa (PPRI No. 43 Tzhun
2014, Tahun Terbit: 2014, Ukuran Buku 15x 21 cm, v, 120 him.

46 | Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke.l,
Tahun Terbit: 2015, viii, 308 him.

47 | Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke2
Tahun Terbit: 2015, [H-':l.iraﬂ Buku 20x 28 cm, viii, 415 him

48 | Memotret Data Kuantitatif Tahun Terbit: 2015, Ukuran Bulu 15 x 21
cm, x, 129 hlm.

49 | Norma Bagi Profesi Notaris dalam Pengawasan Notaris, Ukuran Buku
15 x 21 ¢m, vii, 120 him.

50 | Birokrasi Pelayanan Publik, Tahun Terbit: 2015, Ukuran Buku 15 x 21
cm, vi, 140 him.

51 | Memotret Data Kualitatif, Tahun Terbit; 20015, Ukuran Buku 15 x 21
cm, viii, 144 him.

52 | Dimensi Prima Organisasi dan Kelembagaan, Tahun Terbit: 2014,
Ukuran Buku 15 x 21 cm, vili, 224 him._ .

a3 Membangm Ekonomi Kerakyatan Model Blusukan, Tahun Terbit:
2015, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 158 hlm. _

542 Pra:d:lk Akuntan Publik Tahun Terbit: 2015, Ukuran Buku 15x 21 cm,

vi, 106 hlm.

55 | Perubahan Standar Pendidikan DBeserta Pemberian HKesetaraan
Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan PNS, Tahun Terbit: 2015,
Ukuran Bulbu 15x 21 cm, vi, 442 hlm.

56 | Perizinan dan Kebijakan Pembiayvaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Tahun Terbit: 2015, viii, 174 him.

57 | Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perpustakaan Beserta

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, Tahun Terbit
2014, Dkuran Buku 15x 21 em, viii, 170 him.
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Peraturan Pengupshan Pemutusan Hubungan Kerja dan
Ketenagakerjaan, Tahun Terbit 2016, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii,
206 hlm.

59

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Hecil dan
Menengah, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii, 454hlm.

60

Penangoulangan Kemiskinan, Pembangunan Keluarga dan Juklak
Kependudukan, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Bulo: 15 x 21 cm, vi, 216
hlm,

&1

Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Beserta
Pengelolaan Keuangan Daerah, Tahun Terbit: 2016, vi, 201 him.

62

Pengelolaan Aset Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Hepala
Desa Beserta Perangkat Desa, Tahun Terbit: 2016, vi, 241 him.

63

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun RAZ016]), Tahun Terbit: 2016, Ukuran Buku 20 x 28
cm, vi, 456 hlm.

64

Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keikutsertaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Bulku
20 x 28 cm, vi, 165 hlm.

65

Pedoman Mutasi Pegawai Negeri 5ipil di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri, Tahun Terhit: 2016, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 642
hlm,

&6

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
APBD, Tahun Terbit: 2016, Ulatran Bulas 15 21 em, vi, 105 him.

a7

Kartu Identitas Anak dan Induk Kependudukan Secara Nasional
Beserta Akte Helahiran Dan KTP Berbasis Nomer Induk
Hependudukan Secara Nasional, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Buku 15
X 21 cm, viii, 192 him.

68

Peraturan [abatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Majelis
Kehormatan Notaris, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Buku 15x% 21 cm, vi,
105 hlm.

69

Pedoman Penetapan lzin Gangguan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Di Daerah, Tahun Terbit 2016, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii, 96 him,

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Repuhlik—lﬁnnesia Tentang
Keimigrasian, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Bulmu 20 x 28 cm, viii, 254
hlm,

71

Amnesti Pajak Ungkap Tebus Lega, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Buku
20 x 28 cm, viii, 493 hlm.

72

Rencana Kerja Pemerintah Dan Pedoman Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Rencana Eerja Pemerintah Daerah, Tahun Terbit: 2016,
Ukuran Bul 18.5 x 26.5 cm, vi, 280 hlm.
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1 Set Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN] 2015-20185:

Buku 1: ix, 293 hlm.

Buku II: xxx, 497 hlm.

Bukm IIT: xviii, 497 him.

Tahun Terbit: 2016, Ukuran Bulm 20 x 28 cm.

74

N

75

Perindustrian (UURI No. 3 Tahun 2014) Dan Perdagangan (UURI No.
7 Tahun 2014), Tahun Terbit; 2014, Ukuran Buku 15 x 20 cm, vi, 194

Dilengkapi Undang-undang Pemerintah Daerah, Tahun Terbit: 2016,
Ukuran Buku 20 x 28 cm, viii, 746 hlm.

76

Standar Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dan Puskesmas, Tahun
Terbit: 2016, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 574 hlm.

77

Himpunan Peraturan BP]S Kesehatan & Ketenagakerjaan Edisi Bulm [,
Tahun Terbit: 2016, Ukuran Bulas 15 x 21 em, viii, 324 him,

78

Petunjuk Pelaksanaan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Edisi Buku
2, Tahun Terhit: 2016, Ukuran Bulm 15 x 21 cm, xiv, 302 him.

74

Petunjuk Pelaksanaan BP]S Kesehatan & Ketenagakerjaan Edisi Buku
3, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Bidar15 x 21 cm, vi, 710 him.

80

Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Buku
15x 21 cm, vi, 182 hlm.

81

B2

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung
Peradilan Umum;. Peradilan [Tata: Usaha Negara, Peradilan Agama
Buku I, Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15% 21 cm, xvi, 702 hlm. |
Himpunan Peraturan Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Buku II,

Tahun Terbit: 2017, Ukuran Bulu 15 x 21 cm, xii, 674 him.

83

Petunjuk Praktis Notaris Dan PPAT 2017
- Bukul, xv, 1078 hlm.
- Bukull, xvi, 1046 him.
- Buku III, xiv, 1104 hin.
Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm.

g4

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Jual Beli
Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, PNEP Yang Berlaku Pada Kepolisian
RI, Dan Pajak Kendaraan Bermotor, Tahun Terbit; 2017, Ukuran Bulu
15x% 21 cm,x, 392 hlm.

B85

Prosedur Dan Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, Tahun Terbit: 2017,
Ukuran Bulu 15x 21 cm, viii, 216 hlm.

géa

Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan, Tahun Terbit:
2017, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii, 184 him.

87

Penataan Desa, Standar Minimal Desa, Dan Badan Permusyawaratan
Desa Tahun 2017, Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi,
176 hlm.

e T




&6

a9

(Sugeng Basuki, 5.H., M.5i) Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan
Publik, Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15x 21 cm, x, 222 him.
Penggolnnﬂan Dan Kodefikasi Earang Milik Daerah | (Permendagri No.
108 Tahun 2016), Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi,
606 hlm.

S0

91

Manajemen Pegawai Negeri Sipil [PPRI No. 11 Tahun 2017)
Dilengkapi: Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Tahun Terbit:
2017, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii, 3551:]1:1

| Pembinaan Dan Pengawasan Penvelenggaraau Pemerintah Daerah

(PPRI No. 12 Tahun 2017}, Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x 28
cm, vi, 564 him.

92

Pengampunan Pajak, Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x 28 em, viii, 688 him.

93

Perpu Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Pancasila Dan UUD EI
1945 Dilengkapi
- Peraturan Perundang-undangan Pemerintah BRI Tentang
Organizasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hulomm Dan Hak Asasi Manusia Tentang
Perkumpulan.
Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15 x 21 em, xxxviii, 200 hlm.

G4

“Peraturan Di Bidang Perdagangan’ Sengketa Konsumen, Distribusi
Barang Kebutuhan Pokok, Perdagangan Antarpulau, dan Pelayanan
Bantuan Pemerintah. Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15 x 21 cm,
ix, 266 him.

35

Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DPRD (PP
Nomor 18 Tahun 2017) & Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertangoungjawaban Dana
Operasional (Permendagri Nomor 62 Tahun 2017), Tahun Terbit:
2017, Ukuran Buku 20 % 28 cm, vi, 120 him.

el

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor &6
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Dasrah. Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi,
150 hlm.




37

Memahami Dan Menguasai Teorl Akta Notaris Ragam Awal Akts
Komparisi Dan Akhir Akta Notaris. Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku
2{] % 28 cm, w, 176 hlm.

Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun
2018) & Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Kepala LKPP
Nomeor 4 Tahun 2018], Tahun Terbit 2018, Ukuran Buku 20 x 28 cm,
vi, 150 him.

o9

Standar Pelayanan Minimal (SPM] (Peraturan Pemerintah RI Nomor 2
Tahun 2018), Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 162
him.

100

Badan Usaha Milik Daerah (PPRI Nomor 54 Tahun 2017) & Pedoman
& Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Peraturan
Kepala BEPM Nomor 13 Tahun 2017). (Peraturan Kepala BEKFPM
Nomeor 13 Tahun 2017). Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20 x 28
cm, vi, 209 him.

101

Merelasikan Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Eksekusi Hak
Tanggungan, Tahun terbit: 2018, Ukuran Bulu 20 x 28 cm, vi, 361hlm.

102

Pelayanan Perizinan Bemsaha'TaﬁntEgrasi Secara Elektronik. Tahun
Terbit: 2018, Ukuran Buku 20 x28.cm, v, 221 him.

103

Petunjuk Praktis Notaris Dan PPAT 2018 Buku IV. Tahun Terbit:
2018, Ukuran Bulm 20 =28 em; xvi 1054 hlm;

104

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belania Daerah
Tahun Anggaran 2019. Tahun Terbit; 2018, Ukuran Buku 15 x 21 cm,
vi, 443 hlm.

105

Himpunan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bulu 4. Tahun Terbit:
2018, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 626 him.

106

Klasifikasi Bulku Lapangan Usaha Indonesia. Tahun Tebit: 2018,
Ukuran Buku 20 x 28 cim, iv, 626 hlm.

107

Mencermati Masalah Dan Solusi Kenotariatan, Tahun Terbit: 2019,
Uuran Buku 20 x 28 cm, xv, 252 him.

108

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Terbit: 2019, Ukuran
Buku 15x 21 cm, vi, 146 hlm.

109

Badan Layanan Umum Daerah. Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x
21 cm, vi, 146 hlm.

110

Pedoman Umum Program Inovasi Desa Dlan Penggunaan Dana Desa
Untuk Padat Karyva Tunai. Tahun Terbit: 2015, Ukuran Buku 15x 21
cm, vi, 388 hlm.

111

Mendalami Seluk Beluk Permasalahan Dan Solusi Praktis Pengelolaan
Yavasan, Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 20 x 28 cm, x, 215 hlm.

112

Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Laporan Dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tahun Terbit: 2019, Ukuran
Buku 15x 21 cm, vi, 215 hlm:




113

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Buku 1), Tahun
Terkit: 2020, Ukuran Buku 20 28 em, v, 1150 him

114

Lampiran Kelanjutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Bulk 2), Tahun Terbit: 2020, Ukuran Buku 20 x 28 cm, v, 1150 him.

115

Standar Harga Satuan Regional Dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dilengkapi: Laporan Dan Ewvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, Tahun Terbit: 2020, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 232 hlm.

116

Penilaian Kinerja PN5 Dan Manajemen Pegawal Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Edisi Tahun 2020, Tahun Terbit: 2020, Ukuran Buku
20 x 28 cm, viii, 772 him.

117

Peningkatan Kinerja Perawat Melalui Komitmen Organisasional Dan
Efikasi Diri, Tahun Terbit: 2020, Ukuran Buku 15 x 21 cm, viii, 224
him,

118

Peningkatan Pengembangan Karir, Pemenuhan Kebutuhan Organisasi
Dan Pengembangan Kompetensi PNS, Tahun Terbit: 2020, Ukuran
Buku 15x 21 viii, 394 him.

119

Petunjuk Praktis Notaris & PPAT Tahun 2020 /Buku V, Tahun Terbit
2020, Ukuran Bulu 20 = 28 cm, xvi, 1050 him.

120

Satgas Saber Pungli Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Tahun
Terbit: 2020, Ukuran Buku 15 x 21 em, viii, 234 hlm.

121

Ukuran Buku 20 x 28 cm, viii, 800 him.

122

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun Terbit; 2021,
Ukuran Bulku 20 x 28 om, vi, 445 hlm.

123

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun Terbit: 2021,
Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 163 hlm.

124

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendulung EKemudahan Berusaha
Beserta Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam HRangka
Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layvanan Daerah, Tahun
Terbit: 2021, Ukuran Buku 15 x 21 em, iv, 284 hlm.

125

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resike Dan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Tahun Terbit: 2021,
Ukuran Buku 20x 28 cm, vi, 427 hlm.




126

-OMNIBUS LAW - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Tahun 2021
(Buku 1-4), Tahun Terbit: 2021, Ukuran Buku 18 x 25 cm, iv, 5100
hlm.

127 | -OMNIBUS LAW - Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Tahun Terbit 2021, Ukuran Buku 18 x 25 cm, vi, 1200 hlm.

128 | Standar Harga Satuan Regional, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tahun
Terbit: 2021, Ulnuran Buku 20 x 28 cm, viii, 404 hlm.

129 | -OMNIBUS LAW - JUKLAK UU Cipta Kerja 2021, Tahun Terbit: 2021,
Ukuran Buku 15x 21 cm, ix, 408 him.

130 ”IUKI.AK OMNIBUS LAW 2021" Penvelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Dan Angliutan Jalan, Tahun Terbit; 2021, Ukuran Bulm: 15 x 21 cm,
viii, 359 hlm.

131 | "JUKLAK OMNIBUS LAW  2021" Penyelenggaraan Bidang
Perindustrian & Perdagangan.

Tahun Terbit: 2021, Ukuran Bulas 15:21 cm, viii, 432 him.

132 | Undang-Undang Nomer 1 Tahun-2022 Tentang Hubungan Keunangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Tahun Terbit: 2022, Ukuran Buku 18x25 cm, vi, 144 him.

133 | Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
Edisi Tahun 2022 ' '

‘Tahun Terbit 2022, Ukuran Euku 1‘5}:25 cm, viii, 446 hlm.

134 | Pencatatan Nama Pada Dnll:mnen I\ﬂpendmiuk:m

Tahun Terbit 2022, Ukuran Buku 15%21 cm, viii, 370 hlm.

135

Keolahragaan (UURI No. 11 Tahun 2022) Dan Koordinasi Strategis |
Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Perpres No.
43 Tahun 2022}

Tahun Terbit 2022, Ukuran Buku 15x21 cm, wiii, 191 hlm.

136

Tbu Kota Negara Dan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2022
Tahun Terbit 2022, Ukuran Bulma 15x21 cm, viii, 256 hlm.

137

Peraturan Badan Hepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Tahun Terbit 2022, Ukuran Bulku 15x21 cm, vi, 254 him.

138

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Repuhhk Indonesia Nomor 11
Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian
Jabatan Fungsional

Tahun Terbit 2022, Ukuran Buku 15221 cm, vi, 184 hlm.

139

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tahun Terbit 2022, Ukuran Buku 15x21 cm, vi, 264 hlm.




140

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Sistem Kerja
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birckrasi Tahun
2022

Tahun Terbit 2022, Ukuran Buku 15x21 cm, vi, 346 hlm.

141

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Berserta Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Tahun Terbit 2022, Ukuran Buku 15x21, vi, 440 hlm.

142

- OMNIBUS LAW - Peraturan Pemerintah Pengoanti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomeor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Tahun Terbit 2023, Ukuran Buku 18x25 cm, vi, 1116 hlm.

143

PERPU Peraturan Pemerintah Penwantl Undang-Undang 1 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2017
Tentang PEMILIHAN UMUM

Tahun Terbit 2023, Ukuran Buku 15x21 cm, xlvi, 458 hlm

144

Aktualisasi Filsafat Pancasila Dalam Pembangunan Nasional
Tahun Terbit 2023, Ukuran Buku 20x23 om, ix, 284 him

145

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 1 Tahun 2023 Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Terbit 2023, Ukuran Buku 15x21 cm, vii, 550 hlm

146

Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 1 Tahun 2023 KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tahun Terbit 2023, Ukuran Buki20x28 cm, vi, 346 him

147

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2{}21 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung

Tahun Terbit 2023, Ukuran 18x25 cm, vi, 407 hlm

148

149

- OMNIBUS LAW - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Tahun Terbit 2023, Ukuran 16x25cm, vi, 1128 hilm
Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan |
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Tahun Terbit 2023, Ukuran 15221 cm, ix, 498 hlm

150

Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Beseria
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Puszat Dan Pemerintahan
Daerah

Tahun Terbit 2023, Ukuran 18x25 cm, vi, 304 him

151

Pemblokiran Dan Pembukaan Serta Syarat Tata Cara Pendaftaran
Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Persercan Terbatas (PT)
Edisi Tahun 2023

Tahun Terbiy 2023, Ukuran 18x25 om, vi, 194 hlm
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